
UNIVERSITAS INDONESIA 

PERLINDUNGAN IIUKUMATAS DATA NASABAB 
DITINJAU DARI HUKUM RAHASIA DAGANG 
DAN IIUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 

TESIS 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleb gelar Magister Hukum 

NAMA 
NPM 

: KISTIONO 
: 0706176012 

FAKUL TAS HUKUM 
PROGRAM MAGISTER IIUKUM 

HUKUM EKONOMI 
JAKABTA 
JULI2009 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



11 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 

T esis ini adalah basil karya saya sendiri, 

dan .semua surober balk yang dikutip maupun dirujuk 

telah soya nyatakao dengan benar. 

--····-

Nama : Kistiono 

NPM 

Tanda Tangan 

Tanggal 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



HALAMAN PENGESAHAN 

Tesis ini diajukan oleh : 
Nama : Kistiono 
NPM :0706176012 
Program Studt : Magister Hukum 
JuduJ Tesis ; Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Ditinjau Dari 

Hukum Rahasia Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen 

Telah- berhasil dipertabaukan di hadapan Dewan Penguji dan diterim.a 
sebag:.ai bagian persyaratan yang diperlukan nntuk memperoleb gelar 

Magister Hukum pada Program Studi Magister Hokum, 
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. 

' 

DEWANPENGUJI 

Pembimbing : Dr. Zulkamain Sitompul, S.H, L.LM ( ..... ~~·- ... , ...... ) 
Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H, M.H ( ......................... ) 

.............. ) Penguji I :Dr. Nurul Ehniyah, S.H, M.H 
Ketua Sidang 

( ... ~ 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 1 Juli 2009 

iii 

' 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



iv 

KATA PENGANTARIUCAPANTERIMAKASIH 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maba Esa, karena alas berl<at dan 

rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan 

dalam nmgka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum 

Jurusan Hukum Ekonomi prula Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya 

menyadmi bahwa, tanpa bentuan dan bimbingan dari berbegai pihak, dari masa 

perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk 

menyelesatkan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih 

kepada: 

I) Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H, L.LM, selaku dosen pembimbiog yang 

Ielah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya 

dala.m penyusunan tesis ini; 

2) PT. Bauk Rabobauk International Indonesia sebagai tempat saya bekerja 

dan rekan-rekan Legal Retail yang Ielah memberikan saya bantuan, izin 

dan dispensasi kepada saya dalam penyusunan tesis ini.; 

3) Sahabat dan ternan-ternan Magister llukum Kelas B tahun 2007 yang Ielah 

banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini ; dan 

4) Orang tua dan kelnarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan 

material, moral dan doa; 

Akhir kala, saya berbarap Tuhan Yang Maha Esa berkenan merabalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat 

bagi pengembengan ilmu. 

Jakarta, 27 Juni 2009. 

Penulis 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUG AS AKIIIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di 
bawah ini: 
Nama 
NPM 

: Kistiono 
: 0706176012 

Program Studi : Magister Hukum 
Fakultas : Hukum 
Jenis karya : Tesis 

v 

demi pengembangan ihnu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty­
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : 
Perlindungan Hukum Atas Data Nasabah Ditinjau Dari Hukum Rahasia 
Dagang dan Hokum Perlindungan Konsumen. 
beserta perangkat yang ada Gika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti 
Noneksklusif 1m Universitas Indonesia berhak menyimpan, 
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 
merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama 
saya sebagai penulislpencipta dan sebagai penti1ik Hak Cipta. 
Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya. 

Dibuat di 
Pada tanggal 

:Jakarta 
: 27 Juni 2009 

Yang menyatakan 

( Kistiono) 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



ABSTRAK 

Nama : Kistiono 
Program Studi : Magister Hukwn 
Judul : Perlindungan Hukwn Atas Data Nasabah Ditinjau Dari Hukum 

Rahasia Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen 

VI 

Tesis ini membahas mengenai perlindungan atas data nasabah bank ditinjau dari 
ketentuan hukum rahasia dagang dan hukum perlindungan konsumen, karena 
selama ini bank dan nasa bah selalu dirugikan atas pemakaian data nasabah secara 
illegal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian 
menyarankan bahwa penggunaan data nasabah secara illegal adalah melanggar 
rahasia dagang dari bank; penggunaan data nasabah secara illegal juga melanggar 
right to privacy dari nasabah sehingga melanggar rahasia dagang dagang dari 
nasabah dan mengak:ibatkan nasabah selaku konsumen dirugikan; nasabah yang 
dirugikan dapat mengajukan ganti rugi kepada bank atau pelaku lainnya karena 
penggunaan data nasabah secara illegal adalah perbuatan melawan hukwn. 

Katakunci: 
Data Nasabah, Rahasia Dagang, Pedindungan Konswnen. 

ABSTRAC 

Name : Kistiono 
Study Program: Magister of Law 
Judul : Law Protection for Costumer Data Reviewed From Trade 

Secret Law and Consumer Protection Law 

lbis thesis discusses the protection of customer data on the review of trade secret 
law and consumer protection law, because during this bank and the costumer 
always disadvantaged over using the customer data illegally. This research is a 
normative juridical research. Results of research suggest that the use of customer 
data is illegally in violation of trade secrets from the bank; using customer data 
illegally also violates right to privacy of the customers that can violates costumer 
trade secret and as a result the costumer can be injured; the aggrieved customer 
can submit a compensation to the bank or the other because of the use of customer 
data illegally is an uulawfull act. 

Keywords: 
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BABI 

PENDAHULUAN 

!.1 Lalat Belakang 

: ; 

' ' . ' Industri perbankJ!n memiliki peranan strategis untuk menunjang 

. ,,., pembangunao serta perekonomian nasional yang senantia!la bergerak cepat, 

·. untuk itu peranan tersebut perln dioplimalkan, sehingga indns.tri perbankan 

. • dapat • mennojnkkan ful:lgsinya dalain · perkembangan moneter dan 

pembangunan ekonomi pada umumnya. Untuk Iebib. menunjang 

pelaksanaan pembangorum, maka industri perbankan semakin dituotut 

• untuk . mengemban misinya sebagai agen pembangunao (agent of 

dtWe/opmenf); TujWlll utauta perbankan Indonesia adalah sebagai penunjang 

. peloksanaan · pembangunlm nasional dalam rangka meningkatkan 

• . pememta.an; pertumbahan ekonomi · dan stahilitas nasional ke arah 

peningkatan kesejahteraan rakyut banyak .. 

· Pada saat krisis · keWlllgan global saat ini dimana timbul ketidak 

pereayaan dati iru!syarakat kepada lembaga.·lembaga keoangan modem 

yang ada seperti pesar modal dan lembaga. investasi lainnya menyebabkan 

rnnsyarakat beralih kembali kepada lembaga kellllllg<in trarllsinnal seperti 

perbankan; dangan sek1or perbankan yang dipilib juga: lebih kepada sector 

··consumer banking bnkan kepada lni>estment banking dengan pertimbangan 

· , bahwa berinvestasi • dan atau menyimpan dana· pada sektor consumer 

· bankingjauh lebih oman dibanding• berinvestasi dan atau menyimpan dana 

pada·sektor investment banking. ·. ' 

Hal ini menuajnkkan tingginya tingkat kapereayaan masyarakat 

kepada dunia perbankan dan menunjnkkan bahwa hubungan imkum yang 

~i!Jl\1 antara ma~amlcat sebagai konsumea daagan dunia perbankan 

adalah merupekanjlduclary relation (buhungan kepereayaan), dimana bank 

-, '.' UNIVERSITAS INDONESIA 
1 
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sebagai penerima.fiducia mernillki duty of fiduciary'. Duty of Fiduciary 

yang dimillki perbankan adalah menjaga kepercayann (duty of care) yang 

diberikan masyarakat dimana salah satunya menjaga kerahasiaan akan dana 

masyarakat yang disimpan dalam bank dan data nasabah penyimpannya. 

Adanya duty of fiduciary ini dapet dilihat• dari defirusi mengenai 

simpenan. Simpenan adalah1 dana yang diperoayakan oleh masyarakat 

kepada bank berdasarl<an ~anjian penyimpenan dana dalam bentuk giro, 

deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk c Jainnya yang 

dipersamakan dengari itu. Definisi t<:rsebut menunjukkan • adanya tingkat 

kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada Bank untuk menjaga dan 

mengek>la simpanannya. 

Duty of fiduciary ini labir bersamaan dengan rereiptanya hubungan 

hukun> antara bank dengan nasabah. Untuk mengetahui kapan tepatnya 

· hubunga.D. antara bank dengan.nasabah ini labir dapat kita lihat.pede contoh 

kasus Woods v. Martin Bonk Ltd, disimpulkan bahwa3 hubungan antara 

bank dan nasabah· tidak lahir pede saat bank . menyetujui untuk 

membukakan rekening untuk nasabah, teta:pi labir ketika telah 

membukakan rekening untuk nasabah tersebut Hal ini membuktikan 

.bahwa, persetujuan dari bank untuk membtikakan rekening kepada 

seseorang menegaskan bahwa pede saat itu lab orang t<:rsebut merupakan 

nasabah dari bank. 

· Dalam ~anjian pambnkaan rekening antara bank dan nasabah, 

se<:ara tersirat telah menunjukkan bahwa bank memili.ki kewajiban untuk 

memastikan inforrnasi nasabahnya tetap rahasia. Kewajiban tersebut lahir 

dengan adanya hubungan antara bank dengan nasabah dan diterapkan pede 

hukun> yang berlalru. Kerahasisan · ini tidak banya. mengenai rekening 

nasabah.saja, tetapi juga termaksud segala informasi yang bank ketahui 

1 Yunus Husein, Rahasia Bank Privtisi Versus Kep~litingan -Umurn, (Jakarta : Program Pasea 
Swjana UoiveniOJs Indonesia, 2003),hlm 119. . .. . . . . 

' Indonesia, UndJm.II-UndJm.ll Pe-. UUNo. 71!lhun 1992 sebagaimana telab diubah dengan 
UUNo.lO Tahun 1998, J.N No. 182 tabun 1998, T!.N No. 3790, Ps. 1 butir 5 

3 Pob Cbu Cbai, L111¥ if Banker and Cosl!l"""' , (Singspote : Butterwoths Asia, 1999), blm 31. 
UNIVERSITAS INDONESIA 
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atau miliki tentang n.asabah, babkan juga termasuk terbadap rekening 

pengirim atau sumber dana dari transaksi yang telah dilakukan oleh 

nasabah4
• Kewajiban dari bank untuk menjaga kerahasiaan mengenai 

iafurmosi atau rekening n.asabah juga tetap berlanjut Vl-alaupun bubungan 

antara bauk dan nosabah telah berakhir atau sudah tidak menjadi uosahah 

bank tersebut lagi5
• 

Duty of fiduciary yang dimiliki perbankan d-alam Undang-Undang 

No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebageimana kemudian telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 termasuk d-alam ruang lingkup 

Rabasia Bank. Pengertian rahasia bank menurut Pasal 1 butir 28 Undang­

Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah 

diubah dangan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 ad-alah segala sesuatu 

yang barbubungan deogan ketenmgan mengenai nasabah penyimpan dan 

simpanannya. Selaia itu ketentuan mengenai rahasia bank juga diatur 

d-alam Pasal40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 

52 dan 53. 

Rabasia Bank merupakan bal yang sangat penting d-alam duoia 

perbankan kerena mod-al utama perbankan ad-alah kepereayaan dari 

masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Prof Sutan Remy bahwa 

terdapat baberape faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan 

masyarakat terbadap suatu bank6, yaitu : 

• Integritas pengurus 

• Pengelahuan dan Kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan 

kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kernampuan teknis 

perbaukan 

• Kesebatan bauk yang bersangkutan 

• Kepatuhan bauk terbadap kewajibao rahasia bauk. 

4 Ibid., hlm 560. 
5 ibid., hal 56!, 

Masyarakat sebagai nasabah bauk akan sangat merasa amao dan 

6 Sutan Remy Sjahdeini. "Rahasia Bank: Berbagai Masatah Disekitamya," (maka.lah disampaikan 
pada diskusi mengenai Legal Issues seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank 
Indonesia, Jakarta.l3 Juni 2005), hl.m2. 
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wrlindllllgi jika bank tempatnya menyimpan dana dapat menjaga 

kerabasiaan simpanannya, termasuk kerahasiaan mengenai data nasabah. 

Semakin seorang nasabah merasa aman, mske semakln tinggi pula tingkat 

kepercayaan dan loyalitas nasabah lcepada suatu bank. Oleh karena 

pentingoya kepe;rcayaan masyarnkat dan pentingoya untuk menjaga 

rahasia bank, maka kemudian banyak sekali lahir regolasi manpun 

penelitian yang membahas mengenai rahasia bank. 

Seperti yang kita ketahui bahwa pada praktek didunia perbankan, 

sudah meqjadi hal yang umum jika seorang marketing atau costumer 

service keluar dari bank tempatnya bekerja dan pindah ke bank competitor, 

mske dia akan mengambil alan mengajak nasabehnya dari bank lama ke 

bank yang baru. Hal ini tentulah sangat merugiken bank yang lama karena 

kehilangan nasabehnya. Padahal bagi bank nasabah merupakan salah satu 

asset yang sangat bemilai dan data nasabah menjadi suatu rahasia dagang. 

Dalam hal ini Bank sebagai pemberi pekerjaan atau majikan 

merniliki kepentingan untuk melindungi kepemilikan atas daftar atau data 

nasabahnya. Daftar atau data nasabah dianggap sebagai asset yang 

berbarga dalam bisnis perbankan sahingga patut untuk mendapatkan 

perlindungan. Bank berwenang untuk menganggap mbasianya (termasuk 

rahasia bank dan rahasia dagangnya) sebagai bak kepentilikan yang 

dilindllllgi7 yang membenarkan penilaian yang dilakuken sebagai 

pembatasan untuk melindungi baknya ketika mantan keryawan bank 

tersebut memutuskan untuk meninggalkan perkeljaannya. 

Selain itu praktek tersebut juga dapat merugikan nasabah, karena 

dapat mengaklbatkan data-data pribadi nasabah ataupun data-data 

keuangannya menjadi tersebar luas. Sudah merupakan rahasia umurn 

babwa juga terdapat praktek jual beli data nasabah dldalam dunla 

parbankan, seperti yang dllakukan oleb para agen kartu kredit yang 

merupakan salah satu pibak terafiliasi bank yang sebarusnya juga terikat 

7 John Hull, Commercial Secrecy: Law and Practice, (London: Sweet & Maxwell, l998), 
hltn 250. 
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pada kewajiban untuk merahasiakan rahasia bank. Seperti dalam beberapa 

kasus yang marak terjadi saat ini dimana adanya kekbawatiran dari 

masyarakat terhadap terbukanya data-data pribadinya yang diketahui oleh 

para agen kartu kredit atau pihak lain yang mungkin saja dengan data 

tersebut dapat menjadikan nasabah menjadi korban dari tindak kejahatan. 

Padahal nasabah menginginkan suatu keamanan mengenai data-data 

pribadi dan data-data-data keuangannya dan hal ini termasuk ke dalam 

right to privacy. 

Nasabah berdasarkan hubungan hukum yang dimiliknya dengan 

bank, memiliki hak untuk mengharapkan standard keamanan yang tinggi 

dan perlindungan terhadap rekening atau data-data pribadinya. Jadi jika 

nasabah mengetahui bahwa data-data pribadinya secara tidak sah 

disalahgunakan atau diketahui oleh orang lain, nasabah dapat menjadi 

tidak senang, bahkan tidak jarang nasabah terkadang merasa 

dipermalukan, ketidaknyarnanan dan dapat berimbas secara langsung atau 

tidak terhadap kelangsungan bisnis yang dijalankannya 

Di Negara lain hal ini sudah diatur secara detail baik melalui 

Undang-Undang Perbankan nya sendiri seperti di Singapura dalarn 

Singapore Banking Act Section 47, atau bahkan dengan regulasi khusus 

seperti yang dilakukan eli Amerika dalarn Right to Financial Privacy Act 

dan Bank Secrecy Act. Kanada dalam The Persona/Information Protection 

and Electronic Documents Act, Australia dalam the Federal Privacy Act 

1989, Inggris dalarn Data Protection Act 1998 dan Uni Eropa dalarn 

Article 8 of the European Convention on Human Rights. Mengingat betapa 

krusial dan betapa besarnya dampak dari penggunaan data nasabah secara 

illegal, maka sudah seharusnya pemerintah membuat regulasi yang secara 

khusus mengatur mengenai pelarangan penggunaan data nasabah secara 

illegal. 

Menjadi suatu ironi bahwa di Indonesia perm.asalahan tersebut 

belum diatur lebih lanjut dalarn peraturan perundang-undangan yang ada. 

Memang dalarn Undang-Undang Perbankan yang kita miliki Ielah diatur 
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mengenai Rahasia Bank, namun belum diatur lebih lanjut mengenai 

perlindungan bagi dam nasabeh atas penggunaannya secara illegal. 

Bank Indonesia sebegai regnlator tentunya tidak tutup mala akan 

kenyaman yang le!jadi tersebut, oleh karena itu sejak lahun 2004 Bank 

Indonesia melalui programnya yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API) 

yang merupakan suatu kemngka dasar system perbankan Indonesia yang 

bersifat menyeluruh dan memberikan arnh, bentuk dan latanan industry 

perbankan. Melalui API Bank Indonesia menempkan beberapa sasaran 

yang ingin dicapai, yaitu: 

!. Menciplakan sttuktur perbankan domestik yang sebet yang mampu 

memenubi kebutuhan masyaraket dan mendorong pembanganan 

ekonomi nasional yang berkesinambangan. 

2. Menciplakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan 

mengacu pada standar internasional. 

3. Menciplakan industri perbankan yang kuat dan rnemiliki daya saing 

yang tinggi serla memiliki ketuhanan dalam menghadapi risiko. 

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat 

kondlsi internal perbankan nasional. 

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk menduknng terciptanyn 

industri perbenkan yang sebat. 

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsunaen jasa 

perbenkan. 

Untuk mencapai program tersebut maka Bank Indonesia 

menetapkan enam pilar program API yang saling terkait satu sama lainnya, 

yaitu: 

1. Pilar 1 yaitu Stuktur Perbankan yang sebat. 

2. Pilar 2 yaitu Sistem Pengaturan yang efektif. 

3. Pilar 3 yaitu Sistem Pengawasan yang independen dan efektif. 

4. Pilar 4 yaitu lndustri perbankan yung kuat 

5. Pilar 5 yaitu Infrasttuktur pendukong yang mencukopi. 

6. Pilar 6 yaitu Perllndungan Konsumen. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



7 

. Walaupun dalam Pilar ke-6 API Bank ludonesia telah 

mencanangkan untuk ·· meningkatkan Perlindungan bagi konsumen 

perbankan, namun dari 4 langkah yang telah dilakukan oleh BI yaitu : 

I. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah, melalui PBI No. 

717 /PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasa bah. 

2. Membentuk lembaga mediasi perbankan, melalui PBI No. 

8/6/PBI/2005 tentang Mediasi Perbankan. 

3. Menyusun transparansi informasi produk, melalui PBI No. 

717 /PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan 

Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 

4. Mempromosikan edukasi untuk konsumen 

belum ada satupun· yang bersifat aktif dan efektif untuk mencegah 

penggunaan data· nasahah secara illegal. PBI. tersebut banya bersifat 

administrative dan internal hanya · mengikat antara Bank ludonesia dan 

Bank saja, dimana.],'lasabah dan Pihak lain yang belum tentu mengetahui 

tentang keberadaan PBI tersebut dan tidak terikat terhadap ketentuan-

. ketentuan yang• ada di PBJ tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 12 

PBI No. PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Transparansi Iuformasi Produk 

Bank dan Penggunaan· Data Pribadi Nasabah yang menyatakan bahwa 

Bank yang melakukan pelanggaran terbadap ketentuan pada PBI tersebut 

banya akan dikenakan sanksi tertulis saja Padahal jika kita lihat apa yang 

diatur dalam PBI tersebut tidak ·banya mengatur mengenai hubungan 

anatara Bank Iudonesia dan Bank • 51\ia, tetaj>i juga· terkait dengan 

kepentingan nasabah· dan pihak lain .di . luar ,bank, •sehingga sudah 

seharusnya diatur dalam peratw:an pehmdang-undangan·yang cakupannya 

lebih luas dari banya sekedar Peraturan Bank ludonesia saja. 

Dalam Pasal40, 41, 41A, 42, 42A, 43;.'44, 44A; 45; 47,-47A, 50, 

50A, 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 7 tabun 1992 sebagaimana 

Ielah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

mengatur mengenai Rahasia Bank, lebih mengatur mengenai tata cara 

pembukaan rahasia bank dalam perkara pidana, perdata dan perpajakan. 
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Sedanglwl perlindungan rahal!ia bank terhadap data nasabah itu sendirl 

tidak diatur lebih jauh dan tidak memberi.kan kepastian hukum dan 

keamanan bagi n.asabah. ·. 

. Pada pasal 6 Kode Etik Bankir .Indonesia yang dikeluarkan oleh 

lnstitut Bankir Indonesia juga tell!h dikatakan bahwa, "Seorang banker 

/ meajaga nasabah dan hanknyan. 8 dan Pasal 5 Ponca Etika Perbanns juga 

telah mengatakan bahwa · "Kami • pengnsaha bank nasional senantiasa 

memegang tegah rahal!ia yang dlpercayakan masyam)W kepada kami"9
• 

Menuntt penulis kode etik perbankan yang telab dikeluarkan oleh 

IBI dan Perbanas tidak efl:ktif karena kode' etik tersebut tidak mengik.at 

dan wajib dipenuhi oleh seluruh banker di Indonesia. Hal ini disebabkan 

tidak adanya sanksiyang togas dari IBI maupun Perbanns. Selain itu sifat 

organisasi IBI dan Perbanas berbede. dengan Jkatan. Dolder Indonesia 

. (IDI), dimana IDI merupakan organisasi tuoggal dokter d.i Indonesia yang 

segala keputusannjra mengiket · dan . d.ipatuhl· oleh seluruh dokter di 

Indonesia, sedanglw1 dl pihak lain IBI dan'Perbanas bukan merupukan 

organisasi tuoggal banker di Indonesia dan·tidak.mengiket seluruh banker 

di Indonesia. Selain itu seorang yang ingin menjadl banker tidak hams 

mendapatkan izin dari IBI ataupun Perbanas, sadangkan seorang dokter 

yang ingin men,jalankan praktek.harus mendaplllkan izin dari IDI. 

Oleb karena mengingst keuslainya permasalahan tersebut tetapi 

belum·adanya satu regulasi pun yang eukup mengatur pedindungan bagi 

data nasahah, ntaka sangat menarik untuk dlteliti lebih lanjut denganjudul 

Perlindongan Hukum :Atas • Data. Nasabah Dlllnjau Dari Hokum 

Rabasia ·Dagang dan Hukum Perlindungan Konsumen. 

"' .. ' 

. Berdasarkan latar ·belakang masalah tersebut ntaka turdapat beberapa 

' , ' '' . ·' 

'Ikwan Bankirllldonesia, http://ikanmbanldr.comlibilcontent.php?id=I&top"'21MsllrusJ, diunduh 
22Mei09: · · · 

'Persatuan Bank Nasiona,i http://www.perbanas.orgl'lpiliiFbal&id=4, diunduh 22 Mei 09. 
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· .pokok.permasalaban,.yaitu: ... , •.. ,. 

I. Bagaim.ana perlindungan hukum data' DBSabah ditinjau dari ketentuan 

Hukum Rahasia Dagailg? 

2. Bagaimana perlindungan hukum data DBSabah ditinjau dari ketentuan 

Hukum Perlindungan Konsumen? 

3. Bagaimana hentuk pertanggung jawaban dari Bank sehagai pengemhan 

Duty of Fidwlary tetbadap penggunaan data DBSabah secara illegal? 

•11.3 TUJUAN PENELITIAN · 

Tujuan dari penelitian ini adalab:. 

, 1.. Untuk m~anelisis perlindungan hukum data DBSabah ditinjau dari 

· • • ketetituan Hukum RahasiaDagang. 

2. Untuk menganelisis perlindungan hukum data DBSabah ditinjau dari 

ketentuan Hukum PerUndungan Konswnen. . · . 1 

3. Untuk menganalisis hentuk · pertanggnng jawaban dari Bank sebagai 

pengemhan Duty of Fiduciary terhedap penggunaan data nasabah secara 

. illegal · 

1.4 MANFAAT PENELITlAN 

Manrnat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah : 

l. Untuk darda perhenkan : 

a. Ager dapat melaksanakan keWI\iihan sebagal. pengemhan duty of 

fiduciary dari masyerakat 

b. Ager dapat memherikan rasa aman hegi masyarakat. 

2. UntukDBSabah: 

a. Agar dapat memberikan kepastian dan l<eamanan akan data 

pribadi dan keuangannya. 

b. Untuk mengetahui hekaya sebagal konsumen yang dilindungl. 

3. Untuk dunia usaba Iainnya: 
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a. Agar dalam menjalankan usabanya selalu , menjalanl<an prinsip 

persaingan sehat ' <: ., " 

b, Agar dalam menjalanl<an usahanya tidal< melakukan hal yang 

merugikan kepentingan konsumen. 

1.5 METODE PENELITIAN, 

1,!\.1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang digumikan adalabyurid/S normative'0 , 

dimana akan diteliti terhadap penerapan azas-IIZ3S hukum, sistematika 

hukum yang telab ada, , sinkroni..Si , hukum, sejarab hukum 

. perlindungan date nasahah di Indonesia dan juga perbandingan hukum 

perlindungan date nasahah antam Indonesia dengan Negara lainnya. 

1.5.2. Jenis dan somber data ' 

" .. Data: penelitian, meliputi bahan hukum · primer. bahan hulwm 

,. aekuntkr. dan·hahan hukum teraier. 

Bahan hukom primer, yakni haban hukom yang mengikat ke 

dalam, meliputi, seperti salah satanya yaitu Undang-Undang No. 10 

Tabun 1998 tentang Perubaban atas Undang-Undung No.'7 Tabun 

1992 tentang Perbanl<an. Bahan hukum primer tersebut digunakan 

untuk mengetalrui norma-norma hukum yang ada. . 

Sedongkan untuk baban hukum sekander, peneliti menggunakan 

dokumen, pendapet pakar serta artikel yang digunakan untuk 

memperjelas knnsep-konsep hukum yang tertlapal pada haban hukum 

primer secara mendalam. 

Sedangkan untuk baban hukum tersier, akan digunakan kamus, 

ensildopedi dan sejenisnya untuk memperjelas haban hukum primer 

10 Soorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Huhmt, (Jakarta : Penerbit Universibis Indonesia UI· 
Press, 2007), hhn 51. 
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dan sekunder.11 

1.5.3. CaJ:a MemperolehiMeugumpulkan BaiJJm Hokum 

Data yang ada diperoleh penulis dengan cara library research, 

yaitu · metode . pengumpulan dma dengan melakukan penelidan 

rerhadap sejumlah litetB1:Ute di perpustakaan. 

1.5.4. Aualisis Data 

Mengingat pendekatan penelitian. ini menggunakan pendekatan 

penelidanyuridis normative, dma yang berupa ketentuan yang diambil 

dari peiaturan penmdang-undangan yang terkait akan dianalisis secara 

analisis ·lsi .(content analysis) dengan cara melakukan berbagai 

penafsiran huk:um terhadap substansi atau isi melalui dmatertulis12
• 

1.6 KERANGKA TEORITIS 

Pada penelitian ini, penu1is menggunakan teori yang,dikemukakan 

oleh Hakim Thomas Cooley pede tahun. 1880 tentang Privacy, yaitu 

Privacy sebagai· the rightto be let alone". Privacy ini meliputi hanyak 

bidang,; namun dalam .. thesis ini Privacy yang dimaksud hanya terbatas 

pede Financl(ll Privacy. . . · 

Teori Privacy ini kemudian dikembangkaa. oleh Francis Hutcheson 

dan Sony ~ Francis Hutcheson menyatakan14 "manusia mempunyai 

hak tidak •hanya uutuk memperoleh untuk memperoleh dan memiliki 

bararig tertentu derai kelangsungan hidupnyil, melainkan juga demi 

kelangsungan hidup orang-orang yang dicintainya ·a!au sesamanya, yang 

beratti hak milik pribadi betlaku hanya apabila kepentingan umum tidak 

meuuntut yang.sebaJiknya". 

II ibid., hlm. 52. 
"Ibid., hlm. 2L 
u Yunus Husein, op.cit, blm 29. 
14 Ibid., him 30. 
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Pendapat ini didukung pula oleh Sony Keraf yang menyatakan 

bahwa", "hale milik pribadi san gat diperlukan untuk menunjang bidup 

seseorang, namun tidak boleh·sampai merongrong·kelangsungan hidup 

masyarakat secara keseluruhtin." · 

Kegiatan uSaha Bank pad~ dasarnya adalah menjalankan kegiatan 

usaha herdasarkan' kepereayaan lllliSyarakat yang menyimpan dananya di 

bank atau menggaankan jasa bank lainnya, dimana untuk mendapatkan 

kepercayaan mayarakat ini didakung oleh adahya rahasia bank dan 

. mempakan landasan.utama habungan antara bank dan nasabah16• 

·• Kewajihan bank untuk menjaga rahasia nasallahaya ini 

. , . · ··' •. menhabulkan ·Financial Privacy Right bagi nasa bah, yaitu sebagai hak 

dan nasabah untuk meminta bank . untuk merahasiakan keterangan 

mengenai dirinya dan keadaan keuangannya. • Financial Privacy Right 

nasabah ini wajib untuk diharmati dan dijalankan oleh Bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan kepentingan unfuin:. Oleh karena itu pen ling 

sekali bagi dunia perhankan sebagai pengemhan duty of fiduciary untuk 

mengbargai dan menjaga Financial Privacy Right dari nasallah. 

Selain itu Bank sendiri sebagai suatu.badan hukumjuga memiliki 

bak-hak seperti layaknya hak·hak yang dimilild oleb natural person, hal 

ini sesuai dengan tenri kenyataan yUridis yang dikemnkakan (Juridische 

rea/iteitsleer) yang dikemnkakan oleh'E.M Meijers dan Paul Sahalten17
• 

Tenri; ini menyatakan. bahwa hendaknya dipersamakan badan hukum 

• dengan·manusia.itu terbataa.sarupai .pada bidang bulwm·saja. Sehingga 

.hak·dan·kewajihan bulwm yang dimililri oleh manusiajuga dimilild oleh 

badan Jrukurri Sebingga penulis bependapat bahwa Hank juga dapat 

.. memilild Financial Privacy Right sebagaimana baJ.tersebut dimiliki oleh 

.. manusia sebagai natural persrm. Dalam hal :ini bank juga· memilild bak 

agar segala infoflllliSi yang berbubungan deugan kondisi keuangan bank, 

IS }f:tid, 
16 /bid., hlm 35. 
"Chldlr AI~ ·~eori Badan Hukwn", (Bandung, :PT Al....U, 2005), him. 35, dalam Erman 

Rajagukguk. Hukum Perusahaan dan Kepallilan l, {Jakarta :Universitas Indonesia .Fakultas 
Hukum Pasca Sari""" 2009), blm. 9. 
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Perulapat. ini didukung pula oleh Sony Keraf yang menyatakan 

bahwa15
, "hak milik pribadi sangat diperlukan untuk menunjang hidup 

seseorang, namun-.tidak holeh samplii merongrong kelangsungan hidup 

' masyarakat secara keselurnhan," .. 

Kegiatan Usaha Bank pada dasamya adalah menjalankan kegiatan 

Usaha berdasarkan·kepercayaan lll8Syarakat yang menyimpan dananya di 

bank atau menggunakan jasa bank lainnya; dimana ,untuk mendapatkan 

kepereayaan mayarakat" ini didnknng oleb adanya rahasia bank dan 

merupakan land!ISan utama hubungan an tara bank dan nasahah16
• 

Kewajiban bank untuk menjaga rahaSia . nasahabnya ini 

· menimbulkan. Financial Privacy ·Right bagi nasabah; yaitu sebagai hak 

· dari nasahah . untuk' meminta . bank . untuk merahaSiakan keterangan 

· · · mengenlii · dirinya dan keadaan · kenangannya. Financial Privacy Right 

nasabah ini wajib .untuk dibormati .dan dijalankan oleh Bank sepanjang 

tidak bertentangan dengan kepentingan umuni. Oleh karena itu penting 

· sekali bagi dunia perbankan sebagai pengemban duty .<if fiduciary nntuk 

· .·· mengbargai dan menjaga Financial Privacy Right dari nasabah 

Selain itu Bank sendiri sebagai suatu badan hukum juga memiliki 

hak-hak seperti layaknya bak-hak yang dimiliki oleb natural person, hal 

· lni sesulii dengan reori kenyataan yuridis yang dikemukakan (Juridische 

'rea/iteitsleer) yang. dikemukakan oleb E.M Meijers dan Paul Seholten". 

Teori ini menyatakan bahwa bendaknya dipersarnakan badan hukum 

dengan manusia itu terhatas sampai pada bidang hukum saja. Sebingga 

bak dan kewajiban hukum yang dimilild olah manusia juga dimiliki oleh 

badan halrum. Sehingga penulis bependapat bahwa .Bank juga dapat 

memiliki Financial Privacy ·Right sebagaimana hal tersebut·dimiliki oleh 

manusia sebagai natural person. Dalam hal ini bank juga memiliki hak 

agar segala infoimasi yang bethubungan .dengan kondisi keuangan bank, 

IS JbitJ. 
' 16 Ibid., him 35. 

" Chldir Ali, "Teori Badan Hnlrum", (Bandung. :PT Alumni, 2005), him. 35, dalam Emllln 
Rajsgukguk, Hubtm Perusahaan dan Kepaililan I. (Jakarta :Universitas "Indonesia Fakultas 
Hukum Pas<:a Sarj- 2009), him. 9. 
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berhubungan dengan keterangan mengenaLruisabah peny:impan dan 

simpeniumya. . . ' . . i ,, ' '. ~ 

Kewajiban . bank untuk metahasiakan.data .nasabahnya terkait 

dengan kewajiban bank sebagai pengembanfiducimy duly, yalru22 : 

"A.•duty •of utmost good foith, ll'USt, ·confidence ond candor owed by 

fiduciary (such as a a lawyer or corporate' of}lcer)' to' the beneficiary 

(such as a lawyer.'sc/ient or a shatelwlikr); a duty to act with the highest 

·' degree of honesty. ond ,/ciyalty toward another person ond in the best 

interests of the ·other persqn. (such as. the duly•that one partner owes to 

·anather). ". ··:.·,;£' ., , . ·'-~·~ _ 

, , , • · Sedangkanmengenai rabasia dagang, penulis beranggapan bahwa 

tetdai>at · beberaj!a, pe!Samllan mengenai konsep .. rabasia dagang dan 

· :commercial· secrets' seperti yang akan .dijabarkan· ·peds: pemaparan 

.. • . dibawab.ini; SelaitLpe!liBrlllWl yang .. ada dalam·pembabasan lebih laojut 

· · ., · · penulis juga akan membahas perbedaan yang !Ida diantara keduanya. 

1. Rabasia daganr adala!l infuinl11.'3i.yang tidak diketahui oleb umum di 

,., · .bidang tekanlogi. dan/atan bisllls, mempunyai· nilai ekooomi karena 

berguna : dalam kegiatan usal1a, dan dijaga ketahasiaannya oleh 

Pemillk Rabasia Dagang. 

2. Commercial secrets" are . identifiable items ··or compilations of 

itiformation relation to a b!isihess, which rely for their value on being 

not generally known ond which give that business a competitive edge 

over its rivals. 

• · • Mengingiill dallun sudut pandaog bukum· perlindungan knnsumen, 

' ruisabah bank diaoggap sebagal knnsumen yang berbak mendapelkan 

, ·· · perlindungan bnknm dan •bank sebagai pelaku u.saha wajib untuk 

, melindungi nasahah bank, .. make penulis · juga akan memberikan 

pengertian mengenal konSurilen dan pelalru · u.saha serta pengertian 

mengenai jasa karena bank memberikan pelayaoao dibidang jasa 

22 Bryan A Gamer, ed., mack's LIJw Dictionary, (SL Paul : West, 2004), blm. 545. . . · 
.
23 Indonesia, UnJang-UnikmgRaiwslaD<1gang.liUNo. 30lllhun2000, Ps lbUtir.(l). 
:u John Hull, op. cit .• him I. 
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keuangan kepada nasabahnya. 

Konsumen adalah25 setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyaraka~ baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, onmg lain, manpun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. 

Pelaku usaha adalah26 seliap orang perseorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikeu dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbegal 

bidang ekonomi. 

Jasa adalah27 setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

prestasi yang disediakan begi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 

konswnen. 

1.8 SlSTEMATIKA LAPORAN 

Dalam penyusunan tbesis ini penulis membagi dalam lima bab, 

dimana Bab I barisi tentang pendahuluan yaitu mengenai latar belakang 

masalah, pernmusan masalah, tujuan dan manfilat penulisan, serta metode 

penelitian 

Bab II danganjudul Prinaip Rahasia Bank Ditinjau Dari Ketentuan 

Rahasia Dagang Dan Perlindungan Konsumen. Bab ini berisi mengenai 

tinjauan terbadap prinaip rahasia bank, tinjauan terbadap prinsip rahasia 

dagang dan tinjauan terhadap prinsip perlindungan konsumen. 

Bab lii dengan judul Pelanggaran Rahasia Bank Mengakibatkan 

Pelanggaran Terbadap Rahasia Dagang Bank. Bab ini berisi pembahasan 

terbadap perlindungan hukum atas data nasabah ditinjau dari ketentuan 

hukum rahasia dagang. Pada beb ini akan dibahas apakah pelanggaran 

25 Indonesia, Undang-UndangPerlindunganKonsumen, UUNo. 3tahun 1999, Ps. 1 butir(2). 
:lll Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 1 butir (3). 
11 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tal:mn 1999, Ps. l butir {5). 
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terhadap data nasabah juga tennasuk pelanggaran terhadap ketentuan 

rnbasia dagang terbadap bauk atau tidak. 

Bab IV dengan judul Kepentingan Nasabab Baak Sebagai 

Konsumen Bank Yang Dilanggar Dengan Terjadinya Pelanggaran 

Terbadep Rahasia Dagang Baak. Bab ini berisi pembabasan terbadap 

pelanggaran terbedap rahasia dagang dari Baak mengakibatkan 

kepentingan konsumen dilanggar dan juga dibabas mengenai pertanggung 

jawaban Baak sebagai pengemban Duty of Fiduciary terhadap 

penggunaan data nasabah seca:ra. illegal. 

Bab V berisi kesimpulan berdasarkan uraian dan data penelitian 

yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta 

saran-saran yang bermanfaat dan dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak­

pihak yang berkepentingan. 
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DAB II 

,, 

PRINSIP RAHASIA BANK DITINJAU DARI KETENTUAN RAHASIA 

DAGANG DAN PERLINDlJNGAN KONSUMEN 

2.1 PRINSIP DALAM RAHASIA BANK• 

2.1.1 Hubun'gan antano Bank denga.n Nasabah · 

· Dalam babungan hukum· antara •bank dengan nasabah, terdapat beberapa 

macam jenis nasabah,. yaitu : · 
., . ' 

1, Nasabah adalab"'. pihak yang menggunakan jasa bank. 

2. Nasabah . Penyjmpan adalab29 nasabab yang ·menempatkan denanya di 

bank dalam bentuk simpanan berdasarl<an peljanjian .bank· dengan 

nasabab yang bersangkutan. 

· 3. Nesabah Debitur adalab"' nasabab yang memperoleh msilill!S Jaedit atau 

pernbiayaan berdasarkan Prinsip Syariab atau yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan peljanjian bank dengan nasabab yang bersangkutan. 

· 4. Nasabah adalab pibak yang mengijunakan jasa bank. temiasuk pibak yang 

. tidak memiliki nlkening nanrun· memanfaatkan jasa Bank unmt 

melakukan transaksi keuangan.(wa/k-ln customer)''. 

5. Costumer of the bank 1i"11 person who hos a more permarumt link with a 

bank, like having an accoll1ll with the bank or having an agreement with 

.the bank to open an acco111!1. ,.,, 

18 Indonesia. Undang-Undang Perbanl«m, UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 
denganUUNo.IOlllhun1998,Ps.l but!r(l6). · 

:w Iridooesta.··Undang-Undang Perbanhm; UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubab 
dengi!Il UU No. 10 lllhun 1998, Psi 1 blitlr (17): 

" lndonesill, Und<mg-Undmrg Perbankml. UU No. 7 lllhun !992 sebagaimana telah dlubah 
denganUUNo. !Oiahunl998, Ps.l blit!r(l8). · 

31 Indonesia, Peraturan 1Jank Indonesia tentang TrlllUparansi lnformasi Produk Bonk dan 
Penggunaon Data Pribadi Nasabah. PBl No. 716/PBI/2005, Ps. I but!r (3~ 
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Rahasia bank sendiri memiliki definisi yaitu" segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keternngan mangeruil nasabah penyimpan dan simpanannya. 

Nasabah memiliki hubungan bukum yang signifikan untuk bank, yaitu34 
: 

1. Menimbulkan : hubungan hukum an tara bank· dengan nasabahnya yang 

menimbulkan hak dan ke'wajiban bagi bank. · 

Sebagian dari kewajlban ini termasuk kewajlban dari bank untuk menjaga 

kemhasiaan dari nasabah dan kewajiban untuk melakukan instruksi dari 

nasabah alas rekening atau. transaksikeuangannya dangan bad•hati. 

2. Jika nasabah Ielah mendapatkan hak-baknya sesuai dengan Hukum 

Perlin dun gao Konsumen, .tnakn bank tidak perlu lagi .. mendapatknn 

perlindungan seperti yang dibarikan oleb Undaog-Undaog. 

Dalam bubaogan yang· timbul antara bank dangan nasabah, dapat 

dikelompokknn ke berhagai ma<:am jenis hubaogan, sa1ah satunya adahah 

Hubangan Kontraktual yang tercipta antara Bank . dengan nasabah. Begitu 

seorang nasabah.rnenjalin kontraktual dengan bank, malai:perikatan yang timbul 

lidalah perikatan yang timbul lidalah perikatan alas dasar konttuk (pezjanjian).35 

Akibat yang timbul dari perikntan adalah suatu hubungan bukum yang artinya 

hubungan yang diatur dan diakili oleh bukum. HubWJgall hukom ini perlu 

dibedakan dengan hubungan-hubaogan yang tezjadi dalarn pergaulan hidup 

berdasar kesopanan, kepatuban, dan kesusilaan.36 

Perikatan yang bersumber dati kontrak lidalah perikatan yang sumbemya 

. adalah pezjanjian atau konttuk. Kekuatan hukum perikatan yang bersumber dari 

kontrak soma dengan perikatan yang bersumber dari undang-undaog. Dasar 

.. buknmnya lidalah Pasar 1338 (I) KUH Perdata yang m<myatakan bahwa suatu 

kontrak yang dibuat secara sah berlako sehagai undaog-undaog bagi merekn 

yang membualnya Ketentuao hukum mengenai hulmngao kontraktual antara 

n Poh Cbu Chai, op cit,, blm 26, 
33 Indonesia. Undang-Undang Perbanlum, UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 
~ UU No. 10 lahun 19911, Ps. I built (21!) •. 

" Pob Chu Cba~ op dJ., him 2~ . . 
35 Marulak Pardede, Likuidasi Bank Mn l'el'lindungll1f Nasabah. (Jakarta : Pustaka Sinar 

IUirapan. 1998), !ilin.l7 . . 
36 Setiawan. Pofrok--Polwlc.Hukum Perikalon1 (Bandung: Putra .Abardin. ·1999)j hlnl2 
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bank dengan para nasabah, merupakan suatu kontrak campuran, yang 

menampskkan ciri-ciri peJjanjian pemberian kuasa (/astgeving) sebagaimana 

diatur oleh Pasal 1792, dan juga dalam bentuk peJjanjian penitipan barang Pasal 

1694. Untuk sebagian terbesar muncul sebagai perjanjian pinjam~meminjam yang 

diatur oleh Pasal 1754 dan seterusnya dari KUHPerdata 

Walaupun telah dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpan dana 

dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur­

debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan seperti 

ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Karena itu, sebenamya ada 3 

(tiga) tingkatan dari pemberlakukan hubungan kontraktual pada hubungan atara 

nasabah penyimpan dana dan pihak bank, yaitu sebagai berikut:37 

a. Sebagai hubungan debitur (bank) dan Kreditur (nasabah) 

b. Sebagai hubungan kontraktuallainnya yang lebih luas dari hanya sekedar 

hubungan debitur-kreditur. 

c. Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat. 

Karena pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dan 

bank adalah hubungan kontraktual tersebut (bubungan kreditur-debitur), tidak 

menghetankan jika dalarn praktek, seringkali pihak nasabah, terutama nasabah 

penyimpan dana tidak mendapat perlindungan yang sewajamya oleh sektor 

hukum. 

PeJjanjian yang teJjadi diantara nasabah dan pihak bank menimbulkan 

perikatan. Dari perikatan ini timbullah suatu akibat yaitu berupa kewajiban pada 

salah satu atau lebih dalam peJjanjian. 

l.l.l Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Bank terkait dengan Rahasia 

Bank. 

Hubungan bank dan nasabah adalah hubungan yang lahir karena adanya 

peJjanjian. Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban dari bank dan nasabah 

37 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
1999), him. 10 I. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



adaJah sebagai berikut:38 

I, Kewajiban Bank 
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a Menjamin kemhasiWlll, identims bank beserta dengan dana yang 

disimpan pada bank kecuali kalau peraturnn perundang-undangan 

menentukan lain. 

b. Menyerabkan dana kepada nasabeb sesuai dengan peljanjian yang 

telab disepakati 

e. membayar bunga simpanan sesuai dengan peljanjian 

d. mengganti kedudukan debitur dalam bel nasabab tidak !IllllDpu 

melaksanakan kewajiban kepada pibak ketiga 

e. melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan 

fasilims Letter of Credit (UC), sepanjang persyaratan untuk itu telah 

dipenuhi. 

f. memberikan laporan kepada nasabeb terhadap perkembangan 

simpanan dananya di bank 

g. mengembalikan agunan dalarn hal kredit telab lunas. 

2. HakBank 

a. mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada 

nasabab 

b. menolak pernhayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telab 

disepakati bersarna 

c. melelang agunan dalam bel nasabab tidak mampu melunasi kredit 

yang diberikannya sesuai dengan akad kredit yang telab 

ditandatangani oleh kedua belab pibak 

d. pemutusan rekening nasional (klausul ini hanya cukup ditemui dalanr 

praktek) 

e. mendapatkan buku cek, Bilyet Giro, Buku Tabm1gan, Credit Card, 

dalarn hal penutupan rekening. 

3. Kewajihan Nasabsh 

33 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, ( Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 63. 
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a. mengisi dan menandatanagani formulir yang telah disediakan oleh 

hank sesuai dengan layanan jasa yang diingin kan oleh cal on nasahah 

b. melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak hank 

e. meoyetor dana awal yang ditentukan oleh hank. Dalam hal ini dana 

awal tersebut eukup bervariasi tCTgantong dari jenis layanan jasa yang 

diinginkan 

d. mCTnbayar provisi yang ditentukan oleh hank 

e. menyerahkan buku cek atau giro bilyet tabungaa. 

4. Hak Nasabah 

a. mendapatkan layanan jasa yang dibarikan oleh hank seperti fasilitas 

b. mendapa!kan laporan atas !rarulaksi yang dilalrukan melalui hank 

c. menuntut bank <laJam hal f.eljadi pCTnbocomn rshasia nasahah 

d. mendapatkan sisa uang pelelangaa dalam hal agunan dijuai un!uk 

melunasi kredit yang tidak terbayar. 

Dengan memperbatikan hak dan kewajiban hank dan nasabah, secara 

singkat hubungan bank dan nasahah dapat digambarkan sebagai barikut:39 

a. Dengan disetorkan uang nasabah kepada bank, maka berakbirlah 

pemilikan uang tersebut sebagai uang nasabah, uang tersebut menjadi 

bemlib kepemilikannya kepada pihak bank 

b. Bank diwajibkan untuk membayarkan kembali uang tersebut dalam 

jumlab yang sama apabila diminta oleh nasabah, baik untuk jumlah 

yang pokok saja atau ditambah dengaa bunga sebagaimana dite(apkan 

oleh bank tersebut 

c. Bank berhak untuk mecggunakan uang tersebut untuk keper!uan 

apapun 

d. Bank bukauiah kuasa dari nasabah te(api debitur dari nasabah. Bahwa 

kedudukan antara bank dan nasabah adalah sejajar. 

Mengenai kapan dapat dikatukan hubungaa antara nasabab deogan hank 

ini timbul, terdapat berbagai macarn peudapat. Hal ini dapat dilibat dari berbagai 

:w Roni Sanma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasahah Terhadap Produk Tabungan dan 
Deposit,( Bandung; PT. Citta Adilya Bakti, 1995).hlm.35. 
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putusan Pengadillln mengenai hal tersebut, yaitu : 

• Majelis hakim dalam kasus Woods v. Martin Bank Ltd. berpendapat40 bahwa 

hubungan antara bank dengan nasabah tidak timbul pada saat bank setuju 

untuk membukakan rekening untuk nasabahnya, tetapi timbul hanya pada 

saat bank Ielah membukakan rekening untuk nasabahnya. Hal ini 

membnktikan bahwa pada saat suatu rekening dibukakan untuk seorang 

nasabah, persetujuan dari bank tursehut untuk membukakan rekening 

tersebut telah membuktikan bahwa orang tersebut merupakan nasabah dari 

bank. 

• Dalam kasus Bank tif America National Trust and Saving Association v. 

Heman Iskander & Anor., diputuskan bahwa41
, inter alia, bubungan antara 

bank dengan nasabah yang membuka deposito pada bank tidak berakhlr pada 

saat jatuh tempo depositonya tetapi berakhlr pada saat bank telah 

membayarkan deposito tersebut kepada nasabah. 

Bank memiliki kewajiban kepada nasabahnya42 untuk membuat segala 

iofonnasi mengenal nasabebnya menjadi sesuatu hal yang bersifat rahasia. Duty 

of confidentiality lahir dari hubungan antara nasabah dengan bank dan diterapkan 

dengan adanya hukum yang mengatumya. Di Inggris, duty of confidentiality 

hanya merupskan pengaman yang dimiliki oleh nasabah alas bank tempatnya 

menyimpan dana untuk memastikan segala ioformasi yang terl<ait dengan 

rekeningnya pada bank tetap dirahasiskan. Nasabah dapat menuntut benk 

terhadap pelanggaran duty of confidentiality dengan alasan pelanggaran kontmk 

antara bank dengan nasabah. Naaabah dapat memaksa bank untuk melaksanakan 

bank untuk melaksanakan duty of confidentiality dengan menggugat bank ataa 

pelllngganmnya terbedap kontrak. Di Singapura, suatu bank yang melanggar duty 

of confidentiality tldak banya akan berbadapan dengan gugatan perdata dari 

nasabahnya, tetapi juga dapat dikenakan tuntutan pidana 

Terdapat lima alaaan yang mendesari kewajiban bank untuk merahasiakan 

4<} Poh Chu Chai, op cil,, h.Jm. 31. 
41 [bid.. him. 59. 
41 Ibid., blm. 557. 
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segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu43 
: 

• Personal privacy 

• Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah 

• Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

• Kebiasaan atau ke]aziman dalam dunia perbankan 
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• Karakterisrik kegiatan usaba bank sebagai suatu lembaga kepercayaan yang 

harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di 

bank44
• 

Court of Appeal lnggris dalam perkara Tournier v National Provicial and 

Union Bank of England [1924} lKB 461 yang kemudian menjadi precedent 

daiam ketentuan rabasia bank memutuskan bahwa dimungkinkan terdapat 

pengecualian bagi Bank untuk membuka rahasia bank tersebut, ditegaskan bahwa 

persetujuan nasahah merupakan saiah satu bentuk pengecualian bagi berlakunya 

ketentuan rabasia bank. Majelis hakim memutuskan bahwa hak dari nasahah 

untuk dijaga kerahasiaan data-datanya oleh bank menimbulkan hak yang 

dilindungi oleh hukum. 

Mengenai duty of confidentiality dari bank majelis hakim dalam kasus 

Tournier tersebut berpendapat bahwa: 

" This duty of confidentiality did not constitute an absolute duty but was a 

qualified duty. The duty of conjidentiality45 was not confined to the information 

solely from a costumer's account but could extend to information derived .from 

sources other than the costumer's own account. A banker's duty46 to keep 

information about a costumer's account confidential continued even after the 

banker and costumer relationship had been terminated " 

Kewajiban bank untuk merahasiakan data nasabahnya terkait dengan 

kewajiban bank sebagai pengembanjiduciary duty, yaitu47
: 

"A duty of utmost good faith, trust, confidence and candor owed by fiduciary 

43 Yunus Husein, op cit., him. 117. 
44 Yunus Husein, op cit., him. 117 dikutip dari Heru Soepraptomo. 
45 Ibid, him. 560. 
46 /bid, him. 561. 
47 Bl}'an A Gamer, ed., op cit., hlm. 545. 
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(such as a a lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such as a lawyer's 

client or a shareholder); a duty to act with the highest degree of honesty and 

loyalty toward another person and in the best interests of the other person (such 

as the duty that one partner owes to another). " 

Kewajiban bank untuk merabllsiakan yang disebut dengan duty of 

confidence terdiri dari48 
: 

• Kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasababnya kepada 

pihak ketiga. 

• Kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yung diperoleh dari 

nasababnya untuk kepentingannya. 

Menurut putusan perkara Toumler tersebut, kewajiban rabasia bank 

dikecualikan dalam hal-hal sebagai berikut49
: 

• Apabila pengungkapannya disetujui oleh nasabah, baik berdasarkan 

persetujuan yang dinyatakan secara tegas maupun secara diam-<liam (express 

or Implied consent). 

Semang nasabah dapat mengungkapkan keinginannya secara ekaplisit 

maupun implicit persetujuannya kepada bank untuk membeka segala 

informasi yung terkait dengan simpannnya. 

• Apabila untuk kepentingan bank, pengungkapan tersebut perlu dilnkukan. 

• Apabila pengungkapannya dikebendaki oleh Undang-Undang. 

• Apabile pengungkapannya dilekakan oleh bank di dalam rangka 

menjalankan kewajibannya kepada masyarakal. 

Poh Chn Cbai menjelaskan mengenai pengungkapnn rabasia bank 

berdasarkan kewajibannya kepada masyarnkat menimbulkan berbagai akibat 

hulonn kepada bank, yaitu'0 : 

o Bank is under no obligation to contest the order 

When a bank is served with a lawful order to disclose i'!formalion about 

costumer's account. the bank is obliged by law to comply with the order. 

o Duty to notifY a customer of the order 

48 Yunus Husein, ap cit., hlm. 37. 
49 Sutan Remy Sjahdeini, op cit., him. 21 
50 Poh Cbu Chai. op cit., hlm. 567 
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In Maurice Robertsson v. Canadian Imperial Bank of Commerce, it was 

contended that a bank£r who had ben served with a subpoena to produce 

information about a costumer's account was under a duty to inform the 

costumer of the proceedings before Ire was entitled to mafre the 

disclosure. 

Dari putusan dalam perkara Toarnier tersebut timbul pedoman mengenai 

ketentuan rahasia bunk, yaitu51 
: 

• The duty of secrecy tidalc terputus ketika bubungan antru:a bunk dengan 

nasabub berakhir (ketika nasabub menutup rekening). Bank tetap 

berkewajiban untuk menjaga rahasia bank dan hanya diperbulebkan untuk 

dibuka apabila memenubi salah satu knalifikasi dalam putusan Tournier. 

• Secrecy tidalc hanya terbatas pada data yang ada dalam rekening nasabah, 

tetapi juga me lip uti informasi yang berasal dari sumber-sumber lahmya yang 

dimili.ki oleh bank sebaga.i konsekuensi dari posisinya sebagai bank nasabah 

yang bersangkutan. 

Menwut Munir Fuady 52, ada dua teori tentang kekuatan berlakunya as as 

rahasia bank, yaitu : 

• Teori Mutlak, da.iam teori ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak 

dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun. 

• Taori Relatif, menurut teori ini rahasia bunk tetap diikuti tetapi dalam hal-hal 

kbusus yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank 

tersebut dapat diterobus. 

2.2 PRINSIP DALAM RAHASIA DAGANG 

2.2.1 Pengerliau Rahasia Dagang 

Rehasia dagang53 adalah informasi yang tidalc diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, mernpunya.i nilai ekonorai karena herguna 

"' Y unus Husein. op cit., hlm. 138. 
nMunir Fuady. op cit., hlm. 97. 
53 Indonesia. Undang-Undang R.ohasia Dogong. UU No. 30 tahun 2000, Ps. l butir (I). 
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dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerehasiannya oleh Pemilik Rabasia Dagang. 

Stephen Elias dan Richard Stim memherikan definisi Rahasla Dagang 

sebagai herikut54 
: 

«A trade secret may consist of any formula, pattern physical device, idea~ 

process, compilation ofiriformation or other information that both: 

• Provides the owner of the information with a competitive advantage in the. 

market place, and 

• Is treated in a way that can reasonably be expected to prevent the public 

or competitors from learning about it, absent improper acquisition or 

theft. 

When deciding whether information qualifies as a trade secret under this 

diftnition, caurts will typically conshkr the fo/lowingfactors : 

• The extent to which the information Is mown autside of the particular 

business entity 

• The extent to which the information is known by employees and others 

involved in the business 

• The extent to which measures have been taken to guard the secrecy of the 

information 

• The value of the friformation to the business, and 

• The difficulty with which the iriformation could be properly acquired or 

independently duplicated by others. 

There is no crisp definition of what constitutes a trade secret. A trade secret 

is created and defined solely by reference to how certain information is 

handled, and to the value inherent in keeping it secret. Even if an item or 

piece of information otherwise qualifies as a trade secret, its moment to 

moment status will depend on how it is treated by its owner." 

Pada TRIPS Agreement Pasal 39 diatur mengenai RBhasia Dagang, 

namun Rabasia Dagang pada TRIPS Agreement disebut sebago/ Undic/osed 

Jtiformalion dengan kriteria sebageimana diatur pada Pasal 39 ayat 2 TRIPS 

.14 1man Sjahpuua Tunggal dan Heri Herjandono. Aspek-Aspek Httkmn Rahasia Dagang, (Jakarta 
:Harvarindo, 2005). blrn. 5. 
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Agreement, yang mengatak:an : 

Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information 

lawfolly within their control from being disclosed to, acquired by, or used by 

others without their consent in a manner contrary to honest commercial 

practices, so long as such in/ormatio1i5 
: 

a) Is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise 

configuration and assembly of its components, generally !mown among or 

readily accessible to persons within the circles that normally deal with I he 

kind of information in question ; 

b) Has commercial value because it is secret : 

c) Has been subject to reaso®ble steps under the circumstances, by the 

person lawfUlly in control of the information to heep it secret. 

Privasi adalah" hak seseorang alau suatu badan usaha untuk menjalani 

kehidupan pribadinya alau menjalani usahanya tanpa diganggu oleh orang lain. 

Hak Milik adalah51 peranan seseorang atau suatu pihak untuk memilikl 

sesuatu dan bertindak alas sesuatu yang menjadi miliknya itu, dimaaa obyek hak 

milik adalah benda atau yaug dipersamakan dengan benda58
• 

Rahasia jabatan (professional secrecy) dalam kaitannya dengan rahasia 

bank adalah59 raltasia yang barns dijaga oleh pejabatlpegawai dari otoritas 

perbankan untuk tidak membeberkan inforrnasi yang diperoleh karena 

jahatannya. Di Indonesia rahasia jabatan dipegang teguh oleh Gubemur, Deputi 

Gubemur Senior, Deputi Gubemur dan pegawai Bank Indonesia sebagai mana 

diaturdahan Pasal71 ayat I Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. 

Selain itu rahasia jabatan juga diatur dalam Pasal 322 dan 323 KUH 

Pidana yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 322"' : 

Js Agreement Establishing: The World Trade Organization Annex l C Agreement on Tmde 
Related Aspec!S oflntellectual Property Rights. Article 39 (2). 

» Yunus Huscin. op ciJ., hlm. 48. 
:s1 Ibid. 
;s Ibid., dikutip dati Pumadi Purbacarnka dan A. Ridwan Halim. 
59 ibid, b!m. 126. 
6tl Kitab Undang~Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht1 diterjemahkan oleb 

Moe1jatno, (Jak.nrt.a: Pradnya Panmita. 1976), Ps. 322. 
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1) Bar.mgsiapa dengan sengsja membuka rahasia yang \Vlliib disimpannya 

karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekru:ang maupun yang 

dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan puluh 

bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan puluh ribu rupiah. 

2) Jika kejuhatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu 

banya dapat ditantut atas pengaduan orang itu. 

Pasal32361 
: 

I) Barangsiapa dengan sengaja memberitabukan hal-hal kbusus tentang 

suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekelja atau 

dahulu bekerja, yang barus diralmsiakannya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama Sembilan paluh bulan atau pidana denda paling 

banyak Sembilan puluh ribu rupiah. 

2) Kejahatan ini banya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu. 

Di European Union dalam Pasal 12 FirS/ Banking Directive mengatur 

mengenai rahasia jabatan yaitu62 
: 

"everyone employed. now or in the past, by the supervisory authorities was to 

subject to professional secrecy. Confidential itiformation received in the 

course of supervisory duties was no to be divulged to any person or authority 

except by virtue of provision laid down by law."' 

Di Liechtenstein da1am Pasal 14 Banking Law jugs diatur mengenai 

masaiab nlhasia jabatan, bahwa63 
: 

"in the event that civil servants acting in the execution of their duties gain 

knowledge of matters subject to bank secrecy, they are obliged to treat the 

same as an official secret." 

Commercial secrets64 are identifiable items ar compilations of 

information relation to a business, which rely for their value on being not 

generally known and which give that business a competitive edge over its rivals. 

lit Kitab Undang·Undang Hukum Pidcma [Welb<>ek van StraflrechiJ. diteljemahkan oleb 
Moeljatno, (Jalw1a; Pnulnya Parami.., 1976), Ps. 323. 

62 Yunus Husein, op cit,, him. 126. 
63 Yunus Husein, op cit., him 127. 
64 John HuU, op cit., him. 1 
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2.2.2 PerliDdungan Rahasia Dagang di Indonesia 

Sebeh= UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang diberialrukan, 

proteksi terbadap pemilik rahasia di Indonesia hanya mengacu pada ketentuan 

Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum dan ketentuan 

pidana Pasal 382bis KUHP lentang perbuatan yang bersifat tipu muslibat untuk 

mengelabui khalayak umum atau pribadi tertentu. 

Pasall365 KUH Perdata menyatakan65 
: 

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerngian tersebut." 

Pasal 382 bis KUH Pidana menyatakan66 : 

"Barang siapa mendapatkan, mempertahankan atau mengembangkan hasil 

perd&gangan a1au basil perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, 

melalrukan perbuatan curang untuk menyesatkan kbalayak umum atau orang 

tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingan sendiri 

atau saingan orang lain itu, dipid.ana. karena salahnya melakukan persaingan 

CUll!llg, dan pidana selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda 

setinggi-tingginya tidga balas ribu lima ratus rupiah." 

Salah satu kssus yang terkenal dan menjadi yurisprudensi alas 

pelangganm Rahasia Dagang yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum 

adalah kasus Lindenbaum vs. Cohen, dapat juga kita ldasifikastkan ke dalam 

perbuatan melawan hukum. Pada tahun 1919 dengan Putusan Hoge Raad dalam 

kasus Lindenbaum lawan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, yang terkenal 

dengan nama Standaard Arrest atau Drukkers Arrest (Putusan tentang 

Percetakan6), sebagai berikut. Samuel Cohen dan Max Lindenbaum masing-

6-5 Kitab Undong-Undang Hukum Perdota (liugerlijk Wetboek}, diterjemahkan oleh R. Subekti 
dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 1986), Ps. 1365. 

!AI: Kitab Undang-Undang Hukum Pidona (Wetboek von Strajtrech). diterjemahkan o!eh 
Moeljalno, (Jakarta: PT. Pnulnya Paramita, 1976). Ps. 382. 

61 H.A.Mukhsin Asyrof : Membedah Perbuaton Melawan Hukum dan Wanprmtasi. 
bttp:l/www.badilag.net/daWARTIKEIN i\RIA%20MEMBEl)AH%20PMH%20DANo/o20WA 
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masing pengusaha percetakan. Pada suatu k<:tika, Cohen membujuk salah seorang 

pegawsi Lindenbaum untuk membooorl:an daftar nama pelanggen Lindenbaum 

dan daftar barga-harga. dan menggunakan daftar tersebut untuk k<:majuan 

usahanya sendiri. Akibatnya usaha Lindenbaum mundur dan mengalami 

kerugian. Keeurangan ini akhimya diketahui Lindenbaum dan dia menuntut ganti 

rugi kepada Cohen atas dasar perbuatan melawan hukurn. Akan tetapi Cohen 

membantah gogatan itu atas dasar pendapat bahwa dia tidak melakukan 

perbuatan melawan hukurn karena undang-undang tidak melarangoya. 

Pengadilan tingkat pel1anla (Rechtbank) mentenangkan gogatan 

Lindenbaum, tetapi di tingkat banding dia dikalahl:an olah Pengadilan Tinggi 

(Gerechtshoj). Ditingkat kasasi kembali Lindenbaum dimenangkan oleh Hoge 

Raad dengan alasan bahwa pengadilan tinggi telah menafsirkan pengertian per­

buatan melawan hukurn dalam arti yang sempit, yakai hanya sekadar melawan 

undang-audang. Sedangkan menurut Hoge Road, pengertian perbuatan melawan 

hukurn (onrechl-matigedaad) hams diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat 

yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajihan hukurn si 

pembuat, atau kesusilaao, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terbadap diri 

atau benda orang lain". 

Berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan melawan 

hukurn (onrechr-matigednad), di atas, maka terdapat empat kriteria dari 

perbuatan melawan hukurn itu, yakui69 
: 

(a) Bertentangan dengan kewajiban hukurn si pelaku 

(b) Melanggar hak subjektif orang lain. 

(c) Melanggar kaidah kesusilaan 

(d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-batian. 70 

Kriteria pertama di atas menentukan bahwa perbuatan rnelawan hukurn 

itn adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Kewajiban 

hukurn yang dimaksud adalah kewajihan menurut Undang-Undang, balk 

NPRESTASI.pdf, diunduh 20 April2009, hlm. 13. 
"lblil, him 13. 
69 Setiawan, op cit., hlm. 24. 
70 H.A.Mukhsin Asyrof: op cit., him 14. 
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termasuk dalam huk:um public maupun huk:um privat. T etapi tidale semua 

perbuatan yang bcrrentangan dengan kewajihan si pelaku dapat dituntut ganti 

kerugian71
• Untuk dapet dituntut ganti kcrugian. disyaratkan: 

(a) kcpentingan penggugat bcnar-bcDM terkena/ terancam oleh pelanl!l!aran 

(PMH) tersebut. 

(b) kepentingan P"Dl!l!UI!llt memang ditindungi oleh kaidah/peraturan perundang­

undangan yang dilanggar itu (schutz-norm theorie).12 

(c) kepentingan tersebut masuk dalam lingkcp kepentingan yang dimaksud untuk 

dilndungi oleh ketentuan Pasall365 KlffiPdt. tersebut; 

(d) pelanl!l!aran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap 

penggugat dengan juga memperhatikan sikap dan kelakuan si penggugat itu 

sendiri; 

{e) tidak ada alasan pembe!lM maupun alasan pemaaf mennrut huk:um." 

Selanjutnya mengenai kriteria kedua yaitu hale subjektif orang lain,yang 

dimaksud adalah tidak seorsng pun boleh merusak hale orang lain tanpa suatu 

kesewenangan dan herdasar yurispmdensi mencakup: 

{a) hale-hale kcbcndaan serta hale-hale absolute lainnya seperti hale eigendnm {hale 

milik), erjpacht (bale guna usaha), hale oktroi (bale yang diberikan utas 

pennohonan kepada seseorang yang menemukan sesuatu/ hal yang baru), dan 

sebagainya. 

(b) hale-hale pribadi (bale intogritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan 

serta nama balk) 

(c) hale-hale kbusus, seperti hale penghunian yang dimiliki seorang penyewa. 

Meskipun demikian, tidale serta merta perbnatan yang melanggar hale 

orang lain menbobulkan gugatan, karena terdapat unsur utama yang harus 

dibuktikan yaltu adanya kesainhan dari orsng tersebut 

Kriteria keliga dari PMH adalah pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, 

yakni kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleb masyarakat sehagai kaidah 

buk:um tidak tertulis 

71 Ibid., him. 14. 
11 Ibid., hlm. 15. 
73 Ibid., hlm. 16, 
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Kriteria keempat juga diambil dari kaidah tidak tertulis, suatu perbuatan 

atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika 

bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap beti-beti yang seh=ya 

dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau 

terbedap barang milik orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas dan bunyi dari pasal 1365 KUH Perdata maka 

suatu tuntutan ganti rugi akibet perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), 

haruslab memenuhi unsur-unsur sebagai berilrut 74
: 

(I) adanya perbuatan melawan hukum 

(2) harus ada kerugian yang ditimbulkan 

(3) barus ada hubungan kansalitas (sebab akibat} antara perbuatan melawan 

hukum dan kerugian. 

(4} barus ada kesalaban. 

(5) Schutznorm. 

Seperti juga dalam tindakan pidana, meskipun terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum seseorang tidak dapat dituntut jika ada alasan yang 

membenarkan tindakannya (Rechtvaardigingsgronden). Alasan pembenar yang 

mengbilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu, yakni: 

(I) Keadaan memaksa (overmacht) (Pasall245 KUHPdt). 

(2) Pembelaan terpaksa (noodweer) 

(3) Melaksanakan undang- undang; 

(4) Perintahatasan.75 

Alasan-alasan tersebut adalab merupakan hal-hal yang menghilangkan 

sifat bersalab dari pelaku, sehlagga pelaku tidak dapel dapat dimintai 

pertanggungjawaban. Alasan pembenar di alas juga dapat mef\iadi alasan pemaaf 

(Schulduits/uitingsgronden).1• Se!ain itu tendapat juga hal-hal yang 

menghilangkan sifat bersalab dari pelaku, sabingga pelaku tidak dapat dapat 

dimintai pertanggung jawaban yaag dikenal sebagai juga dapat menjadi alasan 

74 Ibid, blm. 18. 
15 Ibid., htm. 18. 
16 Ibid, hlm. 19, 
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pemaaf (Schulduilsluitingsgronden)." 

Setelah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 

diberlakukan, pemilik Rahasia Dagang diberikan perlindungan secara perdata dan 

pidana. Secara Perdata pemilik Rahasia Dagang diberikan hak untuk78 
; 

a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya 

b. memberikan lisensi kepada atau melarang pibak lain untuk menggunakan 

Rahasia Dagang atau mengungkapken Rahasia Dagang itu kepada pibak 

ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. 

Apabila teljadi pelangganm rerbadap Rahasia Dagang yang dimilikinya, 

rnaka pemilik atau penerima Rahasia Dagang dapat mengl\iukan gugatau ganti 

rugi dan pengbentian semua perbuatan pelangganm Rahasia Dagang79
, dimana 

gugatan itu dapat diajukan ke Pengadilan Negeri"' atau melalui arbitrase81
• 

Selaln perlindungan secara perdata, pemilik Rahasia Dagang dilindungi 

dengan perlindungan secara pidana, dimana pelalru pelanggaran Rahasia Dagang 

dapat dipidana paling lama 2 (dua) tahun danlatau denda paling bauyak Rp. 

300.000.000,-82 • 

2.2.3 Ketentuan dan Yurispudensi Dalam Perlindungan Rahasia Dagang 

Dalam kasus mata-mata AG v. Guardian N~>Wspaper Ltd (No.2)., hakim 

Bingham L.J dalam pengadilan banding menyimpulkan83 
: 

" it is a well settled principle of law that where one party (the confidant) acquires 

confidential information from or during his service with, or by virtue of his 

relatiornhip with, another (the eonfider), in circumstances importing a duty of 

confidence, the confidant is not ordinarily at liberty to divulge that informaiion to 

a third party without the consent or against the wishes of the conftder ... the 

essence of the confidant's duty is to preserve the confidentiality of the confider's 

11 !hid, 
11 Indonesia, Undong~Umlang Rahasia Dogang. UU Nomor 30 tahun 2000, Ps. 4. 
n Indonesia, Undtmg-Urrdang Rahasia Dagang, UU Nomor 30 tahun 2000, Ps. 1laylrt l. 
$1,) Tndonesia. Undang-Undang Rahasia Dagang, UU Nomor 30 tahun 2000, Ps. i layat 2. 
81 Indooesia, Undang..Undang Rahasia Dagong. UU Nomor 30 tahun 2000, Ps.. i2. 
t2 Indonesia, Undang~Undang Rahosia Dagang. UU NQmor 30 tahun 2000, Ps. 17 ayat (. 
8:J John Hull, op cit., him. 34. 
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informaliordt is thus an essential ingredient of the duty, and of any cause of 

action arising on breach of threatened breach, that the Information should, when 

imparted, have been and should remain confidential .. " 

Kewajiban untuk tidak menggunakan atau membuka suatu infonnasi 

diluar kewenangannya. Kewajiban uutuk tidak mengguuakan atau 

mengungkapkan suatu informasi tanpa suatu kewenangun dapat juga dibebankan 

karena para pihak terhadap kerahasiaan ini adalab secara kontraktual saliog 

berhubuugan satu sama lainnya (seperti karyawan dengun majikannya), tetapi 

penyebab dari kejadian tidak tergantung pada syarat-syarat yang lertera pada 

kontrak tersebut84
• 

Know-How adalab tel11ll1Suk ke dalam salab satu bagian dari Hak Alas 

Kekayaan lntelektual. Know-How cenderung untuk menggamberkan segala 

informasi yang diperoleh dalarn meojalaakan suatu usaha atau bisnis. Hal ini 

dapat termasuk mengenai proses produksi, alau muugkin juga mengenai data 

konsumen, tetapi yang paling penting bahwa informasi tersebut sebagian maupun 

seluruhnya adalah bersifat rahasia. 

Hak milik dari majikan yang dilindungi salab satunya yaitu data 

kansumen atau supplier yang dimilik.i oleh majikan85. Hal ini dikarenakan karena 

informasi tersebut memiliki nilai yang berberga dalam nsaha majikan tersebut 

sehingga layak untuk mendapatkan perlinduugan. 

Rahasia dagang dikenal sebagai salah satu jenis dari hak milik darl 

majikan yang berhak Ulltuk mendapatkan perlindungan. Majikan masih dapat 

untuk menyalakan apa yang telab dia lakukan untuk melindnngi informasi 

tersebut yang oleh hukum diakni behwa mernbutuhkan langkab-langkeb tertentu 

untuk melindnngi kerahasiaannya (hal ini mengakibatkan adanya berbegai 

tingkatan kerahasiaan yang dapat dikenai sebagai rahasia dagung alau informasi 

yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi). John Hull berpendapat babwa 

perbedaan dari rahasia majikan dan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

81 ibid, him. 36. 
8j ibid, him. 240. 
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oleh pekerja adalah sangat penting dengan alasan86 
: 

"The distinction here between an employer's secrets and an employee's skill and 

experience is as important when examining the role of the covenant as it is in 

analyzing the scope of the implied term of fidelity and confidentiality which, 

respectively, protect an employer's secrets without covenant whilst the employee 

is employed and after his employment has been terminated " 

Perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara mantan karyawan dan mantan 

majikan seperti yang dimaksud oleh John Hull dalam definisinya diatas dapat 

diterapkan secara efektif untuk melindungi mantan majikan apabila dalam 

perjanjian tersebut dibatasi kondisi tertentu, yaitu : 

o Jangka waktu perjanjian tersebut harus tidak melebihi dari yang diperlukan 

untuk. melindungi rahasia dari pemberi kerja87
. 

o Batas perlindungan dari perjanjian dapat diperluas sejauh perjanjian tersebut 

menawarkan perlindungan yang cukup sehubungan dengan aktivitas bisnis 

pemberi kerja88
• 

o Wilayah berlakunya perjanjian tersebut harus tidak melebihi dari yang 

diperlukan untuk. melindungi rahasia pemberi kerja89
. 

o Beberapa klausula yang bersifat membatasi atau kasus rahasia dagang hanya 

dapat dijelaskan dengan menunjukkan sejauh mana karyawan tersebut 

terlibat, pengaruh dari posisi yang karyawan tersebut pegang dan yang 

melandasinya melakukan tindakan tersebut90
• 

Pezjanjian yang melindungi commercial secrets dianggap menguntungkan 

karena91 
: 

o Karena dapat menghalangi rahasia tersebut dari penyalahgunaan atau 

pengungkapan dalam suatu periode tertentu dimana mantan majikan dapat 

memperbaiki posisinya melawan kompetitomya. 

86 Ibid, him. 252. 
87 Ibid, hlm. 257. 
88 Ibid, him. 259. 
89 Ibid, him. 260. 
90 Ibid, him. 261. 
91 Ibid, hlm. 262. 
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o POJjanjian ini dapat menggambarkan keinginan dari majikan untuk 

memberikan perbatian kepada karyawannya atas kewajiban-kewajibannya. 

Hal ini jelas bahwa dari kasus-kasus tersebut para majikan yang memberikan 

peringatan kepada para karyawan akan kewajiban-kewajibannya akan lebih 

menarik simpati dari pengadilan untuk mempertahankan keunggulan 

kompetitifnya. 

o Perjanjian ini dapat membantu pemberi kelja untuk menguraikan apa yang 

menjad.i klainmya dan peogertian akan hal tersebut adalah sangat penting agar 

beahasil. 

o POJjanjian ini mengakui suatu kenyataan hidup bahwa seonmg llUllltlln 

karyawan yang membawa rabasia-rahasia dagang akan, tidak mtmgkin 

disangkal, dapat diakui untuk menggunakan atau mengungkupkan rahasia 

tersebut apabila tidak dilanmg untuk melakukannya. Cam yang paling efektif 

untuk mempertahankan rabasia ini adalah dengan tetap menjaga karyawan 

tersebut dalarn penguasaan majikan dalam lingkungan kerja yang kompetitif. 

R.ahasia dagang mendapat perlindungan apabila"' infnrmasi tersebut : 

I. Bersifut rahasia ; 

infnrmasi dianggap barsililt rahasia93 apabila informasi tersebut banya 

diketahui oleh pibak tertentu atau tidak diketahui secara umum di 

masyarakat. 

2. Mempunyai nilai ekonomi; 

lnformasi dianggap memiliki nilai ekonomi94 apabila sifat kerahasiaan 

informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha 

yang bersililt komersial atau dapal meuingkaikan keuntungan secara 

ekonomi. 

3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya 

lnformasi dianggap dijaga kerabasiaannya95 apabila pemilik atau para 

pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak 

92 Indonesia, Undang~Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tabun 2000, Ps. 3 ayat (1). 
'" Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 3 ayat (2). 
~ Indonesia. Undang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 3 ayat (3). 
9:Slndonesia. Untiang-Undang Rahasin Dagong, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 3 ayat (4). 
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danpatut 

Lingkup perlindungm rabasia dagang96 yang meliputi metode produksi, 

metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi 

danlatau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketabui oleh masyarakat 

umum. 

Menurut Prof DR Ahmad M.Ramli, terdapat dua teorl mengeual 

perlindungao rahasia dagang, yaitu97 
: 

• Teori Kepeotingao 

l..andasan teori ini adalab penghargaan kepada peuemu rabasia dagang 

yang intinya adalah bahwa rabasia dagaog sebagai bak kebandann memiliki 

sifill eksklusif yang dilindungi oleb Negara, dimana sifat ekslusif peda rahasia 

dagaog lebih tinggi disbanding sifat eksklusif pada bidang HaKI lainnya. 

Menurut teori ini perlindungao rabasia dagaog adaleh sebagei bagian dari 

pengbargaan kepeda bak-hak masyarakat alas segala jerih payahnya berupa 

kreativitas dalam melabirkan hal-hal baru yang dapat digaoakan untuk 

meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejehteraan umat manusia dan 

kepeutingan umum yang lehih luas serta terhindar dari kemungkinan 

pencurian pihak lain. 

• Teori Perikstan 

Menurut teori ini rabasia dagang adalah objek dari perikatan di mana 

perlkatan itu sendiri melabirl<an bak dan kewajiban antara para pihak, baik 

yang Iahir karena peljanjian maupun karena undang-undang. Dasar bak dan 

kewajiban dari perikatan merupakan hal yang lebih luas dibandingksn teori 

dasar perlindungan rabasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan 

hukum. Seseorang melalui dasar teori perikatan dapat saja dituntut untuk 

memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikstan berupa 

pemenuhan ketentuan perundang-undangan, baik yang teljadi karena 

perbuatan manusia (menurut hukum dan melawan hukum) maupun somata­

mala karena undang-undang. Ptinsip perikatan ini dapat dijadikan dasar 

116 Indonesia, Umlang-Undang Rahasia Dagang, UU No. 30 tahun 2000, Ps. 2. 
!'t1 Muhamad Dju.rnhana, Perkembongan Dolarin dan Teori Pulindungan Hak Kelcayaon 

lntelekJual, (Bandung: : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), him. 131. 
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kewajiban perlindungan rahasia dagang meskipun diantara o11111g tersebut 

dengan pemilik mhasia dagang tidak terlibat peljanjian aum perbuatan 

meiawan hukum. 

Untuk mengetahui apekah sua!U informasi merupekan sua!U rahasia 

dagang atan bukan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut" : 
I. Dalam derajat bagalmana sua!U infurmasi telah diketahui secara umum di luar 

dari bisnis pemilik mhasia dagang. 

2. Dalam derajat bagalmana suatu informasi telab diketahui dalam lingkungan 

pemilik rahasia dagang sendiri 

3. Langkab-langkah yang Ielah diambil untuk menjaga kerahasiaan dari 

informasi itu sendiri. 

4. Nilal dari informasi itu sendiri bagi pemilik mhasia dagang ataupun 

asingannya. 

5. Biaya-biaya yang tetah dikeluarkan untuk mendapatkan informasi itu sendiri. 

6. Sejauh manakah informasi tersebut telab didapatkan. Apakah dengan mudah 

atau susab diduplikasikan oleh pihak lain 

Terdapat juga dokirin yang mengecualikan perlinduogan terhadap rahasia 

dagang, yaitu doktrin terungkapnya suatu rahasia dagang dimana menurut doktrin 

ini terdapat cara penguogkapan mhasia dagang yang sab dan tindakan tersebut 

dapet dibenarkan seeara hokum apabila dilakukan dengan benar dan tidak 

melawan hukum. Cara penguogkapan rahasia dagang yang sab adaiah melalui99 
: 

• Proses bongkar pesang 

Pemsabaan pesaing melalui proses ini memiliki kesempetan untuk 

mencari dan mernpelajari suatu mhasia dagang sesual hukum melaui proses 

bongkar pasang, yaitu mempelajari produk yang dijual di pasar, diuji kalau 

perlu seeara kimiawi atau dengan alat elektronis untuk mengetahui rahasianya. 

Proses seperti itu merupakan suatu usaba berupa rekayasa balik (reverse 

engineering). 

• Peagecualian demi kepentingan Ull1um 

93 Iman Sjahputm Tunggal dan Heri Heljandooo, op, ell., him. 29. 
w Ibid, hlm. 135. 
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Pengecualian terhadap kepentingan umum ini diberikan terbadap 

pengungkapan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan 

kearnanan, kesehatan, dan keselarnatan masyarakat disarnping berlaku juga 

untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan 

rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk 

kepentingan pengembangan lebih lanjut produk tersebut. 

Selain itu terdapat keadaan lain dimana kepentingan umum dapat 

memperbolehkan pengungkapan informasi rahasia yaitu 100 
: 

• Informasi yang berhubungan dengan pelanggaran keamanan Negara 

• Informasi yang berhubungan dengan atau dapat membuktikan tindakan 

pi dana 

• Infonnasi yang menunjukkan seseorang atau perusahaan telah melanggar 

undang-undang. 

Pelanggaran Rahasia Dagang juga te~adi apabila seseorang dengan 

sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau 

mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia 

Dagang yang bersangkutan.101 

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak: lain apabila ia 

memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku102
. 

Perbuatan yang dimaksud dalarn pasal l3 UU No 30 tentang Rahasia 

Dagang, tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila103 
: 

• Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia 

Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan kearnanan, 

kesehatan, atau keselamatan masyarakat ; 

• Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk 

kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan 

100 
Tom Lindsey, et.al. Hak Kekayaan lnte/ektua/ Suatu Pe~gantar, (Bandung : Asian Law 
Group Pty Ltd Bekerjasama dengan P.T. Alumni, 2006), hlm 246. 

101 Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang UU No. 30 tahun 2000, Ps. 13. 
102 Indonesia, Undang-Undang Rahasia Do gang UU No. 30 tahun 2000, Ps. 14. 
101 Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang UU No. 30 tahun 2000, Ps. 15. 
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Dalam hal pelanggamn rahasia dagang yang dilakukan oleh seorang 

pegawai, praktek peogadilan di Negara lain menggolongkan infbrmasi ke 

dalam tiga kategori, yaitu111' : 

• lnformasi yang mudah diperoleh masyarakat umum, bernifat sepele atau 

tidak penting. lnformasi seperti ini jelas tidak bernifat rahasia. 

• lnformasi yang diketahui pegawai sebegai bagian dari pekeJjaannya, yang 

kemudian tetap diingat oleh pegawai. lnformasi seperti ini adalah 

sebagian dari pengalaman, keterampilan dan pengetahuan pegawai. 

Dalam hal informasi ini, pegawai yang bersangkutan terikat kewajiban 

selama beke!ja untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut yang dapat 

merugikan majikannya. Kewajihan yang dimiliki oleh pegawai dengan 

majikannya ini sering disebut sebagai fiduciary duty antarn pegawal 

dengan majikan. 

Setelah karyawan tersebut tidak bekeJja lag!, biasanya mantan majikaonya 

akan membuat pe!janjian berupa pembatasan bagi mantan karyawannya 

untuk membuka atau menjalin usaha serupa dalam jarak atau jangka 

waktu tertentu. Namun pembatasan ini tidak boleh bersifat membatasi hak 

mantan karyawan atau pengadilan tidak akan melaksanakannya. 

• lnformasi berupa rahasia dagang yang terdiri dari informasi yang bersifat 

sangat rahasia seperti proses pernbuatan, formula kimia. metode kbusus 

pemasamn atau daftar pelanggan. 

Mengenai informasi ini, pegawai selain terikat fiduciary duty untuk 

menjaga kerabasiaan selama heke!ja, ia jnga terikat untuk tetap menjaga 

kerabasiaan bahkan setelah masa peke!jaan barakbir. 

Bebernpa contoh kasus di Ameri.ka mengenai perkara paianggamn 

Rahasia Dagang, yaitu105 
: 

I. VERMONT MICROSYSTEM Inc., (Penggngat) vs AUTODESK (l'ergngat) 

dan OTIO G BERKES. 

W4 Tom Lindsey,eta.1, op. cit .• hlm. 252. 
IM Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono. op. cil.,hlm.. 48.. 
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Tergugat adalah sebuah perusabaan yang bergerak dalam bidang Software 

Komputer, khususnya dalam pembuatan Computer Aided Desigu (CAD) 

yang kebanyakan diperguuakan o1eh lnsinyur dan Arsitek untuk menggambar 

melalui computer. Tergugat menguasai 80 % dari pasaran CAD. Penggugat 

adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan 

perlengkapan dari AutoCAD agar program-programnya dapat berfungsi 

dengan baik. 

Otto G Berkes pertama bekeija pada tempat Penggugat. Sebe1um bekeija Otto 

telah menandatangani suatu perjanjian Invention dan Nondisclosure yang 

isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengungkapkan 

rahasia dagang dari Penggugat dao semua rahasia dagaog penggugat adalah 

milik Penggugat. Otto ditempatkan dibagiao programmer dan berhasi1 

menyumbangkan banyak program yang sangat berharga bagi Penggugat. 

Pada tahun 1991 Otto telah berhenti bekeija dari perusahaan Penggugat dan 

menggabungkan diri dengan perusahaan Tergugat Peter Reed selaku presiden 

direktur dari Penggugat telah menyurati Tergugat dao menganjurkan 

Tergugat jangan memakai tenaga Otto, karena Otto menyimpan banyak. 

rahasia dagang dari Penggugat. Akan tetapi Tergugat tetap mempekeijakan 

Otto. Sehingga Penggugat menggugat Tergugat dan Otto G Berkes karena 

telah melanggar rahasia dagang dari Penggugat. 

Pengadilan memutuskan bahwa Tergugat dan Otto G Berkes telah melanggar 

rahasia dagang dari Penggugat, karena hal yang dituntut oleh Penggugat yaltu 

triangle shading algorithm merupakan formula, langkah-langk:ah atau aturan­

aturan untuk memecahkan persoalan program computer, sehingga merupakan 

Rahasia Dagang dari Penggugat. 

2. IDS FINANCIAL SERVICES Inc., vs SMITHSON, 834 F. Supp 415 

Smithson telah berhenti bekeija dari perusahaan IDS Financial Services 

selaku perencana keuangan. Sebelum berhenti, Smithson telah 

menandatangani suatu perjanjian untuk tidak bersaing dalam masa waktu 1 

tahun. Kemudian Smithson bergabung dengan perusahaan Sun Amerika 

selaku perencana keuangan. Smithson mengcopy file-file yang berkaitan 
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dengan pelanggar dari perusahann IDS. Hal ini merupakan tuntutan dari IDS 

bahwa IDS mempunyai raha.sia dagang, anta lain mengenai idantitas dari para 

pelanggan, alamat dan data keuangan. Hukum Minnesota dan lllinois 

membenarlrnn adanya rabasia dagang terbadap file-file yang berbubungan 

dengan para pelanggan. 

3. NODDINGS INVESTMENT GROUP, ln. vs KELLY, 1964 

Kelly adatab bekas karyawan dari Noddings dengan jabatan selak:u Direktur 

Pengelola dan Wakil Presiden Direktur. Kelly menlnggalkan pekerjaan pada 

tahun 1994 dan mulai berusaha sendiri dengan bidang usaba yang sama 

dengan bekas majikannya. Bekas majikannya telah menuduh Kelly telah 

memaikai rabasia dagang tanpa persetujuannya. Rahasi Dagang Noddings 

mencekup strategi investasi yaog disebut Noddings Seasonality Trading Rules 

(NSTR). 

Menjadi permasalahao adalah apeknb bekas majikannya lekah mengambil 

langkah-langkab yang benar untuk mencegah terjadinya pembocoran rahasia 

dagang? 

Pengadilan beapendapat bahwa meugenai laogl<ah-langkah yang benar untuk 

pencegabao pembocoran adalah berdasarkan kesus demi kasus. Walaupun 

dalarn bal ini bekas majikannya tidek membuat perjanjian keraha.siaan, bal ini 

tidek ekan mengekibatkan masalab fatal. Karena berdasarkan hukum Illinois, 

bekas karyawan memiliki kewajiban untuk merahasiekan infonnasi-infonnasi 

yang didapat dari perusahaan. Pengadilan berpendapat dengan pengnngkapan 

suatu rabasia dagang banya kepada 4 atau 5 orang yang berkedudekan tinggi 

telah mernbuktikan bahwa langl<ah-langkah yang benar telab diambil untuk 

mencegab terjadinya keboeoran. 
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2.3. PRINSIP DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN 

2.3.1 Prinsip Dasar Perlinduogan Konsumen 

Konsumen adalah106 setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makbluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Pelaku usaba adalah107 setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui peiJaDJian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagal bidang ekononti. 

Jasa adalah108 setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dirnanfaatkan oleh konsumen. 

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat tiga teori besar (grand 

theory) tanggung jawab yang mengatur mengenai tuntutan ganti kerugian 

konsumen kepada produsen. yaitu109 
: 

a) Tanggungjawab berdasarkan kelalaianlkesalahan (negligence) 

Adalah suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konswnen 

kepada produsen dengan syarat pokok adalah adanya unsur kesalahan pada 

pibak produsen110 Kesalahan dari pihak produsen inin teljadi karena terdapat 

kelalaian atau sikap kurang hati-hati dari produsen yang tidak sesuai dengan 

suatu standar yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang denti perlin 

dungan masyarakat terhadap unreasonable risJ! 11
• 

Negligence dapat dijadikan dasar gugatan jika memenuhi syarat sebagai 

106 lndonesia., Undong-Undong Perlindungan Konsumen, UU No.8 tahun 1999, Ps. 1 butir (2). 
107 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. I butir (3). 
108 Indonesia, Undong-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. I butir (5). 
109 Inosentius Samsul, PerUndungan Konsumen, : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab 

Mutlok, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas hokum Universitas Indonesia, 2004), hlm. I 0. 
110 Ibid, him. 34. 
111 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT Raja 

Gmfindo Persada, 2008), him. 147. 
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berikut 112
: 

• Suatu tingkah lak:u yong menimbullam kerugian, lidak sesuai dengan 

sikap hati-beti yang oormal. 

• Harus dibukrikan bahwa tergugat lalai dalam kewajibau berbeti-betinya 

terhadap penggugat 

• Kelakuan itu merupakan penyebab yang nyata (proximate cause) dari 

kerugian yang timbul. 

Teori ini dinilai tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi 

koru;umen karena terdapat dua unsur utama dari tanggung jawab produsen 

yang barus dibukrikan terlebih dahulu, yaitu adanya unsur kesalaban dan 

hubungaa kontrak (privity of contract) ontara produsen dan konsuraen. 

b) Tanggung jawah berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (breach of 

warranty) 

Adalah suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gagatan konsnmen 

kepada produsen karena produsen dinilai telab melakukan ingkar janji yang 

berkaitan dengan produk yang dijnalnya"'. 

Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalab tanggung 

jawab berdasarkan kontruk (contractual liability). Wanprestasi dari produsen 

sendiri adalah berkaitan dengan janji dari produsen (breach of warranty), 

dimana yang dimuksud dengan warranty adalah1 14 
: 

"a warranty is a statement of fact with respect to the quality or character of 

goods sold. made by the seller to include the sale and relied by the buyer. " 

Berdasarlam teori ini ini penerapan kewajibau pr<Jdusen adalah bersifat 

mutlak (strict obligation), yaltu suatu kewajiban yang tidak didasarlam pada 

upaya yang telah dilak:ukan penjual untuk memenubi janjinya. Hal ini berarti 

apabila produsen telah berupaya memenubi janjinya, tetapi konsnmen tetap 

mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk 

mengganti kerogian. 

Berdasarkan eara pengungkapan janjinya, teori ini kemodinn dibagi lagi 

HZ Ibid., blm. 147. 
113 Inosentius Samsul, op. cit. him. 34. 
114 Ibid, hlm. 71 dikutip dari Unif(Jf'f1l Commercial Code (UCC) S. 2-312 
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menjadi 2 teori, yaitu : 

• Tanggungjawab berdasarkan ingkar janji yang tegas-tegas dinyatakan 

(breach of express wa"anty) adalah"' prinsip tanggung jawab 

sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena produsen 

dinilai mengingkari janji yang secara tegas-tegas dinyatakan oleh 

produsen. 

Berdasarkae teori ini pernyataae produsen tidak saja dalam bentuk 

kata-kata yang furmal dan tertulis, tetapi juga pernyataae-pemyataae 

yaog diungkapkan oleh penjual tentang produk ketika menawarkan 

prodnk kepada konsumen dan juga ketika produk yang ditawarkan 

ditampilkan dalam kemasan yang bagus dan konsumen mengelarni 

cidera atau kerugian kerena konsumen pereaya kepada jarninan yang 

diberikan produsen. make penjual tetap hams bertanggung jawab 

Wlllaupun tidak ada kerusakan pada prodnk tersebut. 

• Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji yang tidak seeara tegas 

dinyatakan (breach of implied warranty) adalab116 prinsip tanggung 

jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena 

produsen dinilai mengingkari janji yang tidak secara tegas-tegas 

dinyatakan oleh produsen. 

c) Tanggungjawab mutlak (slricl produclliability) 

Adalab prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalaban 

atau kelalaian tetapi didasarkan pacta factor cacatnya produk117
• 

Teori ini menyatakan"' produsen tetap bertanggung jawab walaupun telab 

melakukan segala upaya dalam persiapan, pembuatan dan penjualan prodnk 

yang mengakibatkan cidera atau kerugian bagi konsumen, 

Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungae Konsumen 

menganut bebarapa prinsip tanggung jawab, yaitu1
" : 

• Prinsip tanggung jawab bardasarkan praduga bersalab!lalai atau produsen 

111 Ibid, hlm35. 
116/bid., 
m Ibid, him. 34. 
ll& Ibid., hlm. 108. 
09 Ibid., him. 146. 
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sudah dianggap bersalah sebingga tidak perlu dibuktikm lagi kesalahannya 

(presumption of negligence) 

• Prinsip untuk selalu bertanggung jawah dengan bebau pembuktian terbalik 

(presumption of liability principle) 

• Pada Pasal 13 dan 14 mengatur pengakuan terbadap breach of express 

warrant;/20 

Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen tidak mengatur mengenai breach of implied warranty, namunjika ldta 

mengacu pada dalam Pasal1339 KUH Peadata diatur dengan mengenal breach of 

implied warranty111 menyebutk.an bahwa : 

''pe!janjian tidak banya menyangkut hal-hal yang dengan tegas dinyatakan da1an1 

knnttak, tetapi juga yang tidak dinyatakan deagan tegas." 

2.3.2 Perlindungan Koli!Jumen Dalam Dunia Perbsnkan Indonesia 

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia terdapat visi yaltu sistem 

perbankan yang sebat, kua~ dan efisien guns menciptakan kestabilan sistem 

kenangan dalam rangka membantu mendorong perturnbahan ekonomi nasional. 

Dalam menunjang peneapalan visi tersebut terdapat enam pilar Arsitektur 

Perbankan Indonesia, enam pilar tersebut adalah: 

a. Stroktur perbankan yang sebat 

b. Sistem pengaturan yang etektif 

c. Sistem pengawasan yang independen dan efektif 

d. Industri perbankan yang kuat 

e. Infrastruktur pendukung yang mencnknpi 

f. Perlindungan konsumen. 

Pilar keenam yaltu perlindungan konsumen dalarn perbankan inilah yang 

melandasi munculnya PBI No.7/6/PBI12005 tentang Transparansi Informasi 

Produk Bank dan Penggunasn Data Pribadi Nasabah sebagal bentuk salah satu 

IZO ibid, him. 157. 
IZl ibid., hlm.. 158. 
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upaya untuk meningkatkan Good Governance pada industri perbankan dan 

memberdayakan nasabah untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai 

manfaat dan resiko yang melekat pada peoduk bank, serta diperlukan untuk 

meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam 

berhubungan dengan bauk. Nasabah dalam hal ini adalah konsumen layanan 

barang dan jasa perbankan dimana hak-haknya harus dilindungi dan diatur juga 

dalam pasal 4 huruf c dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yaitu: 

"hak konswnen antara lain adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk 

mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya" 

Jadi yang melandasi terbitnya Peraturan Bauk Indonesia Nomor 

7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bauk dan Penggunaan Data 

Pribadi Nasabah adalah perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai 

konsumen jasa layanan perbankan terutama hak untuk mendapatkan informasi 

yang benar dan jelas mengenai karakteristik produk bauk yang akan digunakan 

oleh nasabah khususnya mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk 

bauk tersebut, sehingga nasabah mengetahui secara jelas dan dapat memilih 

produk mana yang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Hal ini 

berkaitan dengan Pilar Keenam API dan Pasal 4 huruf c dan h Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh 

Nasabah kepada Bauk dalarn rangka melaknkan transaksi keuangan dengan 

Bauk122
• 

Transparansi penggunaan data pribadi nasabah yang disampaikan nasabah 

kepada bauk diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak 

pribadi nasabah dalam berhubungan dengan baik. 

122 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi lnformasi Produk Bank dan 
Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No. 7/6/PBI/2005, Ps. I butir (6). 
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Dengan adanya transparansi penggunaan data pribadi nasabah, hak-hak 

nasabab lebih terlindungi, karena data pribadi nasabab yang diserabkan hanya 

akan digunakan untuk kepentingan internal bank atau sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlalru, apabila akan disebarluaskan kepada plinlk lain 

diluar hadan hukum bank maka barus ada perSetujuan dati nasabab 

Berikut dlsampaikan ketentuan-ketentuan dalam Peratura.n Bank 

indonesia Nomor 7/61PB1!2005 tentang Transparansi lnform.asi Produk Bank dan 

Penggunaan Data Pribadl Nasabab yang mengatur mengenai penggunaan data 

pribadi nasabab dan sanksi bagi bank yang melanggar ketentuan, yaitu : 

Pasal9123 

1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dati Nasabab dalam hal Bank akan 

memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadl Nasabab kepada Pihak 

Lain untuk tujuan komersial, keeuali dltetapkan lain oleh pemturan 

perundang-undangan lain yang berlaku. 

Yang dhnaksud dangan tnjuan komersial adalab pengunaan Data Pribadi 

Nasabah oleh Plinlk Lain untuk memperoleh keuntungan. Peraturan 

perundang-undangan yang berlakn misalnya di bidang infonnasi debitur124
• 

2) Dalam permintaan perSetujuan sebagahnana dimakaud pada ayat (I), Bank 

wajib terlebih dabulu menjelaskan tnjuan dan konsekuensi dati pemberian 

dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain. 

Pasall0125 

1) Pennintaan persetujuan sebagaimana dlmaksud dalern Pasal 9 dapat 

dllakukan olah Bank sebelum atau setelah Nasabab melakukan transaksi yang 

berkaitan dengan Produk Bank. 

121 Indonesia, Perahtron Bank Indonesia tentang Transparansi lnformasi Produk Bank dQ'I1. 
Penggunaan Data Pribadi Nasaboh, PBI No. 716/PBl/2{105, Ps. 9. 

IM Indonesia, Peraluran Bank Indonaia tentang Transparansi lnformasi Produk Bank dan 
Penggunaan Dota Pribadi Nasabah, PBl No. 7/6JPBII2005, Penjelilsan Ps. 9 ayat (1). 

tu Indonesia. Peraturon Bank Jndcnesia tentang TransparotUi fn{<lFmasi Produk Bank dan 
Penggunotm Data Pribadi Nasabolt, PBl No. 7/6JPBI/2005, Ps.lO. 
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2) Persetujuan Nasabah terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(I) dilakukan dengan penandatauganan oleb Nasabeb pada fonnulir khusus 

yang dibuat untuk keperluan tersebut. 

Klausula penninman persetujuan bersifirt opt-in, yaitu Bank dilarang 

melakukan bal-hal yaog menjadi tujuan penC!ltllu!ruin ldausula tersebut, 

sebelum Nasabah memberikan persetujuan126
• 

Pasalll 127 

Dalam bal Bank akan menggunakan data pn"badi seseorang dan atau 

sekelompok orang yaog diperoleh dari Pihak Lain untuk tujuan komersial, 

Bank wajlb memilild jamlnan tertulis dari Pihak Lain yang berisi persetujuan 

tertulis dari seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk 

menyeberluaskan data pribadinya. 

Pasall2128 

J) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan 

Pasal I J dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang 

Nomor 7 Tebun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan 

Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. 

2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diperhitungkan 

dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank. 

Dalarn Sural Edaran Bank Indnnesia Nomor 7/25/DPNP, tanggal 18 Juli 

2005, peribal Transparansi lnfonnasi Pruduk Bank dan Penggunaan data Pribadi 

Nasabeb dikatakan bebwa perlindungan terhadap pengganaan data pribadi 

nasabeb didasarkan dengan tujuan 129 : 

126 Indonesia. Peroturan Bank Indonesia tentang Transparansi lnformasi Produk Bank don 
PengguiUU1!1 Data Pribadi Nasobah, PBJ No. 7/6/PBI/2005, Penjelasan Ps. 10 ayat (2). 

121 Indonesia, Peroturan Bonk Indonesia tentang Transparansi lnforma.ti Produk Bt:mk don 
Penggum:umDataPribadiNasabah. PBINo. 7/6/PB!l2005,Ps. Il. 

Ill Indonesia. Peraturan Bank Indonesia ten/ong Transporansi /nf()Fma:>i Produk Bonk dan 
Peng;gwratm [)(Jfa Pribadi Nasobah, PBI No. 7/6lPBII2005, Ps. 12, 

l29' Indonesia, Sural Edarcm Bank lmkmesia tentong Tramparll11Si lliformasi Produk Bank dan 
Penggurratm Data Prlbadi Nasabah, SE BI No. 7125/DNP t:anggat IS Juli 2005. 
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7. Dalam hal Bank akan menggurulkan data pribadl seseor.mg dan atau 

sekelompok orang yang diperoleh dari pibak lain untuk tujuan pemasru:an 

Produk Bank maka penggun.aan data pribadl tersebut hams didukung dengan 

pemyataan tertulis dari pibak lain tersebut yang sekur.mg-kurangnya memuat 

pemyataan bahwa sesoorang dan atau sekelompok orang yang data pribadinya 

diberikan kepada Bank tidak berkeberatan alas penyebarluasan data 

pribadinya untuk tujuan komersial. Contoh pemyataan tertulis yang hams 

dimilikl Bank terdapat dalam Lampiran 2. 

8. Direksi Bank berdasarkao kebijakao yang telah disetujui Komiseris 

menetapkao prosedur tertulis transparansi penggun.aan data pribadi Nasabah 

yang sekur.mg-kur.mgnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pejabat dan atau petugas Bank menjelaskao kepada Nasabah yang akao 

memanfaatkan Produk Bank bahwa data pribadi yang diserahkao kepada 

Bank: 

I) hanya akan dignnakao untuk kepentingan internal Bank dan a tau 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau 

2) akao diberikan den atau disebatluaskao kepada pihak lain diluar badan 

hukum Bank untuk tujuan knmersial apabila disetujui secara tertulis 

o!eh Nasabah. 

b. Dalam hal Bank akan memberikao dan atau menyebatluaskan data pribadi 

Nasabah kepada pibak lain diluar hadan hukum Bank, pejabat dan atau 

petugas Bank: 

I) mengajukan pemaintaan persetujuan secara tertulis kepada Nasabah; 

dan 

2) memberikao penjelasan kepada Nasabah mengenai tujuan dan 

konselruensi pembarian dan atau penyebarluasan data pribadi tersebut. 

c. Pejabat dan atau petugas Bank meminta Nasabah memberikao tanda, 

tulisan dan atau Ianda tangnn pada lembar penmintaan persetujuan tertulis, 

sebagairnana eontoh yang tereantum peda lampiran 3, sebagai bukti 

persetujuan Nasabah kepeda Bank untuk memberikao dan atau 

menyebarluaskan data pribadinya kepada pibak lain. 
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PELANGGARAN RAHASIA BANK MENGAKIBATKAN 

. PELANGGARAN TERHADAP RAHASIA DAGANG BANK 

3.1 PerHndllllpn Nasabah Bank Berdasarkan Ketentuan Rahasia Bank 

Pentingnya keperoayaan masyarnkat terbadap bank telab menciplakan 

hubungan keperoayllllll antara bank dengan nasabahnya menjadi sangat penting. 

Hal ini leljadi !<arena bank mempunyai status yang unik di tengah masyarakat 

yaitu sebagai sandaran dati keperoayaan juga ·menempeti pcsisi khusus sebagal 

tempat yang aman. Dengan karalderistik yang demikian, araka babungan anbim 

bank dengan na.sabah 1idak lain adalab hubtmgan kapercayaan. Adanya hubungan 

seperti im dipertegas lag! dalam praktek perbankan modem yang meUbatkan 

struktut yang lebih kompleks dan sering menyebabkan bank betpenm sebagai 

penasebat keuangan (/11UI11ciol adviser) bag! p8Ill nasabahnya, sehingga 

menciplakan hubungan keperoayaan dan kerahasiaan (cmifidentiolity) yang peda 

gifuannya meneiplakan suam fiduciary duty terbadap bank peda S8l!t 

berhubungan dengan nasabahnya.131 

Atas dasar hubungan seperti itu, maka bank mempunyai kewajiban untuk 

mengungkapkan (a duty to disclose) selurub fakta material kepada nasabahnya 

bilamana bank memilikl pengetahuan yang mungkin penting sekali bag! 

nasabab.' 32 

· Secam umUIIl perUndungan nasabab bank mencalrup bebernpe hal"': 

. 
"' Adnan Djuandn, "l'erlindungan Hukum Terl!adap Nl!S8hah Penyimpan Dana Pada Bank 

Umum Di lndonesta», (Tesis Magister Universitas lndOOesia. Jakarta 2003). him. 23, dikutip 
4ari Edward L. Symon, Jr, "The Bank Customer Re.Iation : Part II The Judicial Decision .. , 
&mking LDw JCIITI'Ial, hlrid27. · · 

"'Ibid, hlm. 24 dlkutip dari Undang·Undang Perbanlam Nomor 7lllhun !992 sebapimana teh!h 
diubah d_. Undang..Undang Nomor !0 lllhun !998 ps. 29 ayat (4), lrewajibwl seperti lin 
dirumuskan dengan kaJimat sebagai berikut : "Untuk kepentingan nasabah. bank wajib 
menyediakan infurmasi mmgenai kemungldnan ti.mbutnya resiko keruglan sehubungm dengan 
Olulsl!ksi lll1SIIbah yang dilakul<an mela!ui bank." . , ·. 

"'All1lllfn Widodo, "Bobak BIUU Perlirulungan Nasabah Bank". (11 Agustus 2005). 
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1. Pengungkapan fitur produk yang ditawarkan Produk lnlllislonal simpanan 

bank meskipun tidak rumit perlu diungkapkan secara transparan 

.· perhitungan bunga, biaya dan denda.yang diterapkan 

2. PeilJ!IIlll!kapan ·tesiko produk. yang ditaWliJ'lcm. Pada dasamya produk 

bank tiduk bebas resiko sama sekali. Dalam bal produk itu dijamin oleb 

pemeriotah. bank per!u memberita.liukann)la lre ~ Kalau produk iru 

dilremas deogan badiab, buoga ekstra juga harus jelas peojaminannya. 

Sebaliknya nasahahjuga perlu belajar produk reksadana yang sudah mulai 

banyak ditawarlcm melalui baak; Produk itu lebih berisiko daripada 

produk tradlsional bauk 

. 3. · Peqjelasan kedudukan bank dalam penjnalan produk. Baak bisa bertindak 

sebagai ageo peojual saja untuk produk asuransi dan reksadana Nasabeb 

perlu mengetahui produk yang dibelinya itu punya baak atau puuya 

pemsahaan lain. 

4. Pengguaaan data nasabah untuk tujuan komersial. Untuk membuka 

bubungan dengan nasabab, bank menghimpun database nasabah. 

Database ini laku dijual areaa pomiliknya mempunyai kekayaan financial 

yang bisa ditawari. 

Rahasia baak sendiri memiliki definisi yaitu134 segala sesuatu yang 

berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah peoyimpan dan simpanannya. 

Penman prinsip rahasia bank merupekan jaminan bagi masyaralret bahwa 

rahasia-rahasia mereka .yang telah diketahui oleh bank, tiduk sedikitpun 

daripedanya akan diketahui oleb pihak-pihak lain. Dengnn demikian masyarakat 

bakan saja memsa mendapat bantuan dari baak tetapi lebih dari itu masyarakat 

akan merasa telah mendapatkan per!indungan dalam suatu kegiatan yang 

menyanglrut hari dej)an mereka. Hal ini tentu membawa pengaruh timbal balik. 

Sebab di pihak masyarakat sebagai penerima jasa yang telah merasa dibantu dan 

dilindungi oleh bank. bukan saja mereka akan dengan senang bati inembayar 

134 Indonesia. Und<Jng-Undang PerbtmJ;an. UU No. 7 tnh\m 1992 sebapimana telah diubah 
denganUUNo. 10 Iahun 1998, Ps.1butlr(28). 
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balas jasa bank, tetapi juga akan memperkokoh kepereayaan masyarakat terhadap 

bank itu sendiri sebagai baclao usaba yang mutlak mereka perlakan. 

Pelaksanaan prinsip rahasia bank dimaksudkao guna menciptakan iklim 

yaog baik agar setiap perusabaao bank sebagai orgaoisasi lalu lintas nang dan 

modal dapat menjalaokao tugas-tugas usabaoya secara efektif, Terciptaoya iklim 

yang sehat dalam usaha perbaokao ini perlu diperkuat dengao jaminan hukum 

tentang rabasia bank, sehinga dapat menopang kepereayaan masyarakat terhadap 

bank bakan saja dalam emberian jaa-jasa bagi kelancaran transaksi perdagangan 

mereka, tetapi kepercayaao masyarakat untuk menyimpan dana-daoa mereka 

pada bank. 

Rabasia bank adalab suatu kewajiban fundamental dari setiap bank untuk 

merabasiakan segala data-data keuangan dan lain-lain hal tcntang nasabahnya 

dengan tujuan agar dapat menciptakan landasan moral yang sehat bagi dunia 

perbankan, sehingga setiap bank sepenuhnya dapat melaksanakan tugas-tugas 

usabaoya dengan sebaik-baiknya, dengan tidak mengurangi bak-bak dan 

kewajiban lain dari bank untuk ikut bertanggung jawab atas keselamatan dan 

kepentiugan Negara bagi kebabagiaan ciao kesejabteraan masyarakat."' 

Terdapat dua bentuk umum peugertian kerabasiaan bank yang dilibat dari 

penekanannya menunjnkkan adanya perbedaan yang kemudlan diikuti oleh 

Nugara-negara lain di daoia ini, yaitu :. 

1. Pengertian bank secrecy yang dikenal di Swiss, yang merupakan 

kewajiban kerabasiaan oleh bank, wakiloya, karyawannya yang benkaitan 

dengun hal-hal professional terbadap nasabalmya, atau pibak ketiga, 

tentang apa yang mereka ketabui dalam melaksanakan tugasnya. 

Ahli yang bekelja alas nama otoritas pengawasan bank juga terikat 

dengan kerabasiaan bank, ciao juga orang yaug terkait dengan bank. 

Pengertian tersebut menekankan bahwa kerahasiaan bank: ditujukan untuk: 

melindungi nasabab dalaru hnbungannya dengan bank. 

us Sonny Itjing Adjie, "Rahasia Bank Dalam I,.embaga .Permmkan Indonesia". {Skripsi Pergunum 
Tinggi Pemhar:!gunan Nasirum.l Veteran, JalQuta. 1974), him. 20. 
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Di Swiss, dasar dari berbagai bentuk perlindungan kerahasiaan bank 

merupakan system hukum tersendiri yang melindungi hubungan antara 

bank dengan nasabahnya. Antara bank dan nasabahnya terdapat bubungan 

khusus yang bersifat privilege pelanggaran terbadap pembeberan 

infoiitll!Si merupakan tindak criminal. Kodifika.si kebiasaan perbankan 

infonnal dalam hukum oerbankan swiss menentuklm kewajiban khusus 

terbadap bank. karyawan bank. dan pengawas bank. 

2. Pengertian bank secrecy seperti dianut di Amerika Serikat dalam Bank 

Secrecy Actl970. 

Pengertian bank secrecy yang lebih luas tidak banya menekankan pad.a 

perlindungan rahasia nasabab bank dalam hubungaonya dengan bank 

tetapi meuyangkut financial record keeping dan reports of currency and 

foreigo !rensaction. Inti hukum kerabssiaan bank adalab non-disc/osare 

terbadap orang dan infoiitll!Si tenlang transaksi. Salah satu bentukeya 

seperti bloeking law, berfungsi untuk melarang disclosure exsternal, 

sedangkau hukum kerahasiaan terntama menyangkut mengenai disclosure 

interna/136
• 

Di Amerika UU Kerabssiaan Bank (Bank Secrecy Act) memberikan 

kewenangan Secretary of the Trasury untuk menentukan secara hukum 

persyaratan pencatatan dan pelaporan tertentu hagi bank dan lembaga 

keuangan lainnya. Tujuan dari UU tersebut adalab mensyaratkan 

pemeliharaan pencatatan dan pembuatan laporan tertentu yang sangat 

bergona dalam penyelidiken atau penyidiken di bidang pidana, perpajakan 

ataupun hagi lembaga pengawas bank. 

Untuk mencegab orang dari pembukaan infOIItll!Si kauangan dan Nega:ra 

(maupun pengadilan) asing, sebagai reaksi terbadap Negara dengan litigasi 

perdagangan yang agresif, Negara-negara menggunakan blocking law untuk 

melindungi kepeutingan domestic dari campur Iangan hukum asing dan 

petauggaran terhadap kedaula!Jm nasional. Blocking law dibentuk untuk melarang 

"' R. Setty Sap!arita, "Tinjauan Hulrum Terluldap Prinsip Mengenal N- Dikai!kan Dengan 
Rahasia Bank Dalam Upaya Mencegah Praktek Pencucian Ua.ng", (Tesis Pasca Sarjana 
Universitas Padjajaran, Bandung. 2006), him. 85. 
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disclosure, penggandaan, inspeksi a1Jm pengbilangan dokumen yang berada di 

Negara tuan rumah dalam kaitannya dengan perintah dari otoritas asing dan untuk 

mengambil keuntungan dari keharusan bertahan dari pemerintah asing. Blocking 

law memberikan tingkat perlindungan kerahasiaan keuangan yang lebih besar 

daripada hukum kerahasiaan bank. Berdasarkan blocldng law, perorangan, 

Iembaga bisnis dan pemerintah dapat menolak atau mernbeberkan informasi 

keuangan, meskipun diperintahkan oleh pengadilan atau pemerintah. Hukum 

kerahasiaan hank melinduogi hubuogan kbusus antara bank dengan nasabahnya, 

sedangkan blocking law mencegah pembuksan rahasia dokumen transaksi 

perbenkan. 131 

3.2 Penenpan Ketenlllan Rabasia Bank di Indonesia 

Bank sebegai lembaga keuangan yang merniliki duty of fiduciary uotuk 

menjaga kepereayaan masyarakat alas dana masyarakat yang ditempe.!kan pada 

Bank memiliki keWIIjiban uotuk merahasiakan simpanan masyarakat pada bank 

dan data pennyimpan dana 1ersebut. KeWIIjiban itu melekat sangat erat pada Bank 

dan bahkan dapat mempengarubl tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank. 

Menurut Munir Fuady 138
, ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas 

rahasia bank, yaitu : 

• Teori Mutlak, dalam teori ini rahasia keuangan dari nasabah bank 

tidak dapat dibuke kepada siapapun dan dahun hal apapuo. Dewasa 

ini bempir tidak ada lagi negara yang menganut 1eori mutlak ini, 

bahkan negara-negara yang menganut perkindungan nasabab yang 

terlalu ketat seperti Swiss atau negara-negara Tax Heal!en seperti 

kepulauan Bahama a1Jm Cayman Island juga membenarkan membuke 

rahasia bank dalam hal-hal kbusus. 

• Teori Relatil; menurut tenri ini rahasia hank tetap diikuti tetapi dalam 

hal-hal kb!lllUS yakoi dalrun hal yang lermasak luar biasa prinsip 

m Ibid,, htm. 37. 
ll<l Munir Fuady, op. cit., him. 97. 
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kerahasilll!ll bank tersebut dapat diterobos. Misalnya untuk 

kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana 

Melihat pengertiun dari kedua teori tersebut maka dapat dicermati babwa 

Indonesia telah menganut teori relatif. Hal ini terlihat pula dalam Pasal 41 sampai 

dengan Pasal 45 Undung-Undang Nomor 10 1'ahun 1998 yang menyatakan 

tentung penerobosan prlnsip-prinsip rahasia bank dengan alasan untuk 

kepentingan pef!l'\iakan maupun untuk kepentingan peradllan. 

Selain itu dalam putusan Court of Appeal lnggris dalam perkara Tournler 

v National Provicial and Union Bank of England [1924} lKB 461 yang kemudian 

menjadi precedent dalam ketentuan mbasia bank dimungkinkan terdapat 

pengecualian bagi Bank untuk membnke mbasia bank tersebut, ditegaskun bahwa 

persetujuan nasabab merupakan salab satu bentuk pengecualian bagi berlakunya 

ketentuan rabasia bank. Menurut putusan perkara Tournier tersebut, kewajiban 

rabasia bank dikecualikun dalam hal-hal sebagai berikut139: 

• Apabila pengungkepennya disetujui oleh nasabah, baik berdasarkan 

persetujuan yang dinyatakan secara togas maupun secara diam-diam 

(express or implied consent). 

Pengungkepan persetujuan nasabab ini dapat diberikun pada saat 

pembnkean rekening ataupun pada saat-saat tertentu yang dapat 

dilaknken oleh nasabab secara diam-diam maupun secara tegas. 

• Apabila untuk kepentingan bank, pengungkapan tersebut perlu 

dilaknken. 

Kepentingan bank disini, misalnya pada saat bank membutuhkan data 

nasabab tersebut untuk penyusunan laporan keuangan atau pemberian 

lapnran yang diminta oleh Bank ladonesia. 

• Apabila pengangkepannya dikebendaki oleh Undung-Undang. 

Di Indonesia berdasarkan undang-undang No. 10 Tabun 1998 telah 

memberikan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal terhadap ketentuan 

rabasia bank dan bersifut limitatif, artinya di luar 7 (tujuh) hal yang 

m Sutan Remy Sjahdeini, op. cir., him 21 
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telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain. Ketujuh 

pengecualian itu adalah: 

1) Untuk kepentingan pe.rpajakan dapat diberikan penge<:ualian 

kepada pejabat pojak berdasarkan perintah Pimpinan Bank 

Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (Pasal41). 

2) Untuk penyelesaian piutaug baak yang sudab diserabkan kepada 

Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara!Panitia Urusan Piutang 

Negara dapot diberikan pengecualian kepada pejabat Badan 

Urusaa Piutang Dan Lelang Negara!Panitia Urusaa Piutaug 

Negam atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal41A). 

3) Untuk kepenringan peradi1an dalarn perlcara pidana dapat 

diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau bakim atas izin 

Pimpinan Bank Indonesia (Pasal42). 

4) Dalarn perkara perdata antara baak dengan nasabahnya dapat 

diberikan pengecualian taupo hams memperoleh izin Pimpinan 

Baak Indonesia (Pasal43). 

5) Dalam rangka tukar-menukar infonnasi di antara baak kepada 

baak lain dapat diberikan penge<:Ualian taupo harus memperoleh 

lain Pimpinan Baak Indonesia(Pasal 44). Tennasuk di dalam 

pengartian tukar menukar informasi antar baak itu adalah dalarn 

penggunaan A TM bersama. 

6) Atas persenguan, pennintaan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan 

secara tertulis dapat diberikan pengecualian taupa harus 

memperoleh izin Pimpinan Baak Indonesia (Pasal44A ayat (!)). 

7) Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalarn hal llllSabah 

penyimpan telah rneninggal dunia (Pasal44A ayat (2)). 

• Apobila pengungkapannya dilakukan oleh baak di dalarn rangka 

menjalankan kewajibannya kepada masyarakat. 

Sedangkan segala tindakan pengungkapan rahasia baak sclain dari 

pengecualian yang telah diungkapkan diatas merupakan pelanggaran terhadap 

ketentuan tahasia Baak. 
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3.3 Ketentuan Rahasla Dagang Seeara Umum 

Indonesia te!ah meratifikasi Piagam Pendirian WTO dengan UlJ No. 7 Tahun 

1994, sehingga Indonesia sebagai Negara anggota WTO diwajibkan untuk segera 

membaat undang-undang khusus yang mengacu pada Piagam WTO tersebut. 

Salah satu !ampi!an dalam Piagam WTO adalah mengenai Hak atas Kekayaan 

lnte!ektual yang diatur dalam TRIPS Agreement, sehingga Indonesia diwajibkan 

membuat Undang-Undang dalam bidang Hak atas Kekayaan lnte!ektual. Salah 

satu yang Undang-Undang dalam bidang HaKl yang dibwrt adalah UU No. 30 

tabun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengecu pada keteutuan Pasal 39 

TRIPS Agreement yang merupakan Aunex dari Piagam WTO. Karena itu 

terdapat persamaan pada pengertian dan unsur Rahasia Dagang yang berlaku di 

Indonesia. 

Unsur Rahasia Dagang yang hams dipenubi menurut Pasal 3 ayat I UU 

No. 30 tahun 2000 dan Pasal 39 ayat 2 TRIPS Agreeuaent ager Rabasia Dagang 

mendapat perlindungan yaitu apaba!ia infonnasi tersebut140: 

1. Berifat rahasia ; 

informasi bersifut rahasia opabila informasi tersebut hanya diketabui 

secara terbatas oleh pibak tertentu atan tidak diketahui seeara umum oleh 

masyarakat. 

Data nasabah separti yang telah diungkapkan merupakan bagian dari 

rahasia baak yang bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh intern baak. 

Bahkan hanya beberapa karyawan dari baak yang mem.ili.ki akses untuk 

mengetabui data nasabah tersebut. 

2. Mempunyai nilai ekonomi; 

Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifut kerahasiaan 

informasi tersebut dapat digunakan untuk menja!aakan kegiatan atau 

usaba yang bersifat komersia! atan dapat meningkatkan keuntungan 

secara ekonomi. 

Data nasabah je!as memi!ild nilai ekonomi yang tinggi, karena dengan 

I.W Indonesia, Undang-Undtmg Rahasia Dagang. UU No. 30 tahun 2000. Ps. 3 ayat (I}. 
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identitas nasabah dan kondisi keuangannya dapat membuat bank dapat 

melakukan berbagai macam upaya pendekatan agar nasabah mau 

menyimpan nangnya di bank tersebut dan dengan adanya simpanan dari 

nasabah, maka bank tersebut dapat mempero1eh keuntungan dengan 

meminjamkan kembali uang tersebut kepada debitur bank. 

3. Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagalmana mestinya. 

lnformasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak­

pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak 

danpatut. 

Langkah-langkah yang layak dan patut ini ukurannya tidak jelas karena 

lebih cenderung bersifat subjektif. Suatu pihak dapat menganggap 

langkah yang ditempuh telah layak dan patu~ namun pihak lain dapat 

menganggap upaya yang telah dilakukan adalah belurn layak dan patut. 

Namun Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan petunjuk akan 

batasan bagainuma ukuran penjagaan kerahasiaan suatu informasi dengan 

membatasi memberikan batasan akses kepada rahasia bank dan kewajiban 

untuk memegang teguh rahasia bank kepada 141 
: 

• Anggota Dewan Komisaris Bank 

• Anggota Direksi Bank 

• Pegawai Bank 

• Pihak terafiliasi 1alnnya dari bank 

Seperti yang telah diungkspkan, data nasabah bersifat rahasia dan sangat 

dijaga kerahasiaannya sehingga hanya pihak-pihak tertentu dalam intern 

bank yang memiliki akses untuk mengetahui data nasabah tersebut. 

Karyawan bank dibagian lain yang tidak memiliki korelasi langsung 

terhadap data nasabah tersebut tidak diperbo1ehkan begitu saja untuk 

mengetahui data nasabah. Bahkan karyawan tersebut harus menempuh 

prosedur yang ketat dan harus mendapat persetujuan untuk mengakses 

data nasabah. 

141 Indonesia, Undang·Undang Perbanlcan, UU No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 10 tahun 1998, Ps. 47 butir (2}. 
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Selain itu bagi seorang karyawan bank, ketika menandatangani kontrak 

sebagai karyawan juga !erika! pada klausula kontrak yang mewajibkan 

karyawan untuk melindungi dan meqjaga kerabosiaan data nasabah. 

Ketentuan mengenni rahasia bank berlaku bagi seluruh karyawan bank 

bahkan walaupun karyawan tersebut tidak memHiki akses terhadap 

in:fonnasi ternebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah ditempuh 

upaya yang cukup dan laynk untuk menjaga rahasia bank. 

Ketiga unsur Rabasia Dagang te=but diatas merupnkan syarat mutlak 

untuk adanya Rabasia Dagang dan bernifht kumulatif. Ketiga unsur Rahasia 

Dagang ternebut barus ada dan saling kait mengkait dan sa1ing berbubungan. 

Sebingga jika hanya ada salah satu ataa 2 (dua) unsur dari Rabasia Dagang saja 

yang terpenubi, mnka hal tersebul belum menjadikan suatu hal menjadi Rabasia 

Dagang atau dapat menjadikan suatu Rabasia Dagang menjadi tidak dapat 

dianggap sebagai Rabasia Dagang lagi 

Selain ketiga unsur Rahasia Dagang tersebut, untuk mengetahui apakub 

suatu in:fonnasi merupnkan suatu rahasia dagang atau bukan, mnka perlu 

diperhalikan hal-hal sebagai berikut142 : 

1. Dalam detajat begaimana suatu informasi telah diketahui secara urnum di 

luar dari bisnis pemilik rahasia dagang. 

Data nasabah meliputi beik data pribedi dari nasabah maupun mengenai 

data keuangannya. Data nasabah merupnkan suatu yang bernifat rahasia, 

karena hanya nasabah tersebut yang mengetahui dengan sebenamya data 

pribadi dan data keuangannya. Bahkan belum tentu juga pasangan atau 

keluarga dari nasabah mengetabui data-data dari nasabah tersebut. 

Bank tempat nasabah tersebut menyimpan dana juga tidak dapat 

mengetabui knndisi keuaugan nasabah yang sebeuarnya, knrena bank 

hanya dapat mengetahui dana dari nasabah yang ditempaikan di bank 

ternebut, tetapi bank tidak dapat mengetahui mengenai dana nasabah yang 

ditempatkan di beuk lain. Bank pun tentunya tidak nkan mendiselose data 

nasabah yang dimilikinya karena merupakan hal yang dilindungi 

142 Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Hetjandono, op. cit., him. 29. 
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berdasarkan ketentuan rnhasia bank dan karena bagi bank, yang menjadi 

bagian dan asset bank adalah tidak banya alas dana nasabah yang disimpan 

tetapi juga alas data nasabah yang diketahuinya. 

Mengingat akses terhadap infonnasi data nasahah tersebut sangat terbalas 

karena secara utuh banya dimilild oleh nasabah tersebut saja dan sebagian 

diketabui oleh bank <fimana nasabah tersebut menyimpan dana, maks 

menurut penulis sudah sebarusnya data nasabah digolongkan sebagai salah 

saw mbasia dagang bagi bank. 

2. Dalarn den~jat bagaimana suatu informasi telab diketabui dalarn 

lingkungan peruilik rnhasia dagang sendiri. 

Akses tetbadap data..<Jata nasabah di dalarn bank pun sangat terbatas, 

banya kepada petugas-petugas yang diberikan kewenangan dan akses 

terhadap data..<Jata nasabah tersebut, seperti kepada Cosmmer Service, 

Teller. Back Office, Head of Branch dan babenlpa bagian tertentu saja. 

Akses tersebut pun masih diprotek:si lagi dengan password dari masing­

ma.<ing perugas yang tidak dapat diketabui oleh petugas lainnya. Tidak 

seluroh karyaWl!Jl bank atau divisi dan suatu bank dapat meruiliki ak:ses 

terbadap data-data nasabah. 

Mengingat ak:ses terbadap data nasabah di internal bank adalah sangat 

terbatas, maks sudah sepantasnya data nasabah digolongkan sebagai salab 

satu rahasia dagang dan bank. 

3. Langkah-langkab yang telab diarnbil untuk menjaga kerabasiaan dari 

infonnasi itu sendiri. 

Seperti yang telab penulis kemukakan dialas, bahwa pada internal bank 

akses terhadap data nasabab sangat dibalasi dan diatur secara ketat, baik 

berdaaarkan petugas bank yang dapat mengaksesnya maupun dengan 

adanya password agar data tersebut dapat diakses. 

Selain itu pada saat seorang karyawan bank diterima untuk bekeJja di suatu 

bank, karyawan tesebut diwajibkan untuk menandatangani Peljanjian 

untuk menjaga kerabasiaan bank. 

Langkah-langkah tersebut menurut penulis sudah merupakan langkah yang 
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patut dan tepa! dalam upaya menjaga kerahasiaan dari data nasabah. 

4. Nilai dari infurmasi itu sendiri bagi pemilik rahasia dagang ataupun 

saingannya. 

Seperti yang telall penulis oogkapkan, kepercayaan dari nasabah adalah 

merupakan modal utama bagi bank karena bisnis dan tugas utama dari 

bank adalah ootuk menjaga keamanan dan kenyamanan nasahah Oleh 

karena itu tentunya setiap bank akan berlomba-lomba merebut 

kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank 

mereka dengan berebagai macam cara apapun. Dilihat dari upaya yang 

Ielah dilakukan oleh bank-bank tersebu~ dapat kita ketahui bahwa bagi 

bank data nasabah sesuatu yang sangat bernilai. 

Jika suatu bank dapat mengetahui sedikit saja mengenai data pribadi dan 

keuangan dari seseorang, maka bank dapat melakukan hal-hal yang dapat 

menjadikan data tersebut mengbasilkan income bagi bank. Data nasahah 

bagi suatu bank meariliki nilai eknnomis yang tidak tearilai barganya. 

Oleb karena sangat pentingnya data nasabah bagi usaba bank, maka tidak 

salah jika kiranya data nasabah digolongkan sebagai bagian dari rahasia 

dagangbank 

5. Biaya-biaya yang telab dikeluarkan untuk mendapatkan informasi itn 

sendiri. 

Mengingat pentingnya data nasabah tersebu~ maka setiap bank tentunya 

tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan biaya-biaya tertentu untuk 

mendapatkaa data nasabah terse~ seperti biaya ootuk promosi, 

enterteiner nasabah, advertisiog, maupun biaya-biaya lainoya. 

Setelah bank telah mendapatkan data nasabah terseb~ bank akan 

mengeluarkan biaya-biaya tambahan laionya untuk mempertebankan agar 

nasabah tetap baroda pada bank terse~ seperti biaya yang dikeluarkan 

untuk meniogkatkaa system keamanan maupun system operasional dari 

bank agar dapat menciptakan rasa aman dan meningkatkaa kenyamarum 

dan pelayanan pada naabab agar nasabab tetep loyal pada bank. 

Biaya-biaya tersebut bagi bank adalah tidak terbingga dan mutlak 
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dikeluarkan oleh bank. Mengingat hesamya biaya-biaya yang dikeluarkao 

oleh baok untok mendapatkan dan menjaga data nasabah tersebut, maka 

tidak salab jika kiranya data nasabah digolongkan sebagai bagian darl 

rabasia dagang bank. 

6. Sejauh manakah informasi tersebut telah didapatkan. Apakah dengan 

mudah atau susah diduplikasikan oleh pihak lain 

Untok mendapatkan data nasabah tersebut, setiap baok akan saling 

herlomba dan hersaing dengan bank lain dengan promosi-promosi yang 

dilakukan dan produk petbankan yang diciptakan agar dapat membuat 

oasabah menempatkan dananya di baok tersebut Sangat ketat dan 

kompetitifuya persaingan bank-bank untok mendapalkan kepercayaan darl 

nasabah membuat baok·bank terkadang tidak mengiudahkan peraturan 

meogeoai persaingan sella!, yaitu dengan cara saling membajuk nasahab 

maupun karyawan-karyawan darl bank pesaing yang mempunyai akses 

kepada data nasabah. 

Mengingal sangat sulit dan ketatnya persaingan antar bauk untuk 

mendapalkan data nasabah, maka tepat jika kiranya data nasabah 

digolongkan sebegai bagian darl rabasia dagang bank. 

Berdasarkan teori privacy yang dikemukakan olah Thomas Cooley pada 

tahun 1880 yang menyatakan Privacy sebagai the right to be let alone dapat kita 

bahwa setiap orang memiliki huk agar sesuatu hal menjadi hal yang hanya 

diketahui oleh orang tersebut Terdapat teori lain yang mendukung teori privacy 

tersebut yaitu teori kenyataan yuridis yang dikemukukan (Juridische 

realiteitsleer) yang dikemukukan oleh E.M Meijers dan Paul Scholten'" yang 

menyatakan bahwa hendaknya dipersarnakan badan hukum dengan manusia itu 

terbatas sampai pada bidang hukum saja, sehingga hak dan kewajiban hukum 

yang dimiliki oleh man usia juga dimiliki oleh badan hukum 

Berdasarkan kedua teori tersebu~ badan hukum memiliki huk yang sama 

sepem huk privacy pada natural person lainnya agar sesuatu hal yang menjadi 

inlerest dari badan hukum tersebut hanya dapat diketahui oleh badan hukm itu 

10 Chidir Ali, ap.cit., him 35. 
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sajn. Dalam kaitannya dengan data nasabah yang merupakan rahasia dagang 

bank, maka bank sebagai badan hukum memiliki hak agar data nasabah tersebut 

lelap menjadi privacy bank yang hanya dapat diketahui oleh ban itu sajn. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Data Nasabah tennasuk 

daJam ruang lingkup Rahasia Dagang yang harus dilindungi. Hal ini sesuai 

dengan Lingkup perlindungan rahn.•ia dagang144 yang meliputi metode produksi, 

metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi 

dan/atau bisnis yang meutili.ki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarekat 

umum. 

Rahasia Dagang perlu dijuga kerahasiaannya karena : 

• Secara moral memherlkan semaeam penghargaan kepode pihak yang 

menemukan atau mengkreasikan suatu informasi. 

Usaha dari pemilik rahasia dagang untuk menemukan dan menciptaken 

mhasia dagang tersebut perlu diherlkan penghargaan berupa perlindungan 

atas rahasia dagang yang diciptakan atau ditemukannya. Apabila rahasia 

dagang tersebut tidak dlberikan perlindungan hulrum, maka dapat 

membuat seseorang malas untuk berinovasi menciptakan atau 

menemukan suatu rahasia dagang. 

• Secara materi informasi tersebut dapat memberikan inllentif atau nilai 

ekonoutis bagi yang menemukan. 

Rahasia dagang scperti kita ketahui mempunyai nibli ekonomis begi 

pemilik rahasis dagang, karena dengan mhasia dagang tersebut dapat 

membuat pemilik rahasia dagang menjual atau menclptakan suatu berang 

atau jasa yang berbeda dengan orang lain, sehingga pemilik rahasia 

dagang tersebut memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan 

pesaingnya. Selain itu pemilik rahasia dagang juga dapat memperoleh 

keuntungan dengan mengalihkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada 

orang lain. 

144 lndonesia. Undang-Unrkmg Rahas;a Dagang, UU No. :30 tahun 2000, Ps. 2. 
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Dengan adanya invensi dari setiap orang untuk menciptakan atau 

menemukan rahasia dagang, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

menciptakan lapangan pekerjaan suatu bangsa. 

Mengenai perlindungan terhadap Rahasia Dagang, terdapat dua teori yang 

mengatumya yaitu 145 
: 

• Teori Kepentingan 

Landasan teori ini adalah penghargaan kepada penemu rahasia dagang 

yang intinya adalah bahwa rahasia dagang sebagai hak kebendaan memiliki 

sifat eksklusifyang dilindungi oleh Negara, dimana sifat ekslusifpada rahasia 

dagang lebih tinggi disbanding sifat eksklusif pad a bidang HaKI lainnya. 

Menurut teori ini perlindungan rahasia dagang adalah sebagai bagian dari 

penghargaan kepada hak-hak masyarakat atas segala jerib payahnya berupa 

kreativitas dalarn melahirkan hal-hal baru yang dapat digunakan untok 

meningkatkan usahanya da1am mencapai kesejahteraan umat manusia dan 

kepentingan umum yang lebih luas serta terhindar dari kemungklnan 

pencurian pihak lain. 

• Teori Perikatan 

Menurut teori ini rahasia dagang adalah objek dari perikatan di mana 

perikatan itu sendiri melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak, baik 

yang lahir karena peljanjian maupun karena undang-undang. Dasar hak dan 

kewajiban dari perikatan merupakan hal yang lebih luas dibandingkan teori 

dasar perlindungan rahasia dagang berupa kontrak dan perbuatan melawan 

hukum. Seseorang melalui dasar teori perikatan dapat saja dituntut untok 

memiliki kewajiban bertanggung jawab sesuai dasar perikatan berupa 

pemenuhan ketentuan perundang-undangan, baik yang teljadi karena 

perbuatan manusia (menurut hukurn dan melawan hukwn) maupun semata­

mata karena undang-undang. Prinsip perikatan ini dapat dijadikan dasar 

kewajiban perlindungan rahasia dagang meskipun diantara orang tersebut 

dengan pemilik rahasia dagang tidak terlibat peljanjian atau perbuatan 

melawan hukum. 

14~ Muhamad Djumhana, op. cil., him 131. 
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Untuk menjaga Rahasia Dagang dari majikan, biasanya majikan 

membuat suatu peganjian kerabasiaan kepegawaian dengan karyawannya 

untuk menjaga kerabasiaannya. Suatu pe.!janjian kerabasiaan kepegawaian 

adalah suatu peljanjian antarn 2 (dna) pihak, yaitu pihak yang satu (pegawai) 

menyatukan bahwa ia tidak akan menyebarkan infurmasi perusahaan yang 

dllahasiakan kepeda pibak ketiga, sedangkan pihak laiunya (majikan) 

menyatukan akan menerima persyaratan dari pe.!janjian. Sebingga. apabila 

pegawai tersebut masih terikat dalarn loontrak kelja dengan llll!iikannya. maka 

tidak dibenarkan untuk menyebarkan informasi yang dllahasiakan kepada 

pihak lain. 

Apabila pagawai itu Ielah berhenti bakelja. ia henya diperl<enankan 

untuk menyebarkan informasi perusahaan sepanjang informasi tersebut bukan 

infunnasi yang bersifat rabasia. 

Perlindungan Rahasia Dagang tidaklah bersifat mutlak karena terdapat 

juga doktrin yang meegecualikan perlindungan terhadap rahasia dagang, yaitu 

doktrin terungkapoya suatu rabasia dagang dimana menurut doktrin ini terdapat 

cara penguagkapan rahasia degang yang salt dan tindakan tersebut dapat 

dibenarkan secara hukum apabila dilakakan dengan benar dan tidak melawan 

hukum. Cara penguagkapan rabasia degang yang sah adalah melalui 146 
: 

• Proses bongkar pasaeg 

Pernsahaan pesaing melalui proses ini !lll.!rniliki kesempetan untuk mencari 

dan mempelajari suatu rahasia dagang sesuai buJrum melalui proses bongkar 

pasang untuk mengetahui rahasianya. 

Penulis berpendapat dalam pengungkapan rahasia dagang dari bank yang 

berupa produk atau business pltm dari bank, sangat mungkin dilakakan 

melalui cara ini dan cara ini sangat umum dilalrukan oleh suatu bank dengan 

melakukan bench marking atas bank pesaingaya. c., ini dilalrukan agar dapat 

mengetahui keunggulan dan kelemaban dari produk atau business plan yang 

dimiliki oleh bank pesaing, agar bank tersebut dapat menciptakan produk atau 

business plan yaegjauh lebih baik. 

146 Ibid,. him. 135. 
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Namun terhadap rnhasia dagang bank yang berupa data nasabah, penulis 

beranggapan metode ini tidak dapat dilokukan, karena data mengenai nasabab 

juga dilindungi oleh ketentuan rnhasia bank sehingga tidak mungkin bagi suatu 

bank untuk melaknkan pendekatan baik secara langsung manpun tidak 

langsung kepada bank pesaing amu melaknken upaya tertentu agar dapat 

membengkar data nasabab yang dimiliki oleh bank pesaing. Selain itu juga 

sangat tidak mungkin bagi bank untuk mengungkapkan data nasabab yang 

dimilikioya. 

Satu-satunya cara yang dim!Uigktukan dan seh adalab jike snatu bank dapat 

mengenal calon nasabab melalui pendeketan secam langsung maupun secara 

tidak langsung dengan melalui referensi dari nasabab bank itu sendiri, yang 

secara tak disengaja temyata caJon nasabab tersebut temyata merupakau 

nasabab di bank peasing. Dengan cam tersebut, suatu bank dapat merniliki 

data-data nasabab jike cal on nasa bah tersebut setuju untuk menjadi nasabab di 

bank itu. 

Namun tetap saja pada saat nasabab membuka rekening di suatu bank, bank 

tidak botch dalam Aplikasi Pembukaan Rekening menanyakan apakab nasabab 

tersebut merniliki rekening di bank lain dan berapa nomor rekening dan 

nominal rekeningnya, kecuali nasabab atas keinginannya sendiri 

memberitahukan kepada bank babwa dia rnerniliki rekening di bank lain. 

• Pengecualian derni kepentingan umum 

Pengecualian terbadap kepantingan umum ini diberikan terbadap 

pengungkapan rahasia dagaog yang didasarkan untuk kepentingan pertabanan 

keamanan, kesehatan, dan keselarnatan masyarakat disarnping berlaku juga 

untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan 

rnhasia dagang rnilik orang lain yang dilaknken semata-mata untuk 

kapentingan pengembangan lebih lanjut produk tersebut. 

Perbuatan yang dimaksud dalarn pasal !3 UU No 30 tentang Rahasia Dagaog, 

tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila147 
: 

• Tindakan pangungkapan Rabasia Dagang atau penggunaan Rabasia 

147 1ndones.ia, Undang-Undong Rahasia Dagang. UU No. 30 tahtm2000, Ps. 15. 
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Dagang tersebut didasarkan pada lrepentingan pertahanan keamanan, 

kesehatan, amu: keselamatm masyarakat ; 

• Rabasia Dagang milik orang Iaio yang dilakukan semata-mata untuk 

kepentingan pengembangan Jebih lanjut produk yang bersaogkutan 

Pada pengungkapan rahasia dagang bank demi kepentingan umum ini adalah 

hampir sama pengaturannya dengao pengungkapan rahasia bank demi 

kepentingan umum seperti yaog telah diatur pada Undang-Undang Nomor I 0 

Tahun 1998. 

Selain ito terdapat keadaao lain dimana kepentingan umum dapat 

memperbnlebkan pengnngkapan informasi rahasia yaito148 
: 

• informasi yang barbabungan dengan pelanggaran kearnaoan Negara 

• Infonnasi yang barbabungan dengan alau dapat membuktikao tindakau 

pi dana 

• Informasi yang menunjukkan seseorang atan perusahaan telah melanggar 

undang-undang. 

3.4 Pelanggaran Rahasia Bank Mengakibatkan Pelanggaran Rahasia 

Dagung 

Pelaoggaran Rabasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja 

mengungkapkan Rabasia Dagaog, mengingkmi kesepakatan atan nrengingkari 

kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rabasia Dagang yang 

barsangkutan149
• Seseorang dianggap melanggar Rabasia Dagang pihak lain 

apabila ia memperoleb atau menguasai Rabasia Dagang tersebut dengao eara 

yang bertentaagao dengan peraturan pemndang-undangan yang barlakn ""· 

Dalam bal pelanggaran rahasia dagaag yang dilaknkan oleh seomag 

pegawai, prektek pengadilan di Negara lain menggolongkan infol'lllllSi ke dalam 

tiga kategori, yaito151 
: 

143 Tom Lindsey, eta!, op. cit .• h1m 246. 
149 Indonesia, Undang-Um:kmg Rohusia Dagan g. UU No. 30 tahun 2000, Ps. 13. 
150 indonesia, Undang-Undang Rohosia Dagang. UU No. 30 tah:un 2000, Ps. 14. 
151 Tom Lindsey1 eta!, op. cit., blm252. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



71 

• Infonnasi yang mudah diperoleh masyarnkat umum, bersifat sepele atau 

tidak penting. Infurmasi seperti ini jelas tidak bersifat rahasia. 

• Informasi yang diketahui pegawai sehagai bagian dari peke!jaannya, yang 

kemudian temp diingat oleh pegawai. Informasi seperti ini adalah 

sebagian dari pengalaman, keterampilan dan pengetahuan pegawai. 

Dalam hal informasi ini, pegawai yang bersangkutan !erika! kew/liiban 

selama beke!ja untuk menjaga ketahasiaan infonnasi tersebut yang dapat 

merugikan majikannya. Kewajiban yang dlmilild oleh pegawai dengan 

m/liikannya ini sering disebut sebagai fiduciary duty antara pegawai 

dengan majikan. 

Setelah karyawan tersebut tidak bekeija lagi, biasanya mantan majikannya 

akan membuat peijanjian berupa pembatasan bagi mantan karyawannya 

untuk membuka atau tneflialin usaha serupa dalam janak atau jangka 

waktu tertentu. Namun pembatasan ini tidak boleh bersifat membatasi bak 

mantan karyawan atau pengadilan tidak akan melaksanakannya. 

• informasi berupe rahasill dagang yang terdiri dari infurmasi yang bersifat 

sangat rahasia seperti proses pembuatan, formula kimia, metode kbusus 

pemasaran atau daflm pelanggan. 

Mengenai informasi ini, pegawai selain terikat fiduciary duty untuk 

menjaga kerahasiaan selama bekerja, ia juga terikat untuk tetap menjaga 

kerahasiaan bahkan setelah masa pekeijaan berakhir. 

Pada beberapa contoh kasus di Amerika mengenai parkara pelanggaran 

Rahasia Dagang, kita dapat mengambil beberapa prinsip panting dalam rahasia 

dagang yaitu '" : 

L VERMONT MlCROSYSTEM Inc., (Penggugat) vs AUTODESK 

(Tergugat) dan OTTO G BERKES. 

Dari kasus ini dapet kita ketahui bahwa formula, langkah-langkah 

-legis dari parusahaan atau ataran-aturan internal perusahaan yang 

dapal menunjang business plan perusaluum merupakan salah sa!u bagian 

dari Rahasia Dagang. 

152 Iman Sjahputra Tunggal dnn Heri Hcrjandon(), op. cit.,hltn. 48. 
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2. IDS FINANCIAL SERVICES Inc., vs SMITHSON, 834 F. Supp 415 

Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa identitas dari pam pelanggan, 

alaml!!, deta keuangan den file-file yang berhubungan dengan para 

pelanggan adalah merupakan rahasia dagnag. Sehingga depat dlsimpulkan 

bahwa data nasahah bank adalah merupakan rahasia dagang dari bank. 

3. NODDINGS INVESTMENT GROUP, Inc. vs KELLY, 1964 

Dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa walaupun antara majikan dan 

mantan karyawan tidak terikat employment agreement unluk menjaga 

kerahasiaan, namun mantan karyawan tetap memilikl kewajiban untuk 

merahasiakan infonnasi-informasi yang didapal dari perusabaan dan juga 

bahwa pengungkapan suatu rahasia dagang banya kepada 4 atau 5 orang 

yang berkadudukan tinggi telab membuktikan bahwa langkab-langkab 

yang benar telab dlambil untuk menjaga rahasia dagang. 

Penulis berpendapat pada kasus pelanggaran rahasia bank oleh mantan 

karyawan bank maupun oleh pihak terafiliasi adalah merupakan suatu perbuatan 

melawan hukum. Pendapat penulis ini didasari pada perkembangan pengertian 

tentang perbuatan melawan hukum (onrecht-matigedaad), seperti dalam kasus 

Lindenbaum vs. Cohen, yang mensyaratkan mttuk terpenuhi salab satu atau 

beberapa kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni153 
: 

(a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 

Kewajiban hukum dari karyawan dan pibak terafiliasi berdasarkan Undang­

Undang adalah turut menjaga kerahasiaan informasi dari bank. Kewajiban itu 

pun tidak banya timbul berdasarkan Undang-Undang saja, namun juga 

berdasarkan employment agreement antara bank dengan karyawannya 

maupun petjanjian keJjasama antara bank dengan pihak terafiliasi yang pada 

salab satu ldansulanya terdapat kewajiban untuk menjage informasi rahasia 

masing-masing pihak yang diketahui selama peljanjian tersebut beriangsung. 

Seperti diketahu bahwa tidak semua perhua1an yang bertentangan dengan 

kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti keruglan"'. Jika memang Bank 

Ln S · 'I bhn 24 enawan. op. c1 , . , 
1 ~ Ibid., hlm. 14. 
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merusa dirugikan dongan pelanggarnn rahasia dagang tersebut. maka bank 

dapat fll\ia menuntu ganti kerugian, natnun barns dicermati hal-hal berlkut: 

• kepentingan penggugat benar-benar terkena/ teraneatn oleh pelanggarnn 

(PMH) tersebut. 

Dengan adanya pelanggaran rahasia dagang dari bank tersebut, jela.s 

kinmya bahwa bank sangat dirugikan baik seeara moral yaitu kepercayaan 

dari na.sabah dan secara ekonomi. 

Seperti diketahui bank memiliki fiduciary duty untuk menjaga 

kersbasiaan data nasabah dan data nasabah tersebut merupakan rahasia 

dagang dari bank. Jika data na.sabah tersebut yang seharusnya dijaga 

keraha.siaannya oleh bank menjadi terungkap dengan adanya pelanggaran 

rahasia bank tersobut akan dapat membuat bank tersebut kehilangan 

kepereayannnya dari na.sabah atau masyarakat. Dengan hilangnya 

kepercayaan dari na.sabah atau ma.syanakat terhadap bank tersebut. maka 

akan dapat membuat na.sabah enggan menempatkan dananya di bank itu. 

Hal tersebut menjadi suatu kerugian secara ekonomi untuk bank karena 

dangan dana yang ditempetkan na.sabah peda bank. dapat membuat bank 

memiliki modal untuk menyalurlam kredit kepeda masyarakat dan 

memperoleh keuntungan atasnya. Selain itu dengan nasabah dari bank 

secara bisnis pastinya memiliki networking yang dimana network darl 

nasahah tersebut dapat mendatangkan caJon nasabah atau caJon debitur 

baru bagi bank. 

• kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah/peraturan 

perundang-undangan yang dilanggar itu (schutznorm theorie) 155
, 

Kepentingan bank baik atas rahasia dagangnya maupun atas rahasia bank 

Ielah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 

tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagain1ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. 

• kepentingan tersebut masuk dalam lingkup kepentingan yang dimaksud 

untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPdt tersebut; 

I:S~ Ibid,. hlm 1.5, 
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• pelanggaran kaidah tersebut bertentangan dengan kepatutan terhadap 

penggugat dengan jngn mernperbatikan sikap dan kelakuan si penggugat 

itu sendiri; 

• tidak ada alasan pembenar maupen alasan pemaaf menurut hukum.'56 

(b) Melanggar bnk subjektif orang lain. 

Data nasabah sebapi rahasia dagang dari bank merupakan hak milik pribadi 

dari bank. sehingga jika ada seorang yang melanggar rabasia dagang dari 

bank maka dapat digolongkan sebagai perbuatan melawao hukum. 

(c) Melaoggar kaidah kesusilaan 

(d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.157 

Berdasarkan uraian diatas dan bunyi dari pasal 1365 KUH Perdata maka 

perbuatan pelanggaran rahasia dagang dari bank adaiah merupakan perbuatan 

melawan bukum berupa perbuatan persaingan tidak sehat dalam berbisnis yang 

dilllkukan dalam bentak menggunakan dengan data nasabah secara illegal yang 

merupakan rahasia dagang dari bank'". Bank yang dirugikan dapat mengajnkan 

suatu tuntutan ganti rugi berupa ganti rugi nominal (nominal damages) akihat 

perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilaltakan oleh man1an 

karyawan bank dan pihak afiliasi, karena telah memenuhl unsur-unsur sehagai 

berikut159
: 

(I) adanya perbuatan melawan hnkum yang dilaknkan oleh mantan karyawan 

bank dan.atau pihak terafiliasi 

(2) ada kerugian yang ditimbulkao akibat pelanggaran rahasia dagang tersebut 

berupa hilangnya keuntungan dari bank maupun hilangnya kepercayaan dari 

masyarakat 

(3) adanya hubungan kausalltas (sebah akibat) antara perbuatan melawan hukum 

berupa pelanggaran rahasia dagang bank dengan kerugian yang dialami oleh 

hank. 

lss Ibid,, h1m 16. 
m H.A.Mukhsin Asyrof, op. cir., blm, 14, 
m Munir Fue:dy, Pwbuatan Melawtutllukum, (Ban dung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 64. 
Jw H.A.Mukhsin Asyrof, op. cit., him. 1&. 
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(4) terdapat kesalahan dari mantan karyawan bank dan/atau pihak terafiliasi yang 

seharusnya juga turut menjaga rahasia bank. 

(5) Berdasarkan Schutznarm Theorie terdapat kepentingan Bank yang dilindungi 

atas rahasia dagangn dan atas mbasia bank berdasarkan Undang-Undang 

Rahasia Dagang Nomor 30 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomo:r 7 Tehilll 

1992 tentang Perbankan sebagahnana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor !Otabun 1998. 

Alasan digunakannya prinsip ganti rugi nominal (nominal damages) oleh 

Bank adalah karena akibat dari penggunaan data nasabah secara illegal membuat 

bank kebilangan rahasia dagangnya, kehilangan keuntungan secara komersial dan 

bank juga kebilangan kepereayaan dari masyaraka~ yang selurah kerugian 

sebenamya tidak depat diketabui secara pasti. Se!ain itu perbuatan penggunaan 

data nasabah secara illegal tersebut di!akukan oleh pelaku dangan kesengajaan 

dan kesadanm pennh160
• 

Tindakan pelanggar.m mbasia bank berupa data nasabah dapat dilakukan 

dangan 2 eara, yaitu : 

I) Pelanggaran yang dilakukan oleh mantan karyawan bank 

Tidak selamanya seorang karyawan bank selalu bekerja pada bank tersebut. 

Ada kalanya karyawan itu berhenti karena pensiun, dipecat atau 

mengundurkan diri untuk pindall ke perusahaan lain baik perusahaan 

competitor sejenis maupun tidak sejenis. 

Saringkali pada saat mantan karyawan tersebut pindall (terutama karyawan di 

bagian marketing dan costumer service pindall ke tempat kerja barunya), dia 

juga turut membawa data nasabah yang dimi!ikinya dan kemudian 

menggunakannya peda perusahaan baru tempatnya bekerja 

Menjadi suatu permasalahan jika mantan karyawan itu pindall ke bank 

pesaing, dalam praktek dalam dunia bisnis yang wajar pastinya mantan 

karyawan tersebut akan mengbubungi nasabah yang dl dalarn data nasabah 

tersebut dan mengajaknya untnk memindahkan simpanannya danlatau 

pinjamannya kepada bank baru tempatnya bekerja. 

160 Munir Fuady, op. cit, h.!m. 13$. 
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Seharusnya Bank Indonesia sebagai regulator membuat regulasi yang 

melarang penggunaan data nasabab olch mantan karyawan bank guna 

mclindungi rahosia dagang dari bank, salah satu caranya sesuai deogan 

pcndapat John Hull adalah deogan merahuat pcljanjian yang mengatur 

hnheogan hukum anwa mantan karyawan dan mantan majikan. Peljanjian 

tersebut haruslah menciptakan posisi yang sehnhang antara mantan karyawan 

dan mantan majikan taopa membatllsi bak-bak ekonomi dari masing-masing 

pibak. Agar pcrjanjian tersebut dapct diterapkan secara efektif untuk 

melindungi mantan majikan haruslah terdapat pcmbatasan-pcmbatasan 

sebagai barikut : 

o Jangka waktu pcljanjian tersebut harus tidak melebihl dari yang 

dipcrlukan untuk melindungi rahosia dari pcmberi kerja161
• 

Dalam perjanjian tersebut dapat dicaotumkan klausula yang melarang 

mantao karyawan bekelja di perusalwao pesaing dalam jangka waktu 

tertentu dengan tujuan agar mantan karyawan tidak dapat langsung 

menggunakan informasi yang masih segar didapatnya. 

Mantan karyawan tentunya memiliki skill dan pcogalaman yang dapat 

digunakao untuk memperoleb pckcrjaao baru. Nam1m belum teutu skill 

dan pcngahunao yang telah didapatnya dapat diterapkan pada bidang 

usaha yang berbeda, sebiogga teutunya hal ini akan menyuliikan mantan 

karyawan untuk mernpcroleb pckerjaan baru. Hendakaya jangka waktu 

pcljanjiao yang dimaksud juga tidak berlaogsung selamanya atau 

berlangsung terlalu lanlll, karena hal ini dapat membatasi bak ekonomi 

mantan karyawan untuk mempcroleh pckerjaan sesuai dangan skill dan 

pengalamao yang dimilikinya. 

o Balas perlindongan dari peljanjian dapct diperluas sejaub petjanjian 

tersebut menawarkan pcrlindungan yang cukup sehubungan dengan 

aktivitas bisnis pemberi ketja162
• 

161 John Hull, op. ell., blm. 257. 
162 ibid., him. 259, 
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Pe!janjian tersebut dapat diperluas jangkauan berlakunya pe!janjian itu 

jika manton majikan merasa perluasan itu dapat memberikan 

perlindungan yang memadai bagi kelangsungan bisnisnya. 

o Wilayah berlakunya pe!janjisn tersebut barns tidak melebihi dari yang 

diperlukan untuk melindungi rahasia pemberi ke!ja163
. 

Apabila seseor.mg yang beke!ja di Papua kernudian dilarang untuk pindah 

beke!ja pada perusabaan sejenis namun terletak di Sumatera dengan 

alasan manton majikannya takut untuk rahasia dagangnya digunakan, 

penulis berpendapat sebenarnya hal itu masuk akal namun sangat 

berlebiban. Karena belum tentu rahasia dagang yang diketahui oleh 

manton karyawan tersebut bisn diterapkan di Sumatera dengan kondisi 

yang berbeda dengan tempat rahasia dagang itu berasal 

Untuk itu barns diketahui terlebih dahulu, sejauh JlUlOa manton majikan 

ukan terkena dampak jika mantan karyawan menggunakan rahasia dagang 

yang diketahuinya pada wilayah ke!ja yang berbeda. 

o Beberapa klausula yaug bersifat membatasi atau kasus rahasia dagang 

hanya dapat dijelaskan dengan menunjukkan sejauh mana karyawan 

ternebut terliba4 pengarub dari posisi yang karyawan tersebut pegang dan 

yang melandasinya melakukan tindakan tersebut164
• 

Akan sangat tidak adil misalnya jika mantan karyawan yang tidak 

memlliki akaes terbadap rahasia dagang dan tidak mengetahui mengenai 

rabasia dagang perusahaan seperti office boy dalam pe!janjian dilarang 

untuk perusabaan sejenis karena dikbawatirkan dapat mernbocorbn 

rahasia daga.ng perusahaan. 

Sebalknya dalam perjanjill!l, klausula yang bersifat membatasi mantan 

karyawan disesnaikan dengan seberapa besar dan seberapa dekat alrses 

mantan karyawan dengan rabasia dagang perusabaan 

Perjanjian antera mantan majikan dan manton karyawan denga:n tujuan untuk 

melindungi rahasia dagang mantan majikan dianggap menguntungkan 

J6J 1/:rid., hlm. 260. 
164 ibid., hlm. 261. 
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Tmdakan pelanggaran yang Ielah penulis kemukakan diatas merupakan 

penggunaan atau pengungkapan rahasia bank secara ilegal yang melanggar 

ketentuan mengenai rahasia bank yang berlaku. Selain itu perbuatan tersebut juga 

merupekan suatu tindakan yang melanggar ketentuan mengenai rahasia dagang 

yang horus dijaga kerahasiaanya yeng dapat menyebahkan rahasia dagang dari 

bank ini menjadi kehilangan unsur kerahasiaannya. Perbuatan ini dapat 

menyebahkan bank dapat mengalami kerugian secara ekonomis karena 

kebilangan !lllSIIbah berikut simpanan dan/atau pinjamannya dan juga kehilangan 

kepercayaan di mata nasabah. 

Olah karena itu sudah sebarusnya pemerintah dan Bank Indonesia sebagai 

regulator membuat suatu regulasi yang dapat meneegah dan menindak 

panggunaan data nasabah seeara illegal yang melawan hukum dan melanggar 

ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia dagang oleh mantan karyawan dan 

pihak terafiliasi yang beritikad buruk. 
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. .. 
KEPENTINGAN NASABAJI BANK SEBAGAI KONSUMEN BANK 

YANG DILANGGAR DENGAN TERJADINYA PELANGGARAN 

TERHADAP RAHASIAUAGANG BANK . 

4.1 Nasa bah Balik Sebagai Konsumen yaug Haru• Dillnduogi 

Tindakan pelanggamn rahasla bank yang telah penulis keroukakan dengan 

penggunaan alau pengungkapan rahaslac .bank . secara ilegal adalab melanggar 

lceteotuan mengeoai mhasia bank dan mhasia dagang yang berinlcu. Perbuatan ini 

dapet menyebablcan bank .dapet mengalami keruglan secara elconomis karena 

lcebilangan nasahah berilrut simpa:nan dan/atau pinjamannya dan juga kehilangan 

kepereayaan di mala nasabah.. 

Sebelum dibahaa lebih lanjut apakah pelanggamn rahasia dagang bank 

dapat. menyebablcan nasabab sebagai konsumen .menjadi dirugikan, terlebib 

dahulu barns dilcetahui apalceb nasabah dapet dikategorikan sebagai konsumen 

yang memilild·bak untelc mendapatkan perlindungan. 

Konsumen ·adalah166 setiap· orang pemelcai barang dan/atau j..,. yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi .kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidalc untelc diperdagangkan. 

Di dalam kepustakaan elconomi dilcenal lconsumen elchir dan konsumen 

antara: Konsumen elchir adalah pengguna atau pemanfuat·elchir dari suatu produk, 

·· sedanglcan•konsumen ani!IJ;ll·adalab·konsumen yangmcnggunelcan suatu produk 

sebagal ~ dari suatu proses. produksi suatu produk lainnya. Pengertian 

konsumen dalam undang-undaag ini adalah konsumen elchir167• 

Dari definisi tetsebut yang dapet mengajukan ganti keruglan adalah 

konsumen yang m.ernpalcan pemakai langl!ang dari suatu barang. atau jasa dan 

merupelcan konsumen elchir. Bemrti keluarga atau orang inin yang balcan pemelcai . . . . .· 

l6i Indonesia, Undang-Undang Perlimitmgan Kt:mSlllneJ'4 UU No. 8.tahun 1999, Ps. l sngka {2). 
'
51 Indonesia. Undang~Undang PerJindtmgan Konsumen, ·UU -No.-3 tahun 1999J Penjelssan Ps. 1 

angkll (2). 
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langsung dati suatu barang ataujasajil<a dikaitkan dengan Pasal45 adalah tidek 

termasuk konsumen dan tidak dapat mengajukan ganti kerugian. Selah! itu 

konsumen perantara juga tidak dapat menggugat pelalru usaha jikn dia mengalami 

keruginn. 

Sedangkltn untuk nasabah ·· sendiri terdapat •beberapa maeam definisi 

mengenainya, seperti : 

I. Nasabah adalah 16
' pibak yang menggunakan jasa bnnk: ·' · 

2. Costumer of the bank is169 a person who has a more permtmenllink with a 

· bank. like having an account with the bank or having an ·agreement with 

the bank to open an account.'· · 

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakanjasa bank:, termasuk pibak yang 

·tidak memiliki rekening namun mel1l8.1lfaatkan jasa Bank untuk 

melakukan transaksi kenangan (walk-in custi>mer)'10
• 

Ditinjau dati konsepsi nasabah dan konsumen ·diatas, dapat kita lihat 

bahwa yang• dianggap seix!gai konsumen adalah onmg yang .menggunakan 

barang/atau jasa .dan merupaknn pemakni akhir (tidak untuk diperdagangkan). 

Sedangkan nasabah sepeiti kita ketahui adalah pihak yang menggunakan jasa 

bauk dan merupaknn pemakni akhir dati jasabauk torsebut Sehingga jil<a dilihat 

dati konsepsi tersebut dapat . kim ketahui bahwa nasabah adalah merupaknn 

· konsumen dati bauk yang berbak mendapetkan perlindungao berdasarkan 

ketentuan Undaog-Undang Perlindungan Konsumen. 

Menjadi suatu pertanyaan . berikuJnya adalab nasabah sepetti ape yang 

berbak · mendapadom · pertindungan · betdasarkan ketentnan Undang-Undaog 

Perlindungan Konaumen, knrena yang·dapat dianggap seix!gai konsumen menurut 

Pasal I angka 2 UU No. 8 tabun 1999 banyalah manusia "''ia. pa<lahal nasabah 

dari suatu bauk tidak terbatas kepada natural person saja tetapi badan hokum 

juga merupakan nasabah dari suatu·hlink. 

Mengenai hal ini penulis berpendepat benlasarkan teorl kenyalaaa yuridis 

,' 141 Indonesia,- umJang-Unti/mg Perbal,kan, uu No. 7 bthun 1992 ~ ~lah diubah 
d""- UUNo. lotahun !998,Ps.l butir(l6). 

"" Poll Cbu Cbai, op. cit., blm. 26. . 
m Indonesia,, PeraiJiran Bank ·Indcnesia tentang Tramparansi Jnjorm{(Si ProM Bank dan 

Penggunaan Data Prihadi Nasabah, PBl No. 7/6/PBIJ2005, Ps. f butir (3). 
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yang dikemukakan (Juridische realiteits/eer) yang dikemukakan oleh E.M 

Meijers dan Paul Scholten171 yang menyatakan bahwa hendaknya dipersamakan 

badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. 

Sehingga hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki 

oleh badan hukum Sehingga berdasarkan teori ini maka penulis bexpendapat 

bahwa nasabah bank yang merupakan badan hukum juga seharunya dapat 

dianggap sebagai konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan hukum 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Pembatasan konsepsi konswnen hanya terbatas pada natural person saja 

tentunya sangat merugikan kepada konsumen yang merupakan badan hukum 

karena tidak dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Padahal seperti kita ketahui bahwa banyak badan hukum yang juga 

merupak:an konsumen atas suatu baran atau jasa yang diciptakan oleh pelaku 

nsaha, seperti ada badan hukum yang merupakan nasabah dari bank atau badan 

hukum yang merupakan konsumen dari pelaku usaha di bidang advertising dan 

sebagainya Oleh karena itu sudah seharusnya pengertian konsumen dalam Pasal 

I angka 2 UU No. 8 tahun 1999 dilakukan amandemen dengan memperluas 

konsepsi konswnen menjadi setiap orang dan badan hukum. 

Selain hams diketahui konsepsi nasabah dan konsumen, kita juga harus 

mengetahui konsepsi pelaku usaha dan Bank itu sendiri agar dapat diketahui dari 

sudut pandang lahmya apakah Bank merupakan pelaku usaha yang memiliki 

kewajiban untuk melindungi nasabah sebagai konsumennya dari kerugian yang 

dapat dialami alas produk atau jasa yang diberikan oleh Bank. 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalarn wilayah hukum negara Republik 

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui peiJaDJlan 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalarn berbagai bidang ekonomi172
• Pelaku 

usaha yang termasuk dalarn pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, 

171 Chidir Ali, op. cit., him. 35. 
172 Indonesia, Undang-Undang Perlindun.gan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 1 angka (3}. 
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kopemsi, importir, pedagang, distribulnr dan lain-lain173
• 

Bank adalah badan usaha yang mengbimpun dana dari masyarnkat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dahun bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dahun rangka meningkatkan lllrnf bidup rakyat 

banyak114
• 

Berdasarkan korurepsi pelaku usaha dan bank seperti yang telah 

disebutkan diatas, dapat kita ketabui babwa bank adalab merupakan pelaku usaha 

yang menyediakan jasa di bidang perekonomian. Sablngga berdasarkan konsepsi 

tersebut maka bank memiliki kewajibon seperti yang telab disebutkan dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk tidak menyebabkan nasababnya 

mengalami kerugian alas prodnk ataujasa perbankan yang ditawarkannya. 

4.2 Perlindungan Nasabah sebagai Konsumen Bank 

Jika kita telaah lebih dalam konsep Rahasia bank yang memiliki dafinisi 

yaitn175 segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabab 

penyimpan dan simpanannya, maka akan timbul pertanyaan lebih lanjut apakab 

nasabab debitnr apakab juga mendapatkan perlindungan hnkum yang sama 

dengan nasabab penyimpan. Karena berdasarkan definisi rabasia bank diatas 

babwa nasabab penyimpan dan simpanannya seeara otomatis berdasarkan 

konsepsi rahasia bank mendapetkan perlindungan dari Bank sebagai pelaku uaaha 

sedangkan nasabab debitnr tidak secara otomatis termasnk dalam ketentnan 

rabasia bank yang berus dilindungi. 

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Peratnran Bank Indonesia Nomor 

2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberlan Perimah Atau lzin 

Tertulis Membnka Rabasia Bank, yaitn : 

m Indonesia, Undang·Undang Per-lindungan K!Jn.sumen, UU No.8 tahun 1999~ Penjelasan Ps. 1 
angka (3). 

174 Indonesia, Undong~Undang Perbonkan, UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 10 tahun 1998, Ps. 1 angka (2). 

175 Indonesia, Undang~Undong Perbanl«m. UU No. 7 tahun 1992 sebagaitnana telah diubah 
dengan UU No. 10 Ialmn 1998, Ps. l butir(28). 
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1. Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya 

2. Kelerangan mengenai Nasabah Selain Nasabah Penyimpan bnkan 

merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank 

3. Kelentuan sebagaimana dimaksud dalam ayal l berlaku pula bagi pihak 

terafiliasi. 

Dilihal dari ketentuan dari PBI lersebul jelas lerlihal bahwa nasabah 

debitur tidak dilindungi berdasarkan ketentuan mengenai rahasia bank, namun 

berdasarkan hubungan kontraktual yang timbul dari peJjanjian antara nasabah 

debitur dan Bank, nasabah debitur juga wajib dilindungi. Selain itu perlindungan 

yang diberikan oleh bank ini lerkail juga dengan kewajiban yang dimiliki oleh 

bank yaitu duty of confidentiality untuk menjaga kerahasiaan segala hal yang 

berkaitan dengan nasabah dan duty of fiduciary untuk menjaga kepercayaan yang 

Ielah diberikan oleh nasabah. 

Menjadi suatu pertanyaan menarik yaitu kenapa data nasabah debitur 

tidak. secara otomatis mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan rahasia 

bank, padahal data nasabah penyimpau olomatis mendapatkan perlindungan 

berdasarkan kelentuan rahasia bank. Data Pribadi Nasabah adalah idenlitas yang 

lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukau transaksi 

keuangan dengan Bank176
• Data nasabah lerdiri dari data pribadi nasabah dan data 

keuangan nasabah menurut penulis sangat bersifat personal dan didalamnya 

terkandung unsur rahasia dagang. Dalam kelentuan rahasia bank memang yang 

dilindungi hanya lerhadap data nasabah dan simpanan nasabah saja, lidak 

termasuk kepada pinjamannya. Akan tetapi dalam konteks rahasia dagang penulis 

berpendapal baik data nasabah, simpanan maupun pinjaman juga termasnk dalam 

ruang lingkup rahasia dagang karena Ielah memenuhi 3 unsur dari rahasia dagang 

sebagaimana penjelasan berikut : 

1. Bersifat rahasia 

Data nasabah yang dapal berupa data pribadi maupun data keuangan nasabah 

176 
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Jnformasi Produk Bank dan 
Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No.7/6JPBI/2005, Ps. I butir (6}. 
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merupakan sesuatu yang bersifat pribadi dan rnhosia, karena jika data nasabah 

tersebut dapat dike!ahui oleh orang lain maka dapat membahayakan !lllSabah. 

Sebagai contoh jika seseorang mengetahui nomor rekening orang lain maka 

dapat membuat rekening tersebut dapat dibobol atau digunakan untuk 

penipuan. Atau contoh lain jika seseorang yang memiliki itikad buruk 

menge!ahui nomor telephone nasabah, maka nasabah tersebut dapat menjadi 

korban penipuan, pemerasan atau kejahatan Jainnya. 

2. Mempunyai nilai ekonomi. 

Dalam data nasabah, terutama data keuangan nosabah dapat mencerminkan 

kondisi keuangan dari nasabab. Terutama bagi nasabah debitur karena dari 

laporan keuangatmya yang wajib disernhkan kepada bank pada saat 

pengajuan kredi4 dapat diketahui berapa dan apa saja asset debitur. Selain itu 

dapat dike!ahui berapa hutang debitur, siapa sajaltah supplier dan palanggan 

dari debitur, bagaimana tren dad bisais debitur dan lain sebagainya. 

Kesemuanya tentanya merupakan hal yang memiliki nilai ekonomi begi 

debitur, karena jika hal ini dike!ahui oleh pesaing debitur, maka pesaing itu 

akan dapat memperoleh keuntangan dari informasi tersehut dan debitur dapat 

mengalami kerugian. 

3. Dijaga kerahasiaatmya melalui upaya sebagaimana mestinya. 

Rahasia dagang seharusnya dijaga kernhasiaannya dengan tidak 

mengungkapkan kepada pihak diluar pemilik rnhasia dagang. Jika seorang 

nasabah mengungkapkan data pribadi dan data keuangannya yang bersifat 

rahasia kepada bank hal ini tidak dapat dianggap sebagai perhuatan yang 

mengakiba!kan rahasia dagang nasabah menjedi hllang. 

Nasahah menganggap bank dengan duty of fiduciary yang dimilikinya adalah 

pihak yang dapat dipercaya untuk menjaga rnhasia dagangnya dan pasti akan 

melakakan upaya yang patut untuk menjaga data-datanya, karena data 

nasahah bagi bank adalah suatu rahasia dagang. Jadi dalam hal ini penulis 

bernnggapan nasahah telah melakakan upaya sebagairnana mestinya untuk 

menjaga rnhasaia dagang miliknya dengan rnempercayakan kepada bank. 

Dari umian tersebut dapat kita ke!ahui bahwa data nasabah Ielah 
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memenubi unsur un!uk dapat dianggap sebagai rahasia dagang. Namun jika 

masih terdapat keraguan akan unsur mhasia dagang dari data nasabah dan untuk 

lebih mengetahui apakah suatu data nasabah merupakan suatu rahasia dagang 

atau bukau, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut177 
: 

I. Dalam derajat bagaimana suatu informasi telah diketahui secara umum di luar 

dari bisnis pemilik rahasia dagang. 

Jelas bahwa seorang nasabah tidak akan membiarkau data pribadi dan data 

keuangannya menjadi diketahui olen orang baoyak, karena hal tersebut 

menyangkut kredibilitas dan kearnanan bagi nasabah itu sendiri. Selain itu 

dengau diketahuinya informasi tersebut oleh oraog lain maka akan dapet 

membahayakan kelangsungau bisnis oasabah itu sendiri. 

2. Dalam dmgat bagaimana suatu informasi telah diketahui da1am lingkungan 

pemi!ik rahasia dagsng sendiri. 

Seorang nasabah pasti mcnjaga seerat mungkin data-data mililmya. Senrang 

nasabah perorangan saja hanya sedikit sekali yang mengungkapkau data-data 

mililmya yang disimpen di bank kepeda pasangannya. Nasabah yang 

merupakan badan usaha maupun badan hukum juga tidak akan mengizinkan 

kepada seluruh karyawannya untuk mengetahui rekeuing perusahaan di bank, 

hanya beberapa orang s'\ia dari bagian tertentu yang mengetahui data 

perusahaan yang berada di bank. 

3. Langkah-langkah yang telah diarnbil un!uk menjaga kerahasiaan dari 

informasi itu sendiri. 

Nasabah pastinya menjaga sekali kerahasian dari data-data miliknya dan 

dengau mengaugkepkau data-data kepeda bank yang dapat dipercaya akan 

menjags kerahasiaan data-datanya telah menunjakkan bahwa nasabah Ielah 

meugarnbil langkah-langkah yang tepat benar untuk menjaga kerahasiaan dari 

infurmosi tersebut. 

4. Nilai dari informasi itu sendiri bagi pemilik rahasia dagang ataupun 

saiugannya. 

Seperti yang telah peuulis ung!mpkan, dari data pribadi maupun data 

117 lman Sjahputm Tunggal dan Heri HeJjandono, op~ cil, hlm. 29. 
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keuangan nasabah memlliki nilai ekonoml yang sangat tinggi bagi nasabah. 

Karena dari data-data tersebut dapat diketahui dan menggambarl<a:n 

bagairnana bisnis, keuangan dan kredibilitas dari nasabah itu. 

5. Biaya-biaya yang telab dikeluarkan untuk mendapatkan infunnasi itu sendiri. 

Seorang nasabab untuk mencapai posisi keuangan yang sesuai dengan data 

keuangannya terkini yang diketahui oleh bank pastinya tentu sudah 

melakuken bermacam-macam usaha, upaya dan kelja keras. Tentunya upaya­

upaya lersebut juga tidak sedikit mengbasilkan keuntungan maupun kerugian 

bagi nasabah. Dari baltersebut juga dapat dilibat babwa nasabah pastinya 

telab mengeluarican biaya-biaya yang tidak sedildt untuk mencapai 

keadaannya saat ini yang disampaikan kepada bank. 

6. Sejaub manakab informtlSi tersebut telab didapatkan. Apakab dengan mudah 

atau susah diduplikaslkan oleh pibak lain. 

Seperti yang Ielah dijelasken diat.as bahwa nasabab tidak hanya Ielah 

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mencapai keadaan seperti yang 

diinformasikannya kepada bank, namun pastinya juga telab melakukan 

upaya-upaya sedemiklan rupa sulitnya untuk mencapai kondisi tersebut. 

Dari penjelasan diat.as penulis berpendapat berdasarkan ketentuan dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Rahasia Dagang, bail< nasabah 

penyimpan maupun nasabah debitur memiliki hak yang sama untuk dilindungi 

oleh Baak dan data nasabah dapat digolongkan sebagai rahasia dagang bagi 

nasabab itu sendiri maupun bagi bank. Dabun konsepsi antana nasabab dan 

konsumen seperti yang telab dibabas diat.as hanya disebutkan babwa nasabab 

berbak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen adalab karena merupakan pengguna jasa yang 

disediakan oleh bank dan merupakan pengguna akbir. Konsepsi tersebut tidak 

membedaken antara nasabah penyimpan dan nasabah debitur sehingga depat 

disimpulken bail< nasabah penyimpan maupun nasabab debitur adalah konsumen 

layaoan jasa perhanken dinuma hak-bakeya barns dilindungi. 

Kemndian jika dikaitkan dengan bak konsumen dalam pasai 4 Undang­

Undang Nomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen make terdepat 
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beberapa bek nasabah yang relevan dengan bek konsumen yang diatur dalam 

Uodeng-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

• Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/ataujasa171
; 

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanen, keamanan dan 

keselama!an konswnen dalam penggunaan berang atau jasa yang 

diperolehnya, sebingga konsumen dapat terhinder deri kerngian (fisik 

manpun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. 

Dalam SE Bl No.7125/DPNP tanggal 18 Juli 2005 dikatakan bahwa 

psrlindungan terbedep penggunaan deta pribedi nasabah didesarkan dengan 

tujuan179
: 

• Dalam rangka menjaga kepsrcayaan masyarakat kepada Baak dan 

melindungi kepentingan Nasabah, penggunaan data pribadi Nasabah 

untuk tujuan komersial hams dilakukan seeara transparan dan 

dilakukan berdasarkanpersetujnan tertulis deri Nasabah. 

• Penggunaan data pribadi Nasabah untuk tujuan komersial perlu 

dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis deri Nasabah untuk 

mengurangi potensi tuntutan bukum kepada Baak dalam hal Nasabah 

merasa hak-hak pribadinya tidak dilindungi oleb Baak. 

Berdasarkan ketentuan ini, nasabah memiliki bak un!Uk mendapatkan 

kenyarnanan, kearnanan dan keselarnatan baik atas deta pribadinya maupun 

atas dana yang disimpannya dalarn bank. Seperti yang telah penulis 

ungkapkan, bahwa bank menjalankan bisnisnya adalah berdasarkan 

kepercayaan deri nasabab. Sehingga semakin nasabah merasa nyaman, 

aman dan mempereayai bank maka bank tersebut dapat memperoleh 

keuntungan yang sernakin banyak. 

• Hak atas informasi yang benar~ je]as, dan jujur mengenai kondisi dan 

jantinan berang dan/atau jasa180; 

111 Ind011esia, Undcng~Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 tahun 1999, Ps. 4 butir (A). 
m Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia tentang Transparansi /nfcrmasi Produ! Bank don 

Penggunaan Data Pribadi Nasabah.SE BI No. 7125/DNP tanggall8 Juli 2005 
liW Indonesia. Uttdang-Undang Perlindungan Kansumen. UUNo. 8 tahWl 1999, Ps. 4 butir (C). 
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Hak alas informasi ini sangat penting, karena hak ini menjad.i dasar bagi 

pelaksanaan hak-hak lainnya dan dengan tidak memadainya informasi yang 

disampaikan kepada konsumen dapat menimbnlkan kerugian bagi 

konsumen yang rnengakibatkan konsumen tidak mengetahui mengenai 

knndisi banmg atau jasa yang dikoilSU!IISinya. 

Hak ini dimaksudkan agar konsurnen dapat memperoleh garnbanm yang 

baaar tentang suatu produk, karena dengan informasi tetsebut, konsurnen 

dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutubannya serta 

terbindar darl kemgian akibat kesalehan dalam penggunaan produk. 

lnformasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan untuk 

meningkatkan efisiensi darl konsumen dalam memilih produk serta 

meningkatkan kesetiaannya terbadap produk tertentu. 

Dalam Arsitektur Perbaukan Indonesia terdapat visi Perbankan Indonesia 

yaltu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien gnna menciptakan 

kestahilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong 

pertumbuban ekonomi nasiooal. Dalam menunjang pencapaian visi tersebut 

terdapat enam pilar Arsitektur Perhaukan Indonesia, enam pilar tersebut 

adalab: 

a. Struktur perbaukan yang sehat 

b. Sistem pengatu.rnn yang efektif 

c. Sistem pengawasan yang independen dan efektif 

d. lndustri perbankan yang knat 

e. lnftastruktur penduknng yang mencukupi 

f. Perlindungan konsumen. 

Pilar keenam yaltu pedindungan konsumen dalam perhaukan kemudian 

melandasi muncuinya PSI No.7/6/PSU200S tentang Transparansi lnformasi 

Produk Bauk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabab sehagai bentuk salab 

satu upaya untuk meuingkatkan Good Governance pada industri perbankan 

dan memberdayakan nasabab untuk memberikan kejelasan pada nasabab 

mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk hauk, serta 

diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-bak pribadi 
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nasabah dalam berhubungan dengan bank. 

Jadi yang melandasi terbi1nya Peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/61PBI/2005 tentang Transparansi lnformasi Produk Bank dan Penggunaan 

Data Pribadi Nasabah adalah perlindungan terhadap hak-hak nasabah 

sebagai lronsumen jasa layanan perbaukan terutama hak untuk mendapatkan 

informasi yang be= dan jelas mengenai karakteristik produk bauk yang 

akan digunakan oleh nasahah khususnya mengenai manfaat dan resiko yang 

melekat pnda produk bank tersebut, sebingga nasabah mengetahui secara 

jelas dan dapat memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhan 

nasabah yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan Pilar Keenam API 

dnn Pasal 4 huruf c dan h Undnng-Undang Nomnr 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. 

• link untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi danlatau penggantian, 

apabila barang danlatau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinyau11
; 

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang Ielah menjadi rusak 

atau tidak seimbnng akibat adanya pengganaan barang atau jasa yang tidak 

memenuhl hnrapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan 

produk yang telah merugikan konsumen, 

Berdasarkan hak ini, nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rogi 

danlatau penggantian dari benk apabila dirasa dan dapat dibuktikan bahwa 

jasa perbankan yang diterimanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh 

bank. Misalnya bank menyediakan jasa penyimpanan dolromen atau barang 

milik nasabah jika diahnpan di dalam save deposit box yang disediakan 

oleh benk. Namun temyata dokomen atau barang milik nasahah tersebut 

justru hllnng atau rusak sete!ah disimpan da1am save deposit box yang 

dimaksnd. Maka nasahah berdasarkan ketentuan ini mentiliki hak untuk 

meminta kompenasal, ganti rugi danlatau penggantian dari bauk. 

• Hak-hak yang diatur da1am ketentuan peraturan perondang-undangan 

1*' Indonesia, Uttdang- Undang Perlindungan Knnsumen. UU No. 8 tahun 1999, Ps. 4 butir (H). 
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1ainnya182
• 

Berdasarkan ketentuan ini tidak menutup kernungkiruln bahwa kollSU!Ilen 

merniliki hak-hak yang dilindungi dalam peraturen perundang-undangan 

lainnya yang lebih spesifik dan sektoral. Hak nasabah selain diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentunya juga memiliki bak-hak 

yang terdapat dalam Undang-Undang Perbaakan maupun pada Peraturan 

Baak Indonesia. Sifilt hubungan antara Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan Undang-Undang Perbaakan adahalah beraifat kumulatif dan 

komplementer183 
•. 

Dilihat dari hak nasabah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Kollllumen, nasabah memi!iki hak untnk dilindungi data nasabah 

yang berupa data pribadi dao data keuangannya. Nasabah juga memiliki bak agar 

data-data tersebut tetap merupakan privacy dan tidak diketabui oleb orang lain 

maupun mas)'l~Iakat umwn seperti yang dimakaud dalam konsep perlindungan 

konsumen yaitu the right to safety, yaltu bak alas koamanan dari produk yang 

dipilihnya dan the right to privacy, yaitu bak atas privasi atas dirinya maupun 

alas keluarganya 

Di Indonesia konsep the right to safety telah diatur pada pasal 4 butir A 

UU No. 8 lahun 1999 seperti yang telah penulis kemukakan diatas, namun 

konsep tentang the right to privacy belum diatur lebih lanjut. Hal ini berbeda 

dengan konsep perlindungan konsumen di Negara maju, dimana the right to 

privacy telah diatur dengan sangat detil dalam suatu Undang-Undang tersendirl 

yang terpisah dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti yang 

ditemukan pada : 

L UniEropa 

Dimana pada Article 8 of t!UJ European Convention on Human Rights 

telah diatur konsep perlindungan terhadap the right to privacy, yaitu184
: 

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, 

11t21ndonesia, Und()llfl"Undong Perlindungan Konsumen, UU No, 8 tahun 1999, Ps. 4 butir (I). 
110 Inosentius Samsu~ "Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan Dalam 

Perspektif f'erlindungan Kepentingan KonsUJ11en", dalam Bu/elin Hukum Perhankan dan 
Kebanksentrahm Vol. 7 No. 1 (Januari 2009), him. 18. 

m European ConventiQU on Human lt!gbts, Art. 8. 
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his home and his correspondence. 

2. There shall be no interference by a public authority with the 

exercise of this rtght except such as is in accordnnce with the law 

and is necessary in a democratic society in the interests of 

national security, public safety or the economic wel/Abeing of the 

country, for the prevention of disorder or crime, for the protection 

of health or morals, or for the protection of the rights and 

freedoms of others. 

2. Kanada 

The Personal Information Protection and Electronic Documents Act 

(PIPEDA atau PIPED Act). PIPEDA mengatur mengenai bagaimana 

lembaga swasta mendapatkan, menggunakan dan mengungkapkan 

informasi pribadi seseomng dalam kaitannya dengan bisnis. PIPEDA 

memberikan bak bagi setiap individu untuk mengetabui bagaimana data 

pribadinya diperoleh, digunakan dan diuagkapkan dan PIPEDA juga 

melindungi data pribadi setiap individu dengan mengatur persyaratan 

yang ketat dan kewajiban bagi perusabaan swasta atas data pribadi 

tersebut. 

3. Australia 

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi diatur melalui 

the Federal Privacy Act I 989. 

4. Amerika Serikat 

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur melalui Right to 

Financial Privacy Act dan pada Final Rule Priwlcy of Consumer 

Financial Informati011. 

Dari bebernpa Undang-Undang di negara lain mengenai perlindungtm data 

pribadi seseorang, terdapat kesamaan yaitu setiap individu memiliki hak agar 

data-data pribadinya dilindungi dan pihak lain yang berkepentingan untuk 

mengetabui data-data pribadi dari individu tersebut harus melalui prosedur yang 

ketat dan mendapatkltn persetujuan tertulis terlebih dahulu dari individu pemilik 

data untuk dapat mengetabui data-data pribadi miliknya. 
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Di Indonesia pengaturan mengenai penggunaan data pribadi seseorang 

belum diatur dalam suatu perundang-undangen tersendiri. Penggunaan lerbadap 

data pribadi individu baru diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 

716/PBII2005 tentang Transparansi Infurmasi Produk Bank dan Penggunaan Data 

Pribadi Nasabah. Menurut PBI tersebut transparansi penggunaan data pribadi 

nasabah yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan 

perlindungan terbadap bak-bak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan hank. 

PBI tersebut juga dilengkapi dengan Sunrt Edaran Bank Indonesia Nomor 

7125/DPNP, tanggal 18 Juli 2005, peribal Trausparansi lnfurmasi Produk Bank 

dan Penggunaan data Pribadi Nasahah yang di hagian 3 (riga) meru:anturukan 

kewajiban bank yang terkait dengan transparansi penggunaan data pribadi 

nasabah, beberapa hagian yang penrlng sebagai beriknt: 

a. mendapatkan persetujuan tertulis dati Nasahah dalam hal Bank akan 

memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada 

pibak lain di luar badan hukum Bank untuk tujuan knmersial, keeuali 

ditetapkan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

b. Permintaan persetujuan tertulis tidak boleh memuat klausula yang secara 

sepibak dapat digunakan oleh Bank untuk menyatakan bahwa Nasabah 

telah memberikan persetujuannya jika tidak memberikan tanda, tulisan, 

dan atau tanda Iangen pada lembaran permintaan persetujuan tertulis yang 

diajukan Bank. 

Beriknt penulis melampirkan bentuk persetujuan tertulis yang wajib 

dimintakan kepada nasahah berdasarkan ketentuan dalarn SE BI No. 7125/DPNP. 
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Tabel4.1 

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tangga118 Juli 2005 

Lampiran 1 

Contoh Klausula Transparansi Infonnasi Produk Bank Pada Formulir 
Aplikasi yang Diisi oleh Nasa bah 

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa: 

95 

I. Data pribadi yang saya berikan dalam formulir aplikasi pemanfaatan Produk 
Bank ini adalah yang sebenar-benamya. 

2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya 
berikan dalam aplikasi pemanfaatan Produk Bank. 

3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik 
Produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan 
memaharni segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, tennasuk manfaat, 
risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut. 

..................• . ............................ . 

(tanda tangan Nasabah) 
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Tabel4.2 

Lampiran Sumt Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggall8 Juli 2005 

Lampiran2 

Contoll Pemyataan Jaminan Tertulis Penggunaan Data Pribadi 
Nasabab/Pelanggan Badan Huknm Lain oleb Bank untuk Tujuan Komersial 

Sehubungan dengan pemberian data pribadi nasabah/pelanggan badan hukum "ABC" 
lrepada PT. Bank "XYZ" untuk kepentingan komersial, dengan ini badan hukum 
"ABC11 menya.takan bahwa: 

1 Nasabablpelanggan yang data pribadinya diberikan kepada PT. Bank "X'lZ" 
telab memberikan persetujuan kepeda bad an hukum "ABC" untuk 
menyerbarluaskan data pribadi yang bersangkutan kepada pibak lain untuk 
tujuan komerSial. 

2 Badan hukum "ABC" memberikan jarninan kepada PT. Bank "XYZ" hahwa 
pernyataan pada angka 1 di alas didukung dengan pemyataan tertulis dari 
nasabah/pelanggan yang bersangkatan. 

3 Badan hukum "ABC" bertanggung-jawab terhadap tuntutan hukum dari 
nasabablpelanggan yang data pribadinya diberikan kepada PT. Bank "X'lZ" 
berkaitan dengan penggunaan data pribadi nasabah/pelanggan yang 
bersangkotan oleh PT. Bank "XYZ" untuk tujuan komerSial . 

.................... ~ ............................... . 

Tanda Iangan pibak yang 
berwenang mewakili pemsabaan 

diatas meterai yang culrup 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



97 

Tabel4.3 

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggall8 Juli 2005 

Lampiran3 

Contoh Klausula Transparansi Penggunaan Data Pribadi Nasabah pada 
Form.ulir Aplikasi yang Diisi Nasa bah 

A. Bagi Bank yang akan Memberikan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain 
untuk Tujuan Komersial. 

PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH 

Dengan menandatangani pemyataan ini: 
• Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan atau 

menyebarluaskan data pribadi Saya kepada pihak lain diluar badan 
hukum Bank untuk tujuan komersial. 

• Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan 
konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi Saya 
kepada pihak lain diluar badan hukum Bank diatas . 

. . . . ... . . .. . . .. . . . . . ' .............................. " 
(tanda tangan Nasabah) 
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Tabel4.4 

Lampiran Surat Edman Bank Indonesia No. 7/25/DPNP tanggal18 Jull 2005 

Lampiran3 

Contoll Klausula Trausparansi Penggunaan Data Prilladi Nasabab pada 
FormuUr Aplikasi yang Diisi Nasabah 

B. Bagi Bank yang Sudab Memutuskan Tidak Akan Memberi.kan Data Pribadi 
Nasabab kepada Pihak Lain untuk Tujuan Komersial. 

PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH 

• Bank hanya akan menggunakan data pribadi nasabab yang terdapat pado 
fonnulir aplikasi ini untuk kepentingan internal Bank dan dala pribadi 
tersebut tidak akan diberi.kan dan atau disebar luaskan kepada pihak lain 
diluar badan hukum Bank, kecuali sebagaimana diatur pado keflmluan 
penmdang-undangan yang berlaku. 

• Apabila di kemudian bari Bank akan memberikan dan atau 
menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain diluar badan 
hukum Bank untuk tujuan komersial, maka Bank akan meminta 
persetujuan tertulis kepado Nasabab terlebih dabulu. 

Maksud dari pennintaan persetujuan yang dilakukan bank teibadap 

nasabah, dijelaskan dalam Pasal 10 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 dapat dilakukan 

oleh bank sebelum atau sesudab nasabab melakukan transaksi yang berkaitan 

dengan produk bank. Persetujuan ini dapat dilakukan dengan penandatangan oleh 

nasabab pada formulir khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut. 

Dengan adanya t:ransparansi penggunaan data pribadi nasabah, hak-hak 

nasabab lebih terlindungi, karena data pribadi nasabab yang diserahkan hanya 

akan digunakan untuk kepentingan internal bank atau sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlaku, apabila akan disebarluaskan kepada pihak lain 

diluar badan hukum bank maka hams ado persetujuan dari nasabab. 

Menurut penulis walaupun dalarn UU Perbankan tidak disebu!kan mengenal 

right to privacy, tetapi dangan adanya duty of fiduciary dan duty of confidentiality 

yang dimiliki oleh bank dan adanya kewajiban bagi hank untuk memhasiakan 
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data nasabah dan simpanannya, maka secara contrario juga terdapat hak nasabah 

untuk dijamin kerahasiaan mengenai data pribadinya dan simpanannya. 

Hal tersebut senada dengan ketentuan pasal 15 UU Nomor 8 rabun 1999 

diatur mengenai Iarangan bagi pelaku usaba untuk : 

"Pelaku usaba dalam menawarkan barang danlatau jasa dilarang 

melakukan dengan eara pemaksaan atau cara lain yang dapat 

menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen." 

Walaupun pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan pelaku usaba 

wajib melindungi right to privacy dari konsumen, tetapi secara analogis !arangan 

untuk menimbulkan gangguan psikis terhadap konsumen dapat disamakan 

dengan larangan untuk meneederai atau mengganggu right to privacy dari 

konsumen. 

Ketentuan ini selain mengikat terhadap bank juga meugikat teibedap 

pihak afiliasi dari bank. Oleh karena itu pihak afiliasi selain juga terikat dengan 

ketentuan rahasia bank juga terikat dengan kewajibaa untuk menjaga right to 

privacy dari konsumen. Namun peda kenyataannya baayak dari pihak afiliasi dari 

bank yang lemyata malah melakukan penggunaan data nasabah seeara illegal dan 

melawan hukum seperti tindakan yang dilakukan oleh agen kartu kredit yang 

Ielah melakukan jual heli data nasahah dengan agen kartn kredlt lainnya. 

Selain itu tindakan dari mantan karyawan bank yang berdasarkan 

pengetahuannya mengetahui mengenai data nasabah dan ketika pindah ke tempal 

kerjanya yang baru kemudian mengganakan data nasabah yang diketahuinya 

untuk kepentingan perusahrum haru tempatnya bekerja juga merupakan 

pelanggaran terhadap right to privacy dari konsumen. Karena belum lentu 

nasabah bersedia jika data-data pribadnya diketabui oleh orang lain. 

Tindakan dari pihak afiliasi dan mantan karyawan bank selain Ielah 

melanggar kelentuan tentang rahasia bank juga melanggar right to privacy dari 

nasabah karena membuat informasi mengenai data nasabah dan simpanannya 

tidak menjadi sesuatu yang bersifat private lagi dan hal ini dapat menimbulkan 

kerugian bagi nasahah sebagai konsumen dari bank dan hal ini dapat 

dikategorikan sebegai pelanggaran terhadap kelentuan perlindungan konsumen. 
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Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP sebenarnya sudah 

mengatur mengeruri mta cara penggunaan data pribadi nasabah, namun pada 

kenyataannya peraturan mrsebut tidak efektif karena jarang sekali nasabah 

dimintak:m persetujuannya seea:ra tertulis untuk dapat diseberk:mnya data 

nasabeb untuk lo:pentingan komersial. Agar peraturan tersebut dapat erektif 

sebaiknya PBI Nomor 7/6/PBI/2005 dan SE Bl Nomor 7/25/DPNP tenta.ng 

Transparansi lnfonnasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 

dilakukan perubaban dengan mewajibkan bank untuk meminta persetujuan 

tertulis dari nasabab pada saat pembukaan rekening. Kenapa panulis berpendapat 

seperti itu ? Karena dengan bank mentinta persetujuan pada saat pembukaan 

rekening, memudabkan bank secara adminlstrasi dan sistem untuk memanange 

data nasabab berikut parsetujuan-persetujuan labmya dari nasabab. Apabila setiap 

ada lo:!jasama dengan pibek tem.filiasi atau pihak ketiga berus mentinta 

persetujuan tertulis ulang dari nasabab tentunya hal tersebut sangatlah 

merepetk.an. begi bank. 

Selain itu itu sodab seberusnya pemerintab dan Bank Indonesia sebagai 

ragaiator membuat suatu regu]asi kbusus yang mengatur mengeruri penggunaan 

data pribadi nasabab pada kbusunya dan data pribadi kousumen pada umumnya 

seperti yang sodab terdapat pada Negara-negara lain. 

4.3 Bentuk Pertanggungjawabu dari Bank Sebagai Pengemban Duty of 

Fiduciary Terbadap Penggunaan Data Nasabah Secara IUegal 

Dslnm pembabasan sebelumnya telab diketahui babwa penggunaan data 

nasabeb secara illegal yang mengalcibatk.an. pelanggamn ted:Jadep rabasia degang 

merupakan perbualan melawan hukum, penulis ukan membabas apakah 

pengganaan data nasabab seeara illegal yang melanggar ketentuan perlindungan 

knnsumen meropakan perbuatan melawan hukum juga. Seperti yeng dilo:tahui 

suatu perbuatan dspat dilo:talo:n merupakan perbuatan melawan hukum jika telah 
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terpenuhi salah satu atau beberapa kriteria dari perbuatan me1av11an hukum, 

yakni'": 

(a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pe1aku 

Kewajiban hukum dari bank sebegal pelaku usaha adalah memberi.kan rasa 

aman bagi nasabah dalam menggunakan jasa perbenkan dan menjaga 

keamanan data nasabah yang didalamnya mengandung rahasia dagang dari 

nasabah. Karyawan dan pihak terafiliasi berdasarkan Undang-Undang dan 

hubungan kontraktual dengan bank juga memiliki kewajiban untuk adalah 

turut menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah 

Seperti diketahu bahwa tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan 

kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian186
• Jika memang Nasabah 

merasa dirugikan dengan penggunaan data nasabah untuk kepantingan 

komersial tanpa persetujuannya, maka nasabah dapat menuntut ganti 

kerugian, namun harus dioennari bal-hal beri.kut: 

• kepentingan penggugat benar-benar tcrkenal terancam oleh pelanggaran 

(PMH) tersebut. 

Dengan adanya penggunaan data nasabah secara illegal nasabah sebagai 

pemilik data lersebut sangatlah dirugikan kerena Ielah melanggar right to 

privacy miliknya dan membahayaknn keamanan dirinya sebagai pemilik 

data. kepentingan penggugat mcrnang dilindungi oleh kaidah/peraturan 

perundang-undangan yang dilanggar itu (schutznorm theorie)"'. 

Kepentingan nasabah alas data pribedinya yang didalamnya terkandung 

rahasia dagangnya Ielah dilindungi berdasarkan Undang-Undang 

Perlindungan Konsnmen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Rahasia 

Dagang Nomor 30 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan sehagaimana Ielah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 tahnn 1998. 

• kepanlingan tersebut masuk dalam lingkup kepentingan yang ditnaksnd 

untuk dilindungi oleb ketentuan Pasal 1365 KUHPdt. tersebut; 

IRS Setiawan. op. cit. h1m, 24. 
1 ~* Ibid., him. 14. 
llf! Ibid., hlm. 1 S. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Perlindungan Hukum..., Kistiono, FH UI, 2009



106 

langsung yang digunakan dan dianggap dalam pelaksanaan Perjanjian ini 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Pihak Kedua dan/atau Tenaga Keija wajib menjaga kerahasiaan segala 

data dan infonnasi mengenai nasabah penybnpan, nasabah debitur dan 

simpanannya yang diketahui akibat melaksanakan Perjanjian ini dari 

Pihak Pertama yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku 

merupakan rahasia bank. 

3. Apabila Pihak Kedua dan/atau Tenaga Kerja melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan yang dimaksud pada ayat I dan 2 diatas, maka Pihak 

Kedua dan!atau Tenaga Kerja bertanggung jawab penuh secara Pidana 

dan Perdata kepada Pihak lainnya. 

4. Pihak yang harus membuka informasi rahasia dikarenakan melaksanakan 

suatu pemturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat I 

wajib mendapat izin tertulis secara resmi dan tertulis kepada Pihak 

lainnya. 

5. Apabila Perjanjian ini berakhir, maka Pihak yang menerima atau 

mendapatkan informasi rahasia harus segera mengembalikan data~data 

atau dokumen yang berisikan informasi mhasia tersebut paiing lambat 7 

(tujuh) hari kerja sejak tanggal bemkhimya Perjanjian ini kepada Pihak 

lainnya dan informasi rahasia tetap harus dijaga oleh Pam Pihak sekalipun 

Perjanjian ini Ielah berakhir. 

Jika dalam perjanjian terdapat klausula kerahasiaan seperti diatas dan 

dapat dibulrtikan bahwa pihak yang melakukan pelanggamn terhadap data 

nasabah edalah pihak terafiliasi, maka pihak terafiliasi dapat dimintakan 

pertanggung jawabannya. 

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat tiga teori besar (grand 
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theory) tanggung jawab yang mengatur mengenai tuntutan ganti kemgian 

konsurnen kepada produsen, yaitu"" : 

a) Tanggnngjawab betdasarkan kelalalanlkesalaban (negligence) 

b) Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji atau wanprestasi (breach of 

warranty) 

c) Tanggnngjawab mutlak (strict product liability) 

Namun dalam hal pelanggaran data nasabab oleh mantan karyawan atau 

pihak wrailliasi, penulis berpendapat babwa teori yang dapat clipakai adalah teori 

tanggnng jawab mutlak (strict product liability), yaitu teori yang menyatakan 

prinsip tanggnng jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan atau 

kelalaian tetapi clidasarkan peda faktor cacatuya produk19
'. 

Teori ini menyatakan195 produseo tetap bertanggnng jawab walaupun 

telah melakukan segala upaya dalam persiapen, pembuatan dan penjualan produk 

yang mengakibatkan cidera atau kerugian bagi konsumen, 

Dalam sistem tanggnng jawab pada product liability berlaku pula prinsip 

strict liability, yaltu adanya pertanggnng jawaban secara mutlak dari produsen 

alas produk yang dikeluarkeunya yang mengakibatkan kerugian pada konsurnen. 

Narnun pihak produsen masib dapat membebaskan diri dari tanggnng jawabnya. 

balk untuk seluruhnya alan untuk sebagian. HaJ.baJ yang dapat membebaskan 

tanggnngjawab produsen tersebut adalah196
: 

I) like produsen tidak mendengarkan produknya (put Into circulation); 

2) Cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk 

diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacnt tersebut bern timbul 

kemudian; 

3) Bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen balk untuk clijual atau 

diadarkan untuk tujuan ekonomls manpun dibuat atau diedarkan dalaru 

rongka bisnis; 

m Inosentius Samsul. Perli-ndungan Kcnsumen, ; Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab 
Mutlak, op. cii, hlm. 10. 
194 Ibid.~ him. 34. 
195 Ibid., blm. 108. 
196/hid.~ hlm. 57, dikurip dari Saeful!ah, TQ!lggung JCJWab ProdtLSen terhadap akibal hukum yang 

dirimbufkan dari prcxluk pado Ero Pasar Bebas. Di dalam Husni Syawali (Ed.). Hukum 
Perlindungan Konsumcn. 
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4) Bahwa terjadinya cacat pada produk tersebut akibat keharusan memenubi 

kewajiban yang ditentukan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah; 

5) Babwa secara ilmiab dan teknis (state of scintific an technicallrnawledge, 

state or art defense) pada saar produk tersebut diedarkan tidak mungkin 

cacat; 

6) Dalam hal produsen dari suatu komponen, babwa cacat tersebut 

disebabkan oleb desain dari produk itu sendiri dimana kompnnen telah 

dicocokkan alau disebabkan kesalaban pada petunjuk yang dibetikm oleh 

pihak produsen tersebut; 

7) Bila pihak yang menderila kerugian alau pihak ketiga turut menyebabkan 

terjadinya kerugian tersebut (contributory negligence); 

8) Kerugian yang terjadi diakibatkan olehActs of God autuforce majeure 

Meakipun berdasarkan prinsip product liability yang telab dibabns diatas, 

yang menjadi pelalm usaha yang memiliki lllnggung jawab dan mengeluarkan 

produk secara Iangsung adalab bank, namun karena yang melakalmn pelanggaran 

adalah manlan karyawan alau pibak terafiliasi yang dapat digolongkan sebagai 

pihak ketiga yang terkait dan memiliki bubungan hukum dengan bank dan 

tergolong sebagai orang amu badan yang menjual atau mendiSlribualkan produk 

perbankan tersebu~ namun jika kita lihat pada pengecualian permuggung 

jawaban pelalm usaha pada poin 7 tersebut (contributory negligence), maka Bank 

sebagai pelalm usaba dapat dibebaskan dari lllnggung jawabnya karena yang 

menyebabkan terjadinya kerugian pada nasabab adalab mantan keryawan bank 

atau pihak terofiliasi. 

Pendapat tersebut jugs telab sesual dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 UU 

Nomor 8 tabun !999 yang menyaiakan197 
: 

"Pelalm usaba sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dibebaskan dari 

tanggung jaweh atas tuntulan ganti rugi dan/aiau gugslan konswnen 

apabila pelaka usaha lain yang membeli barang danlaiau jasa menjual 

197 Indonesia,. Undong.Undang Perlindungan Konsumen, UU No.8 tahun 1999, Ps. 24 ayat (2), 
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kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang 

dan/atau jasa tersebut." 

Mantan karyawan Bank atan pihak terafiliasi menurut pendapat penulis 

dalam memasarkan produk perbankan telab melakukan perubaban tetapi bukan 

terbadap produk perbankan, melaiukan melakukan perubahan dengan 

mengindabkan ketentuan rabasia bank yang seharusnya tetap dipegang teguh, 

sehlngga kemudian mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Sehlngga dalam 

kasus ini yang hams bertanggung jawab adalah mantan karyawan atau pihak 

terafiliasi. 

Sebegai konsekuensi dari perbuatannya yang merugikan konsumen, maka 

mantan karyawan bank atau pihak terafiliasi berdasarkan ketentuan pasall9 ayat 

I dan 2 UU Nomor 8 tahun 1999, hams memberikan ganti rugi kepada nasahah 

sebagai konsumen. Benruk dari ganti rugi yang dapat dimintakan oleh nasabah 

menurut penulis adalah dapat berupa ganti rugi materi atas kehllangan yang 

dideritanya maupun immaterial atas pelanggaran terhadap right to privacy nya. 

Bank walaupun dapat meminta ganti rugi dan juga mengalibkan 

pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh 

nasabah kepada mantan karyawan bank atau pihak terafiliasi yang melanggar 

data nasabah terSebut, sebeikoya juga tidak melepaskan tanggung jawabuya 

sebagai pengemban duty of fiduciary dari masyarnkal. Bentuk pertanggung 

jawaban dari bank menurut penulis bisa dengan berupa pemenuhan kerugian 

terlebih dahulu kepada nasabah yang dirugikan baru kemudian bank dapat 

meminta pertanggung jawaban dari mantan karyawannya atau pihak terafiliasi. 

Hal ini dimaksudkan agar nasib nasabah tidak terl<atung-katung dahulu. 

Penulis berpendapat bahwa bank sesunggulmya selain mengalarni 

kerugian material pada saat pelanggaran itu teljadi, juga mengalarni kerugian 

yang tidak dapat dipulihkan. K.erugian yang tidak dapat dipulibkan ini menurut 

penulisan adalah kehllangan kepercayaan dari masyarakat atas tingkat kearnanan 

dari bank. Dimana kehilangan kepercayaan dari masyarakat ini dapat merusak 

jalannya bisnis dari bank sehlngga dapat mengakibatkan bank mengalarni 

kerugian secara materiil di rnasa yang akan datang (expected loss). 
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Mengingat betapa besamya dampak kerugian yang dapat ditimbulkan dari 

pelanggaran data nasabab baik terbadap nasabab maupun kepada bank, maka 

sudab seharusnya pemerintah dan Bank Indonesia menciptakan Undang-Undang 

yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan bagaimana 

tata cara penggunaan data pribadi tanpa menghambat jalannya bisnis perbankan. 
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PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

l. Tindakan pelllngganm data nasabah. yang merupakan rahasia bank yang 

dilakukan oleh .mantan karyawan baak manpun oleh pihak terafiliasi 

adalah merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan mengenai 

niliasia dagang yang hams dijaga kerahasiaanya, sehingga pengungkapan 

data nasabah mengakibatkan· bank kehilangan unsut keniliasiaannya dan 

. tidak·dapat dianggap sebagai niliasia dagang lagi. 

Selaln itu penulis berpendapat pada kasus. pelangganm niliasia bank oleh 

· mantan karyawan baak manpun oleh pihak temfiliasi adalah merupakan 

suatu perbuatan melawan hilkum. Perbuatan ini <lapat menyebabkan bank 

dapat· mengalarni kerugian secam ekoilomi karena kehilangan nasabah 

berikut simpanan dan/ateu pinjamanilya dan juga kehilangan· kepercayaan 

di mata nasabah. 

2. Nasabah adalah merupakan konsumeil darl·baak dan merupakan pemakai 

ak:hir darl jasa bank tersebut yang berbak mendapatkan perlindungan 

berdasarkan ketentuan · • 1Jndang-Undang ··. P.erlindungim · Konsumen. 

Nasabah baak yang merupakan badan hukum juga dapat dianggap sebagai 

konsumen .yang berbak mendapatkan. perlindungan hukum berdasarkan 

· ketentuan Undang·1Jndang Perlindungan Konsumen ... • • · 

Berdasarkan k- darl Undang.Undang Perlindungan Konsumen. 

baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur memilild hak yang 

•. ' · sama untuk dilindungi oleh Baak. Dalarn konsepsi "'l1:a1a nasabah dan 

konsumen disebutkan bahwa • nasabah berhak untuk mendapatkan 

perlindungan. betdasarkan Undang·Undang. Perlindangan Konsumen 

adolah kerena merupakan pengguna jasa yang disediakan oleh baak dan 
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merupakan pengguna akhir. Selain itu dalam data nasabah juga telah 

terbukti telah mengandung unsur rahasia dagang dari nasabah. 

Sebingga tindakan dari . pibak afiliasi dan mantan karyawan bank 

menggunakan data nasabah secara illegal adalah merupakan perbuatan 

melawan hukum yang melanggar right to privacy dari. nasabah dan 

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan 

pelanggaran terhadap rahasia dagang nasabah, karena membuat .informasi 

mengenai data nasabali dan rahasia dagang, nasabah menjadi dapat 

diketahui orang lain dan kehilangan unsur kerahasiaannya 

3. Untuk dapat mengetahui siapakah yang sebarnsnya bertanggung jawab 

alas pelanggaran data nasabah, barns dibuktikan terlebih dahulu siapakah 

·yang melakukan pelanggaran .data nasabah tersebut. Jikatemyata memang 

'Bank yang melanggar ketentuan rahasia bank dan memanfaatkan data 

nasabah secara illegal maka berdasarkan prinsip product liability Bank 

sebagai pelaku usaha memiliki tanggung . jawab . karena melanggar 

ketentuan.rahasia perbankan dan merugikan konsumen. 

Jika pihak yang melakukan pelanggaran data nasabah adalah mantan 

karyawan bank atau pihak afiliasi dari bank barns diketahui adalah 

bagaimana hubungan hukum antara bank dengan mantan karyawannya 

atau dengan pihak afiliasi. · 

·l Hubungan • hukum • antara bank. dengan mantan karyawannya lahir dari 

· .· bubungan. ketenagakeijaan .·yang ditandai dengan adanya employment 

· · agreement. Ketika karyawan tersebut mengundurkan diri dari bank 

tentunya hubungan ketenagakeijaan tersebut berakhir pula, namun mantan 

karyawan tetap memiliki kewajiban (fiduciary duty) untuk merahasiakan 

informasi-infonnasi yang didapat dari pen1sahaan.·· 

Pelanggaran data nasabah yang· dilakukan oleh pihak terafiliasi barns 

dilihat dalarn peljanjian keljasarna antara bank dengan pihak terafiliasi 

apakah dalarn peljanjian tersebtit ada ldausula Kerahasiaan untuk menjaga 

kerahasiaan bank 
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Bank walaupun dapat mernJnta ganti rugi dan juga mengalihkan 

pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang 

diderita olen nasabah kepeda mantan katyawan bank atau pihak terafiliasi 

yang melanggar data nasabah tersebut, sebaiknya juga tidak melepaskan 

tanggungjawabnya sebagai pengemban duty of fiduciary dari masyarakat. 

Bentuk pertanggung jawaban dari bank menurut penulis bisa dengan 

berupa pemenuhan kerugian terlebih dahulu kepeda nasabah yang 

dirugikan bern kemudian bank dapat mernJnta pertanggung jawaban dari 

mantan katyawannya atau pihak terafiliasi. 

5.2Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan 

saran yaitu : 

a. Pemerintab dan Bank Indonesia dapat membuat regulasi yang mengatur 

agar mantan karyawan bank dilarang untuk pindall ke perusahaan sejenis 

dalarn batas waktu tertentu dengan tujuan agar tabasia dagang bank 

berupa data nasabah yang diketabui dari bank tempat dia bekerja dahulu 

tidak diguuakan oleh mantan katyawan tersebut di perusahaan barunya 

tetapi tanpa juga membatasi hak ekonomi dari mantan katyawan rersebut 

untuk memperoleh pekeJjaan yang layak. 

b. Pemerintab dan Bank Indonesia dapat menciptakan regulasi yang dapat 

mencegah dan menindak penggunaan data nasahah secara illegal dan 

melawan hukum yang melanggar ketentuan mengenai tabasia bank dan 

perlindungan konsumen oleh mantan karyawan dan pihak terafiliasi yang 

mengakihatkan nasahah sehagai konsumen menjadi dirugikan karena data 

pribadinya dan rahasia dagangnya diketabui oleh pihak lain. 
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